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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O22;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6735);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022.

BABI...
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK

Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau
bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk
daerah kota.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian
Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan
pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.

BABII ...
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BAB II

BIDANG DAK FISIK

Bagian Kesatu

Jenis dan Bidang DAK Fisik

Pasal 2

Jenis DAK Fisik terdiri atas:
a. DAK Fisik Reguler; dan
b. DAK Fisik Penugasan.

Pasal 3

(1) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a, meliputi bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan dan keluarga berencana;
c. jalan;
d. air minum;
e. sanitasi; dan
f. perumahan dan permukiman.

(2) DAK Fisik Reguler bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subbidang:
a. pendidikan anak usia dini;
b. sekolah dasar;
c. sekolah menengah pertama;
d. sanggar kegiatan belajar;
e. sekolah menengah atas;
f. sekolah luar biasa;
g. sekolah menengah kejuruan; dan
h. perpustakaan daerah.
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(3) DAK Fisik Reguler bidang kesehatan dan keluarga
berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas subbidang:

a. penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;

b. penguatan percepatan penurunan stunting;

c. pengendalian penyakit;

d. penguatan sistem kesehatan;

e. kefarmasian; dan

f. keluarga berencana.

(4) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam
penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan
infrastruktur dasar.

Pasal 4

(1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b, meliputi bidang:

a. jalan;

b. irigasi;

c. pertanian;

d. kelautan dan perikanan;

e. industri kecil dan menengah;

f. pariwisata;

C. lingkungan hidup;

h. perdagangan;

i. transportasiperairan;
j. transportasiperdesaan;

k. kehutanan; dan

1. usaha mikro, kecil, dan menengah.
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(2) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian
sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta
mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Tema DAK Fisik Penugasan

Pasal 5

(1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (1) dikelompokkan ke dalam tema yang bersifat lintas
bidang yang terdiri atas:

a. tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan
sentra industri kecil dan menengah;

b. tema pengembangan food estate dan penguatan
kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan
hewani; dan

c. tema peningkatan konektivitas kawasan untuk
pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua.

(2) DAK Fisik Penugasan tema penguatan destinasi pariwisata
prioritas dan sentra industri kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas
bidang:

a. pariwisata;

b. industri kecil dan menengah;

c. usaha mikro, kecil, dan menengah;

d. jalan;

e. perdagangan; dan

f. lingkungan hidup.
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(3) DAK Fisik Penugasan tema pengembangan food estate darr
penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan,
dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas bidang:
. pertanian;
. kelautan dan perikanan;
. irigasi;
. jalan;

perdagangan;

lingkungan hidup; dan
kehutanan.

(4) DAK Fisik Penugasan tema peningkatan konektivitas
kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas bidang:
a. jalan;
b. transportasi perairan; dan

c. transportasi perdesaan.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Pengelolaan DAK Fisik

Pasal 6

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
a. persiapan teknis;
b. pelaksanaan;
c. pelaporan; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

a

b

c

d

e

f.
at
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(2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan
sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar
teknis kegiatan, Kementerian Negara/ Lembaga dapat
menyusun petunjuk operasional.

(4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik
dalam APBD, petunjuk operasional disusun dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat
2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini
diundangkan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan
lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional
paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan presiden ini
diundangkan.

Bagian Kedua

Persiapan Teknis

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan
menJrusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan
bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui
sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi dengan mengacu pada:

a. dokumen usulan;
b. hasil penilaian usulan;
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c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;

d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan
Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program
pembangunan Daerah; dan

e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang
tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

(2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan
program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam
pen5rusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah,
nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk
kegiatan lain.

(3) Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah
ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh
Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa
alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada
bidang/ subbidang yang sama.

(4) Dalam hal alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam
peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari
hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian
Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan
berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan
teknis.

(5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:

a. rincian kegiatan;

b. metode pengadaan;

c. lokasi kegiatan;

d. target keluaran kegiatan;

e. rincian kebutuhan dana; dan

f. kegiatan penunjang.
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(6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga
untuk mendapat persetujuan.

(7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling
lambat bulan Desember 2O2l setelah berkoordinasi
dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi
kriteria kesiapan teknis bidang/ subbidang pada kegiatan
yang merupakan usulan aspirasi anggota Dewan
Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program
pembangunan Daerah, persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diberikan catatan untuk ditunda
pelaksanaannya.

(9) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak I (satu)
kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah
disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama
bulan Maret.

(10) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk:
a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik

berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak
kegiatan yang terealisasi; dan/ atau

b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan
kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan
Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8).

(l 1) Ketentuan mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
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(12) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetqiuan
atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua
bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi.

(13) Kepala Daerah menJrusun rekapitulasi rencana kegiatan
seluruh bidang DAK Fisik yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau perubahan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,
huruf c, dan huruf d untuk selanjutnya disampaikan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga
teknis terkait.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai
dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran
kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan
bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

(21 Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan
pengadaan barang/jasa.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan
kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat
serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.

(6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5%
(lima persen) dari alokasi per jenis per
bidang/subbidang/tema DAK Fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll huruf e untuk mendanai
kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan
kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan.

(71 Pendanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat

pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan
dan pengelola keuangan;

c. jasa pendamping/ fasilitator nonaparatur sipil negara
kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;

d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah

Daerah; dan/ atau

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk
perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan paling tinggi
5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan
penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur
dengan Peraturan Menteri/ Lembaga.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 9

(1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik
yang terdiri atas laporan:

SK No 131204A
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a. realisasi penyerapan dana;

b. capaian keluaran kegiatan;

c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan

d. capaian hasil jangka pendek.

(2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi
pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun
selanjutnya.

(3) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam
Negeri paling lama 1O (sepuluh) hari kerja setelah triwulan
berkenaan berakhir.

(5) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan
sesuai dengan format laporan kemajuan pelaksanaan
kegiatan DAK Fisik Reguler/ Penugasan tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

(6) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK
Fisik tahun 2024.

(7) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan melalui
sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi paling lambat bulan Juni 2023 atau sesuai
dengan batas waktu dalam petunjuk operasional yang
diatur dengan Peraturan Menteri/ Lembaga.
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(8) Batas waktu dalam petunjuk operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sepanjang tidak
melebihi bulan Juni 2023.

(9) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

a. capaian indikator;

b. kendala; dan

c. data dukung.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka

pendek bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

(11) Dalam hal tidak tercantum dalam Lampiran I, ketentuan
Iebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang
DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
ditetapkan melalui petunjuk operasional yang diatur
dengan Peraturan Menteri/ kmbaga.

( 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka
pendek bidang DAK Fisik dalam petunjuk operasional DAK
Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit
memuat:

a. indikator;

b. target;

c. sasaran indikator/ penerima manfaat;

d. tata cara perhitungan;

e. batas waktu penyampaian; dan

f. mekanisme penyampaian.

(13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (a) dan
ayat (7) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan
berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Negara/ Lembaga, dan
gubernur.
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Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Pemantauan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan
terhadap aspek:
a. teknis kegiatan; dan
b. keuangan.

(2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan

dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh
Kementerian Negara/ Lembaga;

b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis
yang ditetapkan;

c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan
kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran;

d. pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan
kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil
jangka pendek; dan

e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut
yang diperlukan.

(3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per

bidang/ subbidang/ tema;
b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan

penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut

yang diperlukan.
(4) Pemenuhan target/ sasaran hasil pelaksanaan kegiatan

DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling
sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung
target capaian keluaran yang diatur dalam petunjuk
teknis dan/atau petunjuk operasional tiap-tiap
bidang/ subbidang DAK Fisik.

Pasal 11 ...
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Pasal 11

Evaluasi DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilakukan
terhadap:

a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan
target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada tiap-
tiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik; dan

b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan evaluasi DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara berkala
dalam setiap tahun anggaran.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk:
a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian

keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan
setiap bidang/subbidang/tema DAK Fisik;

b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap
bidang/subbidang/tema DAK Fisik guna mencapai
target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil
jangka pendek yang ditetapkan;

c. memastikan pencapaian dampak dan manfaat
pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan
kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas
daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan
daerah jangka menengah; dan

d. memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar
dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara
dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga
pengelola setelah selesai terbangun.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
OPD yang menangani perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV ...
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BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK FISIK

OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 13

(1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik
di Daerah oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh
Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian
Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Kementerian Negara/Lembagamelakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan, capaian
keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak
dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik;

b. Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap realisasi kontrak, penyaluran,
penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik;

c. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian
keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak
dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang
menjadi prioritas nasional; dan

d. Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik
dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 dilakukan dengan
memperhatikan:

a.ketepatan...
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a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;

b. realisasi penyerapan dana;

c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/ sasaran
keluaran kegiatan yang direncanakan;

d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
dan

e. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, bencana non-
alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan
perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (71 dan/atau perubahan atas
perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (121.

(2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kementerian
Negara/Lembaga.

(3) Penyampaian usulan perubahan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling
lambat tanggal 30 September 2022.

(4) Penyampaian usulan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen termasuk
namun tidak terbatas pada:

a. surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan
bencana;

b. surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD
yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana
di Daerah;

c. surat . ..
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c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
menyatakan keadaan bencana dan pernyataan
kesanggupan penyelesaian kegiatan yang
ditandatangani Kepala Daerah;

d. detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan
beserta justifikasi teknis perubahan; dan

e. rancangan teknis kegiatan.

(5) Kementerian Negara/ Lembaga berkoordinasi dengan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk
melakukan verifikasi atas usulan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Kementerian Negara/ Lembaga memberikan persetujuan
atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi
dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima
dengan lengkap.

(7) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas
usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk
melakukan verifikasi.

(8) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas usulan
perubahan atas rencana kegiatan melibatkan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil
verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan diterima.

(9) Dalam . . .
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(9) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam,
dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK
Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang menjadi pating
tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah
perubahan.

(10) Dalam hal tanggal 30 September 2022 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja
berikutnya.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik
dalam APBN dapat dilakukan:
a. penyesuaian atas rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat(71 dan/atau perubahan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat(12);dan

b. perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk
mendanai kegiatan penunjang menjadi paling tinggi
5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah
perubahan.

(2) Penyesuaian atas rencana kegiatan dan/atau perubahan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian
Dalam Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Presiden
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap

penempatannya
Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan
dalam kmbaran Negara Republik

Pilstapkan di Jakarta
pada tangqal ll Januai2O22

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal LL Jarutari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. I.,AOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBUK INDONESIA

Perundang-undangan dan

ttd

ttd.

Hukum,
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LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

1.

1.1.

PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK

iilft;T\ifdiTrffrl frl|7J[\\ j

Subbidang PAUD; Subbidang Subbtdang SMP; Subbidang,
; Subbtdang SMA; Subbtdang SMK; Subbtdang SLB

1.1.1. Arah Kebffakan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan
nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan
pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".
Lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa : '(1) Standar sarana
dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus
tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan, (2)
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang
dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan
pembelajaran, (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan".

Salah satu upaya peningkatan akses dan penjaminan mutu layanan pendidikan
dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan
pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. DAK
Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk pemenuhan
dan penuntasan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang masih belum
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan pemenuhan
dan penuntasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan
pendidikan dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan dalam
penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

1.1.2. TuJuan...
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t.1.2.
1. TuJuan

DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:
a. Meningkatkan ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan

pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Betajar 12 (dua belas) tahun
yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada
kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;

b. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui penuntasan
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan
layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan; dan

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung
pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang
berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung
pembangunan kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas
nasional.

2. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan formal dan
nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang
berbentuk:

l' Taman Kanak Kanak (TK);

2. Sekolah Dasar (SD);

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP);

4. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

5. Sekolah Menengah Atas (SMA);

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

7. Sekolah Luar Biasa (SLB).

1.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
1.1.3.1. Deskripst Menu Keglatan

DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas :

1. DAK Fisik Subbidang PAUD;

2. DAK Fisik Subbidang SD;

3. DAK Fisik Subbidang SMP;

4. DAK Fisik . . .
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4. DAK Fisik Subbidang SKB;

5. DAK Fisik Subbidang SMA;

6. DAK Fisik Subbidang SMK; dan
7. DAK Fisik Subbidang SLB.

Menu kegiatan dan rincian kegiatan untuk setiap subbidang adalah sebagai
berikut:

1. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang pAUD adalah
Revitalisasi PAUD dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang pAUD

dengan tingkat kerusakan minimal sedang, meliputi:
1) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;

2l Rehabilitasi toilet fiamban) beserta sanitasinya; dan

3) Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang pAUD
meliputi:

1) Pembangunan area bermain beserta alat permainan edukatif luar
ruang;

2l Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;

3) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah;

4l Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan
5) Pembangunan Ruang usaha kesehatan sekolah.

c. Pengadaan Sarana pembelajaran PAUD meliputi Pengadaan alat
permainan edukatif.

2. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah
Revitalisasi SD dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD

meliputi:

1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

2l Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

3) Rehabilitasi toilet (iamban) dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta sanitasinya;

4) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
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5) Rehabilitasi ruang gurr. dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

6) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

7l Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam dengan
tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

8) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan

9) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD
meliputi:

1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
2l Pembangunan toilet fiamban) beserta sanitasinya;
3) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
4l Pembangunan nrang perpustakaan beserta perabotnya;
5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;

6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta
perabotnya;

7l Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
dan

8) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
c. Pengadaan sarana pembelajaran SD meliputi:

1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
2) Pengadaan media pendidikan.

3. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang pendidikan Subbidang SMp adalah
Revitalisasi SMP dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMp

meliputi:

1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

2l Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

3) Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam dengan
tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

SK No 131219A

4) Rehabilitasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

4l Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

6) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

7l Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal
sedang;

8) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

9) Rehabilitasi toilet fiamban) dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta sanitasinya;

l0) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan

11) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMp
meliputi:

1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;

2l Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

3) Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam beserta
perabotnya;

4l Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta

perabotnya;

6) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
7) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;

8) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
dan

9) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.

c. Pengadaan Sarana pembelajaran SMP meliputi:
1) Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam fisika;
2l Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam biologi;
3) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
4l Pengadaan media pendidikan.

4. Menu...
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4. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB adalah
Revitalisasi SKB dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB

meliputi:

1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

2l Rehabilitasi ruang taman bacaan masyarakat dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

3) Rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

4l Rehabilitasi kantor administrasi dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

5) Rehabilitasi toilet fiamban) dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta sanitasinya;

6) Rehabilitasi ruang kelas PKBM dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

7l Rehabilitasi ruang praktik PKBM dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya; dan

8) Rehabilitasi toilet famban) PKBM dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta sanitasinya.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB
meliputi:

1) Pembangunan ru€rng praktik baru beserta perabotnya;

2l Pembangunan toilet (iamban) beserta sanitasinya; dan

3) Pembangunan taman bacaan masyarakat beserta perabotnya.

c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB meliputi:
1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi SKB;

2l Pengadaan media pendidikan;

3) Pengadaan peralatan keterampilan SKB;

4l Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi PKBM;
dan

5) Pengadaan peralatan keterampilan PKBM.

5. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA adalah
Revitalisasi SMA dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA

meliputi:

1) Rehabilitasi . ..
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1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

2) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

3) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

4l Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

5) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

6) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

7l Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

8) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

9) Rehabilitasi toilet (iamban) dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta sanitasinya;

10) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

11) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

12) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

13) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal
sedang;

14) Rehabilitasi rumalr dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

15) Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

l6) Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya; dan

17) Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA
meliputi:
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1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;

2l Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;

3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;

4l Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;

5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta
perabotnya;

6) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

7l Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;

B) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;

9) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;

10) Pembangunan toilet fiamban) beserta sanitasinya;

11) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya;

12) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;

13) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;

14) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;

15) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;

16) Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya; dan
17) Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya.

c. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi:
i) Pengadaan peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam;

2l Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan

3) Pengadaan media pendidikan.

6. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK adalah
Revitalisasi SMK dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK

meliputi:

1) Rehabilitasi ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

2l Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

3) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;
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4l Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

5) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

6) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

7l Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

8) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

9) Rehabilitasi ruang laboratorium multimedia dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

10) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

11) Rehabilitasi toilet fiamban) dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta sanitasinya;

12) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/ pimpinan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

13) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

14) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal
sedang;

15) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

16) Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang
Beserta perabotnya; dan

17) Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK
meliputi:

1) Pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;

2l Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;

3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;

4l Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;

5) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
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6) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;

7l Pembangu.nan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

8) Pembangunan toilet (iamban) beserta sanitasinya;

9) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta
perabotnya;

10) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;

l1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;

12) Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya; dan
13) Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya.

c. Pengadaan sarana pembelajaran SMK, meliputi:
1) Pengadaan peralatan praktik utama;

2l Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
3) Pengadaan media pendidikan.

7. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB adalah
Revitalisasi SLB dengan rincian sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB

meliputi:

I ) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

2l Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

3) Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

4l Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

5) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

6) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya;

7\ Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya;

8) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal
sedang;
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9) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat
kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

10) Rehabilitasi ruang konseling/assesmen dengan tingkat kerusakan
minimal sedang beserta perabotnya;

I l) Rehabilitasi toilet fiamban) dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta sanitasinya;

12) Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal
sedang; dan

l3) Rehabilitasi kantin beserta perabotnya.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB
meliputi:

1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;

2l Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

3) Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya;

4l Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya;

5) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;

6) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;

7l Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;

8) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;

9) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;

10) Pembangunan selasar penghubung; dan
l1) Pembangunan kantin beserta perabotnya.

c. Pengadaan sarana pembelajaran SLB meliputi:
1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan

2l Pengadaan media pendidikan.

.1.3.2. Krlterla Lokast Prioritas1

1 Daerah yang memiliki satuan pendidikan dengan kondisi prasarana
pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan
pembangunan prasarana pendidikan, atau membutuhkan peralatan
pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas;

2. Daerah . ..
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2. Daerah afirmasi yang terdapat pada 181 (seratus delapan puluh satu)
kabupaten/kota;

3. Daerah dengan kinerja pendidikan rendah atau angka partisipasi kasar di
bawah angka rata-rata nasional; dan

4. Daerah yang memiliki SMK yang membuka kompetensi keahlian yang
mendukung pengembangan sektor prioritas nasional.

1.1.3.3. Krlterla Penllalan Satuan Pendtdtkan
1. Masih beroperasi;

2. Memiliki peserta didik paling sedikit:

a. 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi;
b. 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA

dan SMK pada daerah afirmasi;

c. 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM.

3. Memiliki nomor pokok sekolah Nasional;

4. Mengisi dan melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan pada laman
http : / /dapo.kemdikbud. go.id dalam 2 (dua) tahun terakhir;

5. Menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional
pendidikan;

6. Memiliki akreditasi paling rendah B untuk TK yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan memiliki akreditasi A untuk PKBM;

7. Tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang
bersumber dari APBN dan/atau APBD pada tahun anggaran yang sama;

8. Diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (KRISNA) DAK Fisik;

9. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa;

10. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
a. Atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;

b. Atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau

c. Khusus untuk Provinsi Papua/ Papua Barat hak atas tanah dapat
berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak
atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.

11. Belum ...
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1 1. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang memenuhi standar sarana
dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
dan

12. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah
dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan
bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat (PUPR)
atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan.

.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

.1.4.1. Ketcntuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan
harus sesuai rincian kegiatan dalam rencana kegiatan yang telah disetqiui
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

2. Kegiatan Revitalisasi Prasarana Satuan Pendidikan, dapat disertai dengan
perbaikan atau pengadaan perabotnya/ sanitasinya agar setelah selesai
dapat langsung dimanfaatkan ;

3. Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana
lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang
disabilitas; dan

4. Pelaksanaan setiap menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah dan petunjuk operasional DAK Fisik Bidang
Pendidikan.

L.L.4.2. Ketentuan Teknls
Ketentuan teknis dalam bagian ini adalah mengatur ketentuan pada setiap
rincian menu kegiatan pada setiap subbidang adalah sebagai berikut:
1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD ditujukan untuk satuan

pendidikan TK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan
prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan

ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah
satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang;

1

1
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b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan

pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan
dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan
dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;

c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan
penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) belum memiliki alat permainan edukatif yang mencukupi; dan
2l memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

2. DAK Fisik Subbidang SD ditujukan untuk satuan pendidikan SD penerima
salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana
pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan

ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah
satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang;

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan
dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan
dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;

c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan
penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang

mencukupi;

2l Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan/atau
3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

3. DAK Fisik Bidang Pendidikan Jenis Reguler Subbidang SMp ditqjukan
untllk satuan pendidikan SMP penerima salah satu atau lebih bantuan
peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan
ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah
satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang;

b. Pembangunan ...
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b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan
dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan
dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;

c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukkan bagi satuan pendidikan
penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
2l Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan

3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

4. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB ditujukan untuk satuan
pendidikan SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima
salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana
pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan

ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah
satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang;

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan
dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan
dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;

c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB diperuntukan bagi satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana
pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang

mencukupi bagi SKB;

2l Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi;
3) Belum memiliki peralatan keterampilan yang mencukupi; dan
4l Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

d. Pengadaan sarana pembelajaran PKBM diperuntukan bagi satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana
pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang

mencukupi bagi PKBM; dan

2) Memiliki .. .
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2l Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

5. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan
pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan
prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikutt:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan

ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
' rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarErna penunjang adalah

satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang;

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan
dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan
dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;

c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan
penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) belum memiliki peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam, atau

yang ada belum mencukupi;
2l belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi,

atau yang ada belum mencukupi;
3) belum memiliki media Pendidikan, atau yang ada belum

mencukupi; dan/ atau
4l memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

6. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK ditujukan untuk satuan
pendidikan SMK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan
prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Satuan pendidikan yang mendukung pembangunan/pengembangan

kawasan prioritas, pelaksanaan Major Project, dan pengembangan sektor
prioritas nasional;

b. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan
ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah
satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang;

c. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan yang
siap bangun dengan luas minimal sesuai standar luas bangunan
bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
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d. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan

penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Belum memiliki peralatan praktik utama sama sekali atau sudah
memiliki peralatan praktik utama namun belum mencukupi;

2l Sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun
tahun sebelumnya atau yang dibangun melalui DAK Fisik tahun
berkenaan;

3) Memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai
kebutuhan listrik peralatan praktik utama;

4l Pengadaan peralatan praktik utama kejuruan harus sesuai dengan
kebutuhan kompetensi keahlian yang dibuka/dimiliki pada
sekolah yang bersangkutan;

5) Belum memiliki peralatan TIK atau peralatan TIK yang ada belum
mencukupi;

6) Belum memiliki media Pendidikan atau media Pendidikan yang ada
belum mencukupi; dan

7l Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

7. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB ditujukan untuk satuan
pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan
prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan

ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis
rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah
satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat
kerusakan minimal sedang.

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan
pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana
pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan
dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan
dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun.

c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan
penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Belum memiliki peralatan pendidikan yang mencukupi;
2l Belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan
3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

1.1.4.3. Tugas
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1.1.4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan
pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai berikut:
1. Mengusulkan calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
2. Menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan Kepala Daerah

berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui pemerintah pusat;
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan

dalam APBD;

4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau
pembangunan prasarana belajar;

5. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan rehabilitasi prasarana
belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesuai
menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan
kegiatan;

6. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

7. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang
Pendidikan;

8. Melakukan pengelolaan barang milik daerah terhadap hasil pelaksanaan
DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik;
10. Melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan melalui aplikasi

pelaporan daring Kemdikbudristek;
11. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik

Pendidikan tahun anggaran berkenaan;
12. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program

DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan kewenangan; dan
13. Melaksanakan kegiatan dan tugas lainnya untuk keberhasilan program DAK

Fisik Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.5. PenilalanKinerJaPelaksanaanKegiatan
l. Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang pendidikan

menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang [erdiri atas:
a. Capaian Hasil Jangka Pendek (Immediate Outcomel

Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek akan diatur lebih
lanjut melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.

b. Kinerja Output, terdiri atas:

l) Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik
Bidang Pendidikan;

2l Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan dengan
ketentuan Peraturan Presiden ini;

3) Pencapaian kuantitas target capaian keluaran yang terdiri atas:
(a) Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
(b) Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

2. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan tahun
berkenaan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian
DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.

3. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik
Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Aspek KinerJa Indlkator KlnerJa
1. Akuntabilitas penanggung jawab

dan kegiatan
Ketepatan pelaksanaan
penyampaian dokumen pencairan
anggaran sesuai dengan ketentuan

a

b. Ketepatan penggunaan dana

Ketepatan laporan realisasi fisik dan
keuangan dapat
dipertanggungl'awabkan

c

2. Kesesuaian hasil pelaksanaan
dengan petunjuk
teknis/ petunjuk operasional

a. Kesesuaian dokumen
perencanaan dengan
teknis/ operasional

kontrak
petunjuk

b. Kesesuaian hasil pekerjaan sesuai
dengan kontrak

3. Pencapaian
keluaran

target capaian a. Pencapaian target capaian keluaran
rehabilitasi dan pembangunan
prasarana belajar sesuai dengan
rencana kegiatan

b. Pencapaian ...
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1.2, Subbtdang Perpustakaan Daerah

1.2.L. Arah KebtJakan

l. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah sesuai standar
nasional perpustakaan dalam rangka membangun budaya literasi untuk
mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan
berkarakter;

2. Mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2O2O-2O24
dan nawacita khususnya agenda pembangunan revolusi mental dan
pemajuan kebudayaan dan pada program prioritas meningkatkan budaya
literasi, inovasi, dan kreativitas;

3. Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Marrusia (lPM) Indonesia dan
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran
membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif; dan

4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya
intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan,
transformasi pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui
perpustakaan.

1.2.2. Tqiuan...

b. Pencapaian target capaian keluaran
pengadaan sarana belajar sesuai
dengan rencana kegiatan

4. Dampak dan manfaat a. Menurunnya
prasarana di
yang rusak

persentase jumlah
satuan pendidikan

b. Meningkatnya persentase
pemenuhan dan ketuntasan sarana
dan prasarana belajar di satuan
pendidikan

5. Kepatuhan
pelaporan

dan ketertiban a. Kepatuhan dan ketertiban
provinsi/kabupaten/kota dalam
penyampaian laporan sesuai jadwal
yang ditetapkan

b. Kesesuaian
provinsi/ kabupaten / kota
rencana kegiatan

laporan
dengan
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1.2.2. TuJuan dan Sasaran

1.

2.

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah ditujukan
untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung j awab, peran pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam:

a. Pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai
dengan standar nasional perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota;

b. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat; dan

c. Sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan
perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah mempunyai
sasaran

dan
digital

e

a. l'erlaksananya pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum provinsi dan kabupaten/ kota;

b. Terlaksananya perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum
provinsi dan kabupaten/ kota;

c. Terlaksananya renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum
provinsi dan kabupaten/kota;

d. Terlaksananya pengadaan perabot fasilitas layanan perpustakaan
umum provinsi dan kabupaten/ kota;

Terlaksananya pengadaan perangkat teknologi informasi
komunikasi untuk menunjang layanan perpustakaan
di perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan

f. Terlaksananya pengembangan bahan perpustakaan tercetak dan/atau
digital di perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.

L.2.5. Ruang Ltngkup Kegiatan
1.2.3.1. Deskripsl Menu Kegiatan dan Rlnclan Keglatan
1. Menu kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan perpustakaan

Umum, dengan rincian kegiatan:

a. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi;
dan

b. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum
kabupaten/kota.

2. Menu...
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2. Menu kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum,
dengan rincian kegiatan:

a. Perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan
kabupaten/kota; dan

b. Renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan
kabupaten/kota.

3. Menu kegiatan Pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan Umum,
dengan rincian kegiatan:

a. Pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan
kabupaten/kota; dan

b. Pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan
kabupaten/kota.

4. Menu kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan.

1.2.4. Tata Cara Pelaksanaaa Kegiatan
1.2.4.1. KetentuanUmun
I . Provinsi atau kabupaten/ kota memiliki perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dalam
bentuk dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

2. Diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum
provinsi atau kabupaten/kota.

1.2.4.2. Kctentuan Teknis
1. Menu kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan perpustakaan

Umum:

a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang perpustakaan Daerah
Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2O2O, dan Tahun Anggaran
2021untuk:
1) Menu kegiatan pembangunan gedung fasilitas layanan

perpustakaan umum;
2l Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan

umum rincian kegiatan perluasan gedung fasilitas layanan
perpustakaan umum; dan

3) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum rincian kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan
perpustakaan umum.

b. Surat . . .
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b. Surat Pernyataan Kepala Daerah belum memiliki gedung layanan
perpustakaan umum dan/atau Surat Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaaan umum
dan penataan ruang atau urusan perumahan ralryat dan kawasan
permukiman yang menyatakan gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum, dalam kondisi tidak layak;

c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah;
d. Dokumen Detail Engineering Design IDEDI;
e. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk

perpustakaan;

f. Kerangka Acuan Kegiatan/Term of Referene;
g. Rincian Anggaran Biaya;

h. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan
dana pemeliharaan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum yang
bersumber dari APBD;

i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan
DAK;

j. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
k. Data jumlah anggota perpustakaan;

l. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan
meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan
sekolah/ madrasah;

m. Data jumlah tenaga perpustakaan dan Pustakawan; dan
n. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

2. Menu kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan perpustakaan Umum
rincian kegiatan Perluasan Gedung Fasilitas Layanan perpustakaan Umum.
a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang perpustakaan Daerah

Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2O2O, dan Tahun Anggaran
2021untuk:
l) Menu kegiatan pembangunan gedung

perpustakaan umum;
fasilitas layanan

2) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum rincian kegiatan perluasan gedung fasilitas layanan
perpustakaan umum; dan

3) Menu...
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3) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum rincian kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan
perpustakaan umum;

b. Surat Pernyataan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan
dalam urusan pekerjaaan umum dan penataan ruang atau perumahan
rakyat dan kawasan permukiman yang menyatakan gedung fasilitas
layanan perpustakaan umum dalam kondisi tidak layak;

c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah;

d. Dokumen Detail Engineeing Design (DEDI;

e. Surat Pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan tentang kesanggupan
melaksanakan kegiatan DAK;

f. Kerangka Acuan KegiatanlTerm of Referene;

g. Rincian Anggaran Biaya;

h. Surat Pemyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan
dana pemeliharaan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum yang
bersumber dari APBD;

i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan
DAK;

j. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
k. Data jumlah anggota perpustakaan;

1. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan
meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan
sekolah / madrasah;

m. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
n. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

3. Menu kegiatan Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum
rincian kegiatan Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum.
a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah

Tahun Anggaran 2Ol9 dan Tahun Anggaran 2020 untuk:
l) Menu kegiatan pembangunan gedung fasilitas layanan

perpustakaan umum;

2l Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum rincian kegiatan perluasan gedung fasilitas layanan
perpustakaan umum; dan

3) Menu...

SK No 131239A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25_

3) Menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan
umum rincian kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan
perpustakaan umum.

b. Surat Pernyataan Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan
dalam urusan pekerjaaan umum dan penataan ruang atau perumahan
rakyat dan kawasan permukiman yang menyatakan gedung layanan
perpustakaan dalam kondisi tidak layak;

c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah;

d. Dokumen Detail Engineering Design (DED);

e. Surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan tentang kesanggupan
rnelaksanakan kegiatan DAK;

f. Kerangka Acuan KegiatanlTerm of Reference;

g. Rincian Anggaran Biaya;

h. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan
dana pemeliharaan gedung fasilitas layanan perpustakaan yang
bersumber dari APBD;

i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan
DAK;

j. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
k. Data jumlah anggota perpustakaan;

l. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan
meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan
sekolah/ madrasah;

m. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
n. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

4. Menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan perpustakaan
Umum rincian kegiatan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum.
a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah

Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggarat 2O2O, dan Tahun Anggaran
2021 untuk menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan
Perpustakaan Umum rincian kegiatan pengadaan perabot layanan
perpustakaan umum;

b. Kerangka Acuan Kegiatan/Term of Reference;

c. Rincian Anggaran Biaya;

d.Surat...
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d. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan
dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan umum yang
bersumber dari APBD;

e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan
DAK;

f. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
g. Data jumlah anggota perpustakaan;

h. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan
meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan
sekolah/ madrasah;

i. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
j. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

5. Menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan
Umum rincian kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum.
a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah

Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2O2O, dan Tahun Anggaran
2021 untuk menu kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan
Perpustakaan Umum rincian kegiatan Pengadaan TIK Layanan
Perpustakaan Umum;

b. Kerangka Acuan KegiatanlTerm of Referene;

c. Rincian Anggaran Biaya;

d. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan
dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan umum yang
bersumber dari APBD;

e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan
DAK;

f. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
g. Data jumlah anggota perpustakaan;

h. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan
meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan
sekolah/ madrasah;

i. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
j. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

6. Menu . . .
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6. Menu kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan

a. Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah
Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2O2O, dan Tahun Anggaran
2021 untuk menu pengembangan bahan perpustakaan;

b. Kerangka Acuan KegiatanlTerm of Reference;

c. Rincian Anggaran Biaya;

d. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan
dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan umum yang
bersumber dari APBD;

e. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan
DAK;

f. Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
g. Data jumlah anggota perpustakaan;

h. Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan
meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan
sekolah/ madrasah;

i. Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
j. Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

1.2.5. PeallalanKiaerJaPelaksanaanKeglatan
1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian rencana kegiatan dengan

pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang
Perpustakaan Daerah, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan,
pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan marrlaat
pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

2. Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan
Daerah adalah:
a. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan

kabupaten/ kota yang terbangun;
b. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan

kabupaten/ kota yang direhabilitasi, meliputi perluasan dan renovasi;
c. jumlah unit perabot dan TIK yang diadakan pada perpustakaan umum

provinsi dan kabupaten/kota;
d. jumlah bahan perpustakaan yang diadakan untuk perpustakaan umum

provinsi dan kabupaten/ kota; dan

e.realisasi...
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realisasi anggaran yang optimal pada serapan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

L.2.6. Mekanlsme Pengadaan Barang dan
Ketentuan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa akan diatur

lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpusnas RI mengenai petunjuk
operasional.

1.2.7. Capalan Hasll .Iangka Pendek
Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek akan diatur lebih lanjut

melalui peraturan Kepala Perpusnas RI mengenai petunjuk operasional.

e

2.

2.1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematlan lbu dan Bayl;
tan Percepatan Penurunan Stuntlng;

Subbtdang Pengendalian Penyaklt; Subbtdang Penguatan Slstem
. Kesehatan; SubbidangKefarmaslan.

2.1.L. Arah Kebiiakan
Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2022 sebagai

berikut:

1. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam
penguatan ketahanan kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan
pemenuhan supply side pelayanan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon
pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, melahirkan, dan nifas
melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di
Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya; dan

3. Mempercepat penurunan prevalensi balita santing melalui optimalisasi
intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta
penguatan surveilans gizi, edukasi, dan pengaSuhan.

2.t.2.
1. TUJuan U

TuJuan dan Sasaran

Mendukung daerah dalam penyediaan anggaran pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan di daerah untuk mencapai target prioritas
nasional bidang kesehatan.
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2. Tqluan Khusus

a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas pada
kabupaten/ kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022;

b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit pada
kabupaten/kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022;

c. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan
untuk pelayanan standar dan kegawatdaruratan penurunan Angka
Kematian lbu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

d. Menyiapkan ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan
Puskesmas di kecamatan yang belum memiliki puskesmas;

e. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan
di Puskesmas sesuai standar;

f. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan
di Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota dan provinsi sesuai standar;

g. Meningkatkan sarana dan alat kesehatan untuk pengembangan
kapasitas layanan unggulan di Rumah Sakit Daerah;

h. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan
di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2;

i. Meningkatkan ketersediaan sarana, pransarana dan alat kesehatan Unit
Transfusi Darah;

j. Meningkatkan ketersediaan makanan tambahan dan alat kesehatan
untuk mempercepat penurunan prevalensi balita shnting
di Kabupaten/kota;

k. Meningkatkan ketersediaan obat esensial dan BMHP yang bermutu
di Puskesmas;

1. Meningkatkan ketersediaan bahan habis pakai (BHP) dan peralatan
untuk pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3.

Sasaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 meliputi:
a. Dinas kesehatan provinsi, dan kabupaten/kota;
b. Puskesmas;

c. Rumah sakit daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
d. Laboratorium kesehatan daerah provinsi, dan kabupaten/kota.
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2.1.5. Ruang Lingkup Keglatan
2.1.9.1. Deskrlpsi Menu Kegiatan
1. Subbidang Perguatan Penurunan Angka Kematlan Ibu dan Bayl

a. Sarana Puskesmas Mampu PONED, dengan rincian kegiatan
Renovasi/ Penambahan ruang Puskesmas.

b. AIat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED, dengan rincian kegiatan:
1) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak;
2l Set obsgyn; dan
3) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

c. Sarana Rumah Sakit Mampu PONEK, dengan rincian kegiatan:
1) Neonatal ICU (NICU); dan
2) PediatriclCU (PICU).

d. Alat Kesehatan Rumah Sakit Mampu PONEK, dengan rincian kegiatan:
1) Neonatal ICU (NICU); dan
2l Pediaticlcu (PICU).

e. Penguatan PSC '119, dengan rincian kegiatan alat Sistem Informasi (SI)
PSC 119.

f. Telekonsultasi, dengan rincian kegiatan:
1) USG 2D Digital;
2) Cardiotocography (CTG); dan
3) Sistem Informasi.

g. Unit Transfusi Darah (UTD), dengan rincian kegiatan:
1) Renovasi UTD;

2) Mobil UTD; dan
3) Alat UTD.

2. Subbldang Pe Percepatan Penurunan Sf;.tntlng
a. Penyediaan Makanan Tambahan (pabrikan), dengan rincian kegiatan:

1) Penyediaan Makanan Tambahan bumil KEK; dan
2) Penyediaan Makanan Tambahan balita kurus.

b. Penguatan Promosi, Surveilans, dan Tata Laksana Gizi Kriteria Lpkasi
Prioritas, dengan rincian kegiatan:
f ) Penyediaan alat antropometri;
2l Sanitarian kit; dan
3) Kesling kit.

SK No 131245 A

3. Subbtdang



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-31 -

3.

a. Bahan Habis Pakai (BHP), dengan rincian kegiatan:
1) R0 dan BHP skrining HIV dengan Reagen Sifilis;
2l CartridgeTCM;
3) BMHP gula darah;
4) Larvasida malaria; dan
5) Kelambu malaria.

b. Peralatan, dengan rincian kegiatan:
1) Spragcan; dan
2) Posbindu kit/Lansia kit.

4. Subbtdang Penguatan Sistem Kesehatan
a. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas, dengan rincian kegiatan:

1) Pembangunan Puskesmas baru (kecamatan tanpa puskesmas); dan
2l Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas.

b. Prasarana Puskesmas, dengan rincian kegiatan:
1) Ambulans;
2) Pusling roda dua;
3) Instalasi pengolah limbah;
4l Prasarana listrik; dan
5) Prasarana air bersih.

c. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas, dengan rincian kegiatan:

1) Set pemeriksaan umum;
2l Set Dokter Layanan Primer (DLP);

3) Set gawat darurat termasuk EKG;

+l Set pemeriksaan kesehatan ibu dan Anak termasuk IVA test;

5) Set obsggn;

6) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal;

7l Set perawatan pasca persalinan;

8) Set rawat inap; dan

9) Set laboratorium.

d. Pembangunan dan Rehabilitasi RS, dengan rincian kegiatan:
I ) Intensiue Cardiac Care Unit (ICCU);

2l Intensiue Care Unit gCUl;

3l High. . .
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3) High Care Unit (HCU);

4l Instalasi rawat jalan;

5) Rawat inap termasuk ruang isolasi;

6) Ruang operasi;

7l Instalasi gawat darurat;

8) Neonatal ICU (NICU);

9) Pediatic ICU (PICU);

I O) Instatasi radiologi;

1 1) Instalasi CSSD; dan

12) la.boratorium.

e. Penyediaan Prasarana RS, dengan rincian kegiatan:

1) Prasarana air bersih;

2l Instalasi pengolahan limbah;

3) Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS; dan

4l Prasarana listrik.
f. Penyediaan AIat Kesehatan RS, dengan rincian kegiatan:

1) Intensiue Cardiac Care Unit (ICCU) ;

2) Intensiue Care Unit (lCUl;

3) High Care Unit (HCU);

4l Instalasi rawat jalan;

5) Rawat inap termasuk ruang isolasi;

6) Ruarrg operasi;

7l Instalasi gawat darurat;

8) Neonatal ICU (NICU);

9) Pediatric ICU (PICU);

1O) Instalasi radiologi;

11) Instalasi CSSD; dan

12) Laboratorium.

g. Penguatan Layanan Unggulan RS, dengan rincian kegiatan:

1) Pembangunan Layanan kanker;

2l Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kanker;
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3) PembangunanLayanankardiovascular;

4l Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kardiovascular;

5) Pembangunan Layanan Paru;

6) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Paru;

7l Pembangunan Layanan stroke;

8) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Stroke; dan

9) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan DM dan Hipertensi.
h. Pembangunan RS Pratama, dengan rincian kegiatan:

1) Pembangunan baru;

2l Penyediaan alat kesehatan; dan

3) Prasarana.

i. Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
menuju standar BSL-2, dengan rincian kegiatan:

1) Renovasi Gedung Labkesda;

2l Penyediaan alat Labkesda; dan

3) Prasarana.

5. Subbldang Kefarmasian
a Menu kegiatan Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),

dengan rincian kegiatan:
1) Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer;
2l Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer;
3) Penyediaan Obat Program Kesehatan Ibu;
4) Penyediaan Obat Program Kesehatan Anak; dan
5) Penyediaan Obat Program Gizi.

2.1.4. Krlterla Lokast Prloritas
1. Subbtdang Penguatar Pen Angka Kematlan Ibu dan Bayl

Untuk rincian menu sarana dan alat kesehatan puskesmas Mampu
PONED diprioritaskan untuk Puskesmas Mampu PONED berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No.HK No
O2.O3llIl lglLl20ls tentang Pedoman Penyelenggaraan puskesmas
Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (pONED) di 299
Kabupaten/kota.

a.

b.Untuk...
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b. Untuk rincian menu sarana dan alat kesehatan Rumah Sakit MAMPU
PONEK diprioritaskan pada 200 RS Mampu PONEK Kota gang
memenuhi kriteria sesuai Kepmenkes Nomor 1051 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) 24 Jarn di Rumah Sakit) di 177 kabupaten/kota.

c. Untuk menu PSC 119 hanya di 264 Kabupaten/kota yang belum
memiliki prasarana PSC sesuai standar.

d. Untuk menu Telekonsultasi di 4.180 Puskesmas, dengan kriteria:
1) Merupakan roadmap kebutuhan pengembangan Telemedicine yarlg

telah disusun provinsi;

2l Sudah memiliki jaringan internet mandiri;
3) Memiliki tenaga dokter dan pengelola IT;

4) Diarahkan mendukung program nasional, yakni penurunan
AKI/AKB atau stunting; dan

5) Diprioritaskan daerah remote area dan/ atau 3T (Tertinggal,
Terdepan dan Terluar).

e. Menu UTD hanya untuk 16 RS di 16 Kabupaten/kota yang belum
memiliki UTD/dalam rangka peningkatan fungsi UTD dan memiliki
komitmen untuk penyediaan SDM dan biaya operasional UTD setelah
UTD terbangun.

Penguatan Percepatan Penurunatr Stunttng
a. Untuk menu Pemberian Makanan Tambahan didistribusikan oleh 34

Provinsi ke Puskesmas di 514 Kabupaten/kota prioritas stunting;

b. Untuk menu alat antropometri hanya di 9.636 Puskesmas yang belum
memenuhi standar ketersediaan (menyesuikan jumlah kegiatan
Posyandu di wilayah kerja Puskesm asl di 472 Kabupaten/kota;

c. Untuk menu sanitarian kit hanya di 6109 Puskesmas yang belum
memiliki di 3O8 Kabupaten/kota Prioritas stunting; darl

d. Untuk menu kesling kit hanya di 149 Dinas kesehatan Kabupaten/kota
yang belum memiliki di Kabupaten/kota Prioritas stunting.

3. Subbtdang Pengendalian Penyaklt
a. R0 HIV dan reagen Sifilis untuk ibu hamil diprioritaskan untuk 269

Kabupaten/kota pada tahun 2020 sudah melakukan skrining HIV dan
sifilis minimal pada 4Oo/o ibu hamil;

b. Cartridge TCM diprioritaskan untuk 442 Kabupaten/kota yang fasilitas
pelayanan kesehatannya memiliki alat TCM;

2,

c.Alat...
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c. Alat spraAcan, BHP larvasida, dan kelambu Malaria diprioritaskan untuk
196 kabupaten/kota yang mempurryai daerah reseptif malaria atau
terdapat tempat perindukan potensial dan 53 kabupaten/kota dengan
populasi khusus;

d. Posbindu/Lansia Kit diprioritaskan untuk 117 kabupaten/kota dan
BMHP gula darah di 508 Kabupaten/kota yang telah memiliki
desa/kelurahan yang telah mampu melakukan kegiatan deteksi dini
pada posbindu/lansia dan memiliki tenaga kader terlat-ih posbindu.

4. Subbtdang Penguatan Slstem Kesehatan
a. Untuk rincian menu Pembangunan Puskesmas Banr hanya di 72

kecamatan tanpa puskesmas;

li"tl3""*",an yang belum memiliki puskesmas berdasarkan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tah'run 2Ol7
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;

2l Sinkronisasi data dasar puskesmas, pusdatin Desember 2O2O dar.
laporan dinkes provinsi, kabupaten/kota; seluruh kabupaten yang
mewakili 171 kecamatan tanpa puskesmas;

3) Memperhatikankepadatanpenduduk;

1l Memperhatikan faktor keamanan daerah; dan
5) Memperhatikan kesiapan dan kemampuan daerah.

b. Untuk rincian menu penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan
Puskesmas diprioritaskan untuk:
1) 40 Puskesmas di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/Dpp (RPJMN

2O2O-2O24 terkait Pengembangan Pariwisata);

21 514 Puskesmas percontohan (Kepmenkes 482 Tahun 2019 Tentang
Puskesmas Sebagai Percontohan) di S14 kabupaten/kotal

3) 54 Puskesmas di daerah tertinggal (Peraturan Presiden 63 Tahun
2O2OTentatg Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O241 di34
Kabupaten/kota, 66 Puskesmas Perbatasan, Kawasan Terpencil dan
Sangat Terpencil (Kepmenkes Nomor 4T2O Tahun 2O2l Tentang
Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester II Tahun
2020, RENDUK PBWN-KP Bidang Infrastr''rktur tahun 2O2O-2O241
di 3l kabupaten/kota;

41 22O Puskesmas Wahana DLP (Perrnenkes 35 Tahun 2019 Tentang
Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan) ;

5) I .847 Puskesmas yang memiliki range kelengkapan SpA 2Oo/o - 8Oo/o;
dan
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c

6) Puskesmas lain di luar prioritas di atas dengan syarat sudah
menriliki tenaga kesehatan dokter umum dan penilaian Kinerja
Puskesmas masuk kategori baik di tahurr 2O2O.

Untuk rincran menu penyediaan sarana, prasarana, dan alkes RS
diprioritaskan untuk:

1) 17 RSUD yang masuk dalam rencana pengembangan rujukan
nasional, 27 RSUD yang masuk dalam rencana pengembangan
rujukan provinsi dan 135 RSUD yang masuk dalarri rencina
pengembangan ru.lukan regional;

21 7 RS di daerah perbatasan;

3) 200 RS Mampu PONEK di 43 Kabupaten/kota (yang memenuhi
kriteria sesuai Kepmenkes Nomor 1051 Tahun 2obg Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumatr Sakit);

41 9 RS di 10 Destinasi Pariwisata prroritas/Dpp (RPJMN 2O2O-2O24
terkait Pengembangan Pariwisata) ;

5) lokus lain yang menjadi arahan presiden dalam Rapat Terbatas atau

Pi{Tg Kabinet yang disertai dengan risalah rapat terbatas/sidang
kabinet dan/atau arahan Menteri; serta

6) RS di daerah yang memiliki beban pelayanan tinggi; dan RS lain
di luar prioritas.

Khusus untuk menu layanan unggulan RS hanya di RS yang ditunjuk
dan siap sebagai jejaring layanan unggrilan (4 RS layanan kanker, 29-RS
layanan kardiovaskuler, 7 RS layanan paru, 5 RS layanan stroke, dan 7
RS layanan DM dan Hipertensi)

Untuk menu Labkesda hanya di 144 Labkesda di 144 kabupaten/kota
yang belum memiliki sertifikat standar BSL-2 dan sia,p untuk
distetndardisasi BSL-2 cli Tahun 2022.

Untuk merru RS Pratarnb. di 34 RS Pratama di 34 kabupaten,/kota, daerah
dengan kriteria:

1) Kebutuhan TT di kabupaten/kota (Rasio Jumlah penduduk dan
ketersediaan TT).

2l Wilayah DTPI{ sesuai Peraturan presiden 63 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24.

3) Waktu tempuh dari lokasi kebutuhan RS ke RSUD terdekat minimal
lebih atau sama dengan 3 jam.

d

e

f.
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5. Subbidang Pengendalian Kefarmasian
Diprioritaskan untuk daerah dengan pembiayaan obat < $2 per kapita
(dengan kurs per 7 April 2O2l - Rp29.O42,-)

Tata Cara Pelaksanaan Keglatan
Ketentuan Umum

1. Subbtdang Penguatan

a. Sarana hrskesmas Mampu PONED

Sarana Puskesmas Mampu PONED adalah untuk penguatan sarana
pelayanan ibu dan anak Puskesmas Mampu PONED atau Puskesmas
yang akan dijadikan Puskesmas Mampu PONED.

1) Renovasi/PenambahanruangPuskesmas

Renovasi/ Penambahan ruang pusl<esmas adalah untuk menambah
ruang baru yaitu ruang tindakan dan gawat darurat dan/atau ruang
persalinan dan/atau ruang pasca persalinan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan dapat sekaligus
memperbaiki sebagian bangunan yang telah rusak berat.
Penambahan ruang puskesmas dilaksanakan dalam rangka

. optimalisasi fungsi, clan pengembangan Puskesmas. Penambahan
ruang dilakukan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor
registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Usulan lenovasi/penambahan ruang puskesmas harus
dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan
provinsi terkait penjelasan dan analisis kebutuhan akan adanya
renovasi/penambahan ruang puskesmas;

b) Untuk renovasi bangu.nan agar menyampaikan bukti pernyataan
rusak atau rusak berat kondisi bangunan puskesmas dari dinas
pekerjaan umum;

c) Untuk penambahan ruang puskesmas secara fungsi baik
arsitektur,' - struktur maupun irtilitas berubah maka harus
dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

d) Tersedia lahan sesuai dengan persyaratan peraturan yang
berlaku terkait lahan;

e) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umum setempat;

2.1.5.

2.1.5.1.
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f) Ragi yang mempunyai DED pengembangan puskesmas dari
konsultan perencana T-1 yang telah rnengakomodir pedoman
pembangunan dan peningka.tan fungsi bangunan puskesmas
maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen
tersebut;

g) Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan
integrasi dengan bangunan existing dan sesuai dengan pedoman
pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan pukesmas
yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

h) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil perencanaan harus
sesuai dengan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi
bangunan puskesmas;

i) Melampirkan data sarana yang telah diupdate dan divalidasi
dalam aplikasi ASPAK sesuai dengan kondisi riil Puskesmas
yang diketahui oleh Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota;
dan

j) Untuk puskesmas yang akan dijadikan Puskesmas mampu
PONED harus menyertakan surat pemyataan Kepala Dinas
kesehatan Kabupatenlkota tentang penunjukkan Puskesmas
menjadi Puskesmas. mampu PONED.

b. Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED

Alat kesehatan puskesmas mampu PONED adalah penyediaan alat
kesehatan untuk.penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di
Puskesmas Mampu PONED atau Puskesmas yang akan dijadikan
Puskesmas Mampu PONED. Alat kesehatan Puskesmas Mampu PONED
meliputi:
1) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak;
2l Set obsggn;
3) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal; dan
4l Set perawatan pasca persalinan.
Persyaratan umum sebagai berikut:
1) Mengutarrlakan produk alat kesehatan dalam negeri;
2l Dilaksanakdn sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 4I Tahun

2Ol9 tentang Penghapusan dan penarikan Alat Kesehatan
Bermer*uri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

3) Penyediaan Alat Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 43
' Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4l Penyediaan Alat Kesehatan dilakukan oleh Dinas kesehatan

kabupaten/kota;
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5) Penyediaan alat kesehatan untuk puskesrrras yang tidak memiliki
alat, dan latanr mengganti alat yang sudah tidak dapat digunakan
sesuai dengan fungsinya;

6) Melampirkan data alat kesehatan yang telah diupdate dan divalidasi
dalam ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang diketahtti
Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota;

i) Memiliki surat/ dokumen irernyataan Kepala Dinas kesehatan
kabupaten/ kota tentang ketersediaan tenaga kesehatan yang
mampu mengoperasionalkan peralatan, dan kesanggupan
membiayai operasional, serta pemeliharaan bersumber dana APBD;

8) Untuk Puskesmas yang akan dijadikan puskesmas mampu PONED
harus menyertakan surat pernyataan Kepala Dinas kesehatan
kabupaten/ kota tentang pen'unjukkan Puskesmas menjadi
Puskesmas Mampu PONED; dan

9) Penyediaan alat kesehatan dilakukan dengan mengutamakan
peralatan kesehatan yang tercantum di dalam e-katalog dengan
persyaratan sesuai dengan spesifikasi ).ang dibutuhkan sesuai

' standar. Untuk alat kesehatan non e-katalog, disertakan paling
sedikit 3 produk pem'r,randing harga/ spesifikasi yarrg sudah memiliki
rzin edar.

c. Sarana Rumah Saklt Manpu PONEK

Penyediaan sarana RS mampu PONEK bertujuan untuk penguatan
pelayanan ibu dan anak Rumah Sakit PONEK sesuai standar di
Kabupaten/ Kota lokus penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022. Peryrediaan sarana RS mampu PONEK
meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi pada ruang Neonatal
ICU (NICU) d,an Pediatic ICU (PICU), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Memiliki izin operasional rurnah sakit yang masih berlaku sesuai
ketentuan Permenkm Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

2l Menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai ketentuan
PP Nomor 47 Tahun 2O2l Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan;

3) Perrrbang.rnarr, rehabilitasi, dan rgnovasi untuk memenuhi standar
pelayanan RS dan dilakukan pada lahan yang tersedia;

4l Mengisi data pada RS Online dengan lengkap dan telah dilakukan
. validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi;

5) Mengisi data pada ASPAI( dengan lengkap dan telah dilakukan
validasi oleh dinas kesehatan setempat;
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6) Menyiapkan master plan pengembangan rumah sakit yang masih
berlaku;

7l Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umum setempat;

8) Bagi yang mempunyai DED Pengembangan Rumah Sakit dari
konsultan pet'encana T-1 maka kebutuhan biaya menggunakan
dokumen tersebut; dan

9) Persyaratan teknis penguatan sarana PONEK di RS harus mengacu
pada peraturan yang berlaku.

d. AIat Kesehatan Rumah Sakit Mampu PONEK

Penyediaan alat kesehatan RS Mampu PONEK bertujuan untuk
penguatan pelayanan Ibu dan Anak Rumah Sakit PONEK sesuai standar
di Kabupaten/ Kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022. Alat Kesehatan RS Mampu
PONEK meliputi alat kesehatan di ruang NICU dan pICU, dengan
ketentuan sebagai berikut:
l) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

2) Mengusulkan Alat kesehatan untuk mendukung PONEK di RS pada
kabupaten/kota lokus penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan

. Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan masukan dari tenaga, kesehatan yang rnenggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis
pasien dan utilitas peralatan;

3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan
setempat;

4) Melakukan pemeliharaan, peng.rjiar, dan kalibrasi alat kesehatan
yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan
dokumen anggaran pemeliharaan bersumber APBD / BLLID,
sertifikat pengujian/ kalibrasi, dan/atau status kalibrasi pada
ASPAK;

5) Mengisi data terkini di aplikasi RS Online dengan lengkap; dan telah
dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;

6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten (tenaga
medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam mengoperasionalkan
alat; dan

7l Persyaratan teknis pemenuhan. alat. kesehatan yang mendukung
PONEK menga.cu pada Permenkes Nomor i05l Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyelenggaraan PONEK.
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c. Penguatan PSC 119

Penguatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC) ll9 adalah
untuk penguatan alat sistem informasi layanan PSC 119 yang meliputi
penyediaan alat pengolahan data, sistem informasi, dan alat komunikasi
PSC 119, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Mempunyai SK Tim PSC 119 yang ditandatangi oleh pimpinan

daerah: gubernur/walikota/bupati atau kepala dinas kesehatan
provinsi/ kabupaten/ kota;

2l Membuat Surat Pernyataan dari kepala daerah atau kepala dinas
kesehatan provinsi/kabupaten/kota yang berisikan:
a) Dukungan biaya operasional untuk PSC 1 19 dari APBD;

b) Bersedia melakukan integrasi PSC 119 dengan NCC 119; dan
c) Tidak mengalihfungsikan alat sistem IT yang diadakan selain

untuk PSC 119.

3) Melakukan registrasi PSC 119 di laman
slrs. .id

f. Unlt Transfusl Darah (UTD)

Kebijakan DAK Fisik tahun 2022 untuk UTD difokuskan untuk renovasi
gedung UTD, penyediaan dlat kesehatan UTD, dan mobil UTD yang ada
di rumah sakit. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kualitas dan akses pelayanan darah. Renovasi gedung I.ITD, penyediaan
alat kesehatan UTD, dan mobil UTD mengacu pada peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 201 1 tentang Pelayarran Darah dan
Peraturan . Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 20 14 tentang Unit
Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit. dan Jejaring pela3ranan
Transfusi Darah, serta mengacu pada Pedoman Design Tipikal Bangunan
UTD.

Persvaratan Umum sebagai berikut:
1) UTD milik Rumah Sakit Daerah;

2l Penrbangunan UTD pada RS yang sudah existing, dilaksanakan
apabila bangunan UTD tersebut mengalami kerus.akan berat atau
bangunan/gedung tidak sesuai dengan standar atau relokasi dalam
rangka peningkatan kemampuan pelayanan darah sesuai standar;

3) Renovasi/rehabilitasi gedung/ bangunan LITD dilaksanakan pada
rumah sakir yang telah memiliki gedung/bangunan UTD tersendiri
tetapi telah mengalami kerusakan sedang sehingga perlu diperbaiki
agar dapat berfungsi optimal atau dalam rangka peningkatan
kemampuan pelayanan darah sesuai standar;

4) Lokasi . . .SK No 131256 A



4l Lokasi UTD di rumah sakit diutamaka.n pada lantai dasar serta
mudah diakses dari rt'ang perawatan, ruang emergensi, dan ruang
operasi;

5) Bangunan dan peralatan UTD merupakan unit pelayanan RS
tersendiri, terpisah dari unit pelayanan laboratorium medik;

6) Pelayanan darah harus bersifat nirlaba, sehingga UTD tidak boleh
dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (pAD) atau pro.lgt center di
rumah sakit;

7) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD menjadi tanggung jawab
rumah sakit; dan

8) Rumah sakit bertanggungiawab memenuhi SDM UTD sesuai
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit
Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring pelayanan
Transfusi Daiah.

g. Telekonsultasl
Penyediaan pelayanan telekonsultasi untuk Fasilitas pelayanan
Kesehatan Peminta Konsultasi adalah pemberian pelayanan kesehatan
ja':ak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran iniormasi diagnosiJ,
pengobatan, pencegahan penyakit dan cidera, penelitian dan evaluasi,
dan pendidikan berkeianjutan bagi penyedia layanan kesehatan untuk
kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.
Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan telekonsultasi
medis harus didukung oleh ketersediaan jaringan internet yang kuat dan
stabil, dan merupakan lokus prioritas program penurunan AKi-AKB.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_42_

Penyediaan perangkat telekonsultasi medis untuk fasilitas pelayanan
kesehatarr peminta konsultasi meliputi penyediaan Ultrasonografi (USG)
2D Digital, (CTG), dan sistem informasi, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) .Memiliki SK penetapan sebagai lokus pelayanan Telekcnsultasi

Medis dari Kepala Dinas kesehatan provinsi/ Kabupaten/ kota;
2l Memiliki SK Tim Pelayanan Telekonsultasi Medis yang

beranggotakan tenaga kesehatan dan administrasi/pengelola IAole[
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan peminta Konsultasi;

3) Membuat surat pernyataan rr.embutuhkan atau menjalankan
. Pelayanan Teiekonsultasi Medis yang ditandatangani di atas materai
oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan peminta Konsultasi.
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2. Subbidang Penguatan Percepatan penurunan Sfi.tntlng
a. diaan ma&anan tambahan lpabrtkanl

1) Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK.

a) Penyediaan makanan tambahan untuk Ibu hamil KEK
dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi;

b) Sasaran penerima makanan tambahan ibu hamil KEK adalah
ibu hamil KEK di seluruh kabupaten/kota; dan

c) Dinas kesehatan provinsi melampirkan surat keputlrsan kepala
dinas kesehatan provinsi tentang kebutuhan Makanan
Tambahan Ibu Hamil KEK untuk memenuhi kebutuhan sasaran
ibu hamil KEK di seluruh kabupaten/kota di wilayatrnya.

2l Penyediaan Makanan Tambahan balita kurus (gizi kurang).
a) Penyediaan makanan tambahan untuk balita kurus (gizi kurang)

dilaksanakan oleh Dinas keseh.atan provinsi;
b) Sasaran penerima makanan tambahan balita kurus (gizi kurang)

adalah balita kurus (gizi kurang) di kabupaten/kota; dan
c) Dinas kesehatan provinsi melampirhan surat keputusan kepala

Dinas kesehatan provinsi tentang kebutuhan . makanan
tambahan balita kurus (gizi kurang) untuk rnemenuhi
kebutuhan sasaran balita kurus (gizi kurang) di kabupaten/
kota di wilayahnya.

b. Penguatan promosi, sunrellans dan tata laksana gizl
1) Penyediaan Alat Antropometri.

a) Sasaran penerima alat antropometri adalah puskesmas
di kabupaten/kota yang belurn memenuhi standar kitersediaair
(menyesuaikan jumlah posyandu di wilayah kerja puskesmas);

b) PCnyediaan alat antropometri untuk setiap puskesmas
dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan
memperhatikah keterSediaan alat antropometri di puskesmas
(menyesuaikan jumlah posyandu di witayah kerja puskesmas);

c) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat keputusan
kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang kebutuhan alat
antropometri untuk puskesmas dengan maksimal usulan
sebanyak 15 (lima belas) paket per puskesmas;

d) pengadaan alat antropometri yang terdiri dari alat ukur berat
badan digital, alat ukur panjang badan, alat ukur tinggi badarr,
pita Lingkar Lengan Atas (LiLA) serta dilengkapi dengan tas
berbahan parasut; dan

SK No 131258 A
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e) Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dapat menyediakan
biaya distribusi alat antropometri sampai ke puskesmai.

2l Sanitarian Kit
a) Sasaran sanitarian kit adalah puskesmas di wilayah

kabupaten/kota yang belum memiliki sanitarian kit;
b) Penyediaan sanitarian kit dilakukan oleh Dinas kesehatan

kabupaten/kota;

c) Sanitarian kit terdiri dari alat pengukur kualitas udara, alat
pengujian kualitas air, dan alat pengujian kualitas pangan, serta
peralatan pendukung;

d) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala
dinas kesehatan kabupaten/kota tentang ketersediaan
sanitarian kit di puskesmas;

e) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala
dinas kesehatan kabupaten/kota tentang kebutuhan dan
rencana penempatan sanitarian kit di puskesmas;

f) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala
dinas kesehatan kabupaten/kota tentang data
sanitarian/ petugas penanggung jawab kesehatan lingkungan di
Puskesmas;

g) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyediakan reagen yang
digunakan untuk pegreriksaan kesehatan lingkungan yang
diperlukan serta tempat penyimpanan reagen yang sesuai; clan-

h) Dinas kesehatan kabupaten/kota merawat dan melakukan
kalibrasi sanitarian kit sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Kesling kit
a) Sasaran kesling kit adalah dirras kesehatan kabupaten/kota

yang belum memiliki kesling kit;
b) Penyediaan kesling kit dilakukan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kou;
c) Kesling kit terdiri darr alat pengukur kualita.s udara, alat

pengujian kualitas air, alat pengujian kualitas pangan, dan alat
pengukur kualitas air lirnbah, serta peralatan pendukung;

d) Dinas kesehatan kabupaten/ kota melampirkan surat
pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota bahwa
dinas kesehatan kabupaten/kota belum memiliki kesling kit;

e) Dinas...
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e) Dinas kesehatan kabupaten/kota melampirkan surat kepala
Dinas kesehatan kabupaten/kota tentang kebutuhan dan
rencana penempatan kesling kit di dirras kesehatan
kahupaten/kota;

f) Dinas kesehatan kabupaten/ kota melampirkan surat kepala
dinas kesehatan kabupaten/kota tentang data
sanitarian/petugas penanggung jawab kesehatan lingkungan di
dinas kesehatan kabupaten/ kota;

g) Dinas kesehatan kabupaten/kota menyediakan reagen untuk
keberlanjutan penggunaan kesling kit serta tempat
penyimpanan reagen yang sesuai; dan

h) Dinas kesehatan kabupaten/kota merawat dan melakukan
kalibrasi kesling kit sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Subbtdang Pe

a.

1) R0 dan BHP Skrining HIV dan Reagen Sifilis.
R0 dan BHP Skrining HIV yang dimaksud aclalah penyediaan R0
(Rapid I HIV) dan reagen sililis untuk skrining HIV dan sifilis pada
ibu hamil, dengan ketentrran sebagai berikut:
a) Penyediaan R0 dan reagen sifilis oleh Dinas kesehatan

kabupaten/kota dengan target sasaran minimal 80% ibu hamil
dilakukan skrining HIV dan Sifilis;

b) Kabupaterr/kota yang mengtrsulkan penyediaan RO dan reagen
sifilis harus melampirkan laporan skrining HIV dan Sifilis pada
ibu hainil pada tahun sebelumnya; dan

c) Pencatatan dan pelaporan hasil skrining HIV dan Sifilis setiap
fasyankes dilaporkan secara rutin menggunakan, laporan
bulanan dan melalui Sistem Informasi HMIDS (SIHA) secara
berjenjang.

2l CartridgeTCM

Cartridge TCM TBC adalah bahan habis pakai yang digunakan
untuk deteksi dini dan diagnosis TBC 

"."a.a- 
cepat, - dengan

ketentuan. sebagai berikut:
a) Pengadaan cartridge TCM oleh Drnas kesehatan kabupaten/kota

yang niemiliki alat Tes Cepat Mblekuler (TCM) yang ditempatkan
di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/RS/BpKpM/
BBLK/BLK) dan memiliki sumber daya manusia yang terlatih;
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b) Sasaran penggunaan cartridge TCM adatah terduga TBC,
terduga TBC resistan obat, koinfeksi TBC HIV/ODHA, kasus
TBC anak dan TBC ekstra paru; dan

c) Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan TCM dan
penggunaan cartridge setiap fasyankes dilaporkan secara rutin
menggunakan laporan bulanan TCM dan melalui Sistem
Informasi T\.rberkulosis Terpadu (SITT) secara berjenjang.

3) BMHP gula darah
BMHP gula darah yang dimaksud adalah penyediaan strip gula
darah, lancet dan alkohol surab untuk pemeriksaan deteksi dini
faktor risiko PIM pada penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Penyediaan BMHP Gula darah oleh Dinas kesehatan

kabupaten/kota yang akan didistribusikan ke puskesmas
dengan target sasaran penduduk usia > 15 tahun ke atas;

b) Target sasaran penduduk usia >15 tahun ke atas ditetapkan
oleh Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota;

c) Dinas kesehatan kabupaten/kota rnenuangkan seluruh rencarra
kegiatan dalam TOR/I(AK, membuat rencana distribusi, serta
men5rusun Rencana Anggaran Belarrja (RAB) dengan
menggunakan data sasaran yang menghasilkan jumlah
kebutuhan BMHP gula darah dalam satuan unit; '

d) Kabupate n lkota yang mengusulkan BMHp gula darah harus
melampirkan laporan deteksi dini pada tahun sebelumnya; dan

e) Pencatatan dan pelaporan hasil deteksi dini dilakukan setiap
kali setelah selesai melakukan kigiatan'deteksi dini melalui form
ofline puskesmas, yang akan diserahkan ke dinas kesehatan
kabupaten/kota dan selanjUtnya akan di upload ke Sistem
Informasi Penyakit Tidak Menular (SIpTM).

4l Larvasida malaria
Larvasida dimaksud adalah. barang habis pakai pengendalian larva
nyamuk penular inalaria (Anoplrcles sp).
Terdapat dua jenis larvasida malaria:
a) Biolarvasida, yaitu larvasida yang menggunakan bakteris

contohnya jenis bacillus thuringiensis var israelensis (BTI);
sasaranya adalah larva nyamuk di tempat perindukkan ,yang
luas dan bersifat permanen, waktu,aplikasi dilakukan mulai
au'al musim kemarau dengan interval 2 mingguan atau bulanan
sesuai dengan formulasinya; dan
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5)

b) Larvasida kimia, yaitu larvasida yang menggunakan bahan aktif
yang bersifat menghambat pertumbuhan serangga f Insect
Grouth Regulator (IGR): waktu aplikasi sangat cocok pada awal
musim hujan atau pada saat larva masih sedikit untuk
mencegah meningkatnya populasi serangga, cara aplikasi dapat
langsung disebarkan pada genangan air, rawa, kolam/tambak
yang tidak terurus dan lain-lain. Pada tempat perindukan yang
mempunyai dasar lumpur, aplikasi larvasida digantung pada
kain kasa.

Kelambu malaria
Kelambu Malarra yang dimaksud adalah kelambu yang sudah
mengandung insektisida bertahan dalam jangka, panjang/ Long
Lasting Insectictde lvet (LLIN). Kelambu ini digunakan untuk
melindungi masyarakat dari gigitan nyamuk dan mematikan/
mengurangi vraktu hidup nyamuk.
Kelambu Mdlaria dapat digunakan untuk 2 orang dan benang
mengandung insektisida yang mampu bertahan selama minimal 3
tahun.

b. Peralatan

1) Spragcan

Spragcan menipakan aiat semprot yang digurrakan untuk
mengaplikasikan insektisida pada kegiatan Indoor Residual
Spray/ IRS (penyemprotan dinding rumah). Spraycan digunakan
untuk aplikasi larvasida yang berbentuk cair.

Tangki semprbt harus mampu menahan tekanan pada pompa pada
saat digunakan dan volume cairan yang dikeluarkan konsisten.'
Nosel menghhsilkan semprotan berbentuk kipas.

2) Posbindu kit/Lansia kit
Penyediaan alat dan bahan habis pa.kai untuk deteksi dini faktor
risiko PTM di pos pembinaan terpadu (Posbindu) maupun posyandu
lansia yang r-neliputi, antara lain: Alat pengukuran tekanan darah,
pengukuran guila darah; xolesterol dan asarrr urat, pengukuran
tinggi badan (TB)/berat badan (BB), lingkar per.ut, pengukuran
indeks massa tubtlh. Selain pemeriksaan dan pengukuran, juga
dilakukan wawancara perilaku berisiko dan edukasr perilaku gaya
hidup sehat.' Sasaran deteksi dini adalah setiap warga 

""!u.r.ben-rsia 15 cahun ke atas di sua*.u dr)sa / kelurahan/ instiiusi,
dengan pelaksanaannya oleh ' ka.ler terlatih. Setiap t (satuj
Posbindu/ Lansia kit terdiri dari:
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tan Slste
a. Pembangunan dan rehabllltasi puskesmas

l) Pembangu.nan Puskesmas Baru (kecamata.n tanpa puskesmas)

a) Tensimeter digital;

b) Stetoskop dewasa;

c) Timbangan badan dewasa;

d) Termometer digital dahi;

e) AIat pengukur/test daerah portabLe/rapid diagnostic test untuk
gula darah;

f) Alat pengukur/test daerah portablelrapid diagnostic rest untuk
kolesterol;

g) Alat pengukur/test daerah portablelrapid diagruostic test untuk
asam urat;

h) Strip uji gula darah 200 strip (strip disesuaikan dengan alat
pengukur/ test darah portable I rapid diagnostic test gula darah);

i) Strip uji kolesterol 100 strip (strip disesuaikan dengan alat
pengukur/ test darah portable/rapid diagnostic test kolesterol);

j) Strip uji asam urat 100 strip (strip disesuaikan dengan alat
pengukur/test darah portable/rapid diagnostic test asam urat);

k) Pen light;

! Pinset anatomi;

m) Pinset bengkok;

n) Kaca mulut;
o) Meteran kainlmetline (pengukrrr lingkar pinggang);
p) Pengukur tinggi badan (microtoi.sel;

q) Tas ransel kit;
rl Alcohal sruab 100 buah;

sl Blood lancet I jantm lancet;

t) Kotak penyimpanjarum bekas/safetg box 5 L; dan
u) Lembar daftar isi paket lansia kit.

4.
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Pembangunan puskesmas baru di kecamatan tanpa puskesmas
adalah pembangunan puskesmas baru yang sudah siap
dioperasionalkan (termasuk prasarana jaringan tistrik gedung
Puskesmas, perpipaan air bersih, dan air kotor dalam gedung
Puskesmas) dengan alur dan zonasi pelayanan sesuai dengan
pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan
puskesmas pada kecamatan yang belum memiliki puskesmas.
Pembar:gunan puskesmas baru berupa pembangunan sarana,
penyediaan prasarana, penyediaan alat kesehatan, dan
pembangunan rumah dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pembangunan puskesrnas baru harus dilengkapi derrgan telaah

yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan pelayanan
kesehatan dasar serra kebutuhan pembangunan yang disetujui
oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan diketahui oleh dinas
kesehatan'provinsi;

b) Pembangunan puskesmas dapat termasuk penyediaan pagar,
pekedaan halaman, tempat parkir, meubelair, prasarana air
bersih, prasarana listrik, dan IPAL;

c) Pembangunan rumah dinas diperuntukkan bagi dokter/dokter
gigi/tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan
dibangun dengan jarak terjauh 200 m dari puskesnras sesuai
dengan ketentuan yan! berlaku;

d) Melampirkan anal,isis komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umum setempat atau DED hasil konsultan perencana
tahun sebelumnya;

e) Bagi yang mempunyai DED pembangunan puskesmas dari
konsultan perencana t-l yang telah sesuai dengan pedoman
pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas
maka biaya pembangunan puskesmas menggunakan dokumen
tersebut;

f) Tersedia lahan sesuai dengan persyaratan; dan
g) Setiap pembangunan gedung puskesmas harus memperhatikan

pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan
puskesmas yang diterbitkan Direktorat Jerrderal pelayanan
Kesehatan;

2l Renovasi/Perrambahan Ruang Puskesmas

Renovasi/Penambahan ruang puskesmas adalah untuk menambah
ruang baru dalam rangka peningkatan rnutu pelayanan kesehatan
dan dapat sekaligus memperbaiki sebagian bangunan yang telah
rusak berat. Penarnbahan ruang puskesmas dilaksanakan dalam
rangka optimahsasi fungsi, dan pengernbangan puskesmas.
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Penambahan ruang dilakukan bagi puskesmas yang sudah memiliki
nomor registrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

4 Usulan renovasi/penambahan ruang puskesmas harus
dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan
provinsi terkait penjelasan dana ana-lisis kebutuhan akan
adanya renovasi/ penambahan ruang puskesmas;

U Menyampaikan bukti pernyataan rusak atau rusak berat kondisi
bangunan puskesmas dari dinas pekerjaan umum sehingga
perlu melakukan renovasi/ penambahan ruang;

Q Untuk penambahan ruang puskesmas secara fungsi baik
arsitektur, struktur maupun utilitas beruba.h maka harus
dilakukan perubahan pada asset bangunan sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

{ Tersedia lahan sesuai dengan persyaratan peraturan yang
berlaku;

e) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umum setempat;

{ Bagi yang mempunyai DED pengembangan puskesmas dari
konsultan perencana t-l yang telah sesuar dengarr pedoman
pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas
maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen
tersebut;

gl Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan
integrasi dengan bangunan existing dan sesuai dengan pedoman
pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas
yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

l) Fasade (tampilan depan) puskesmas hasil perencanaan harus
sesuai dengan prototgpe; dan

I Melampirkan data sarana yang telah diupdate dan divalidasi
dalam aplikasi ASPAK sesuai tengan kondisi riil 'puskesmas

yang diketahui kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Penyediaan prasarana puskesmas meliputi penyediaan ambulans,
instalasi pengolah limbah, prasarana listrik (khusus solar cel\, pusling
roda dua, serta prasarana air bersih.
o Ketentuan Umum:
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a) Kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota membuat surat
pernyataan kesanggupan untuk memenuhi biaya operasional
(biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan lain-lain), tidak
rnenga.lihfungsikan kendaraan menjadi kendaraan
penumpang/pribadi/ operasional di luar pelayanan kesehatan,
dan menyediakan tenaga yang mampu mengoperasionalkan
kendaraan;

b) Tidak diperkenankan memasang lambang partai, tbto Kepala
Daerah, dan atribut kegiatan politik;

c) Peralatan kesehatan penunjang mengacu pada Buku Panduan
Pelaksanaan Puskesmas Keliling dan Pedoman Penanganan
Evakuasi Medik; dan

d) Melampirkan data prasarana yang telah diupdate dan divalidasi
pada aplikasi ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang
diketahui kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota.

1) Ambulans
Kebutuhan ambulans mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a) Diperuntukkan bagi puskesmas yang memerlukan' prasarana

penunjang Ambulans;

b) Ambulans berfungsi sebagai sarana transportasi rujukan pasien
dari lokasi kejadian ke sarana pelayanan kesehatan dengan
pengawasan medik khusus; dan

c) Pengadaan ambulans mengacu pada pe.doman teknis ambulans
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Tahun 2019.

2l Pusling.r'oda dua
a) Kabupaten/ kota dapat membeli pusling roda 2 dengan

spesifikasi trail dan non-frail, sesuai dengan persyaratan teknis;
dan

b) Pusling roda 2 non-trail diperuntukkan hagi daerah dengan
wilayah yang tidak sulit, sedangkan pusling roda 2 trail
diperuntukkan bagi daerah dengan kondisi wiiayah sulit.

3) Instalasi pengolah limbah
Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah terdiri atas:
a) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

IPAL digunakan untuk mengolah air limbah dari hasil kegiatan
yang menggunakan air di Puskesmas (air dari ruang pelayanan,
air KM/WC, air wastafel, air dari laboratbrium, air dari dapur,
air dari ruang cuci, d11).

b) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah 83.
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TPS limbah 83 digunakan untuk penyimpanan sementara
Limbah Berbahaya dan Beracun (E!3) di Puskesmas sebelum
dilakukan pengangkutan limbah 83, pengolahan limbah,
cian/atau penimbunan limbah E}3. TPS Limbah E!3 harus
memiliki izin penyimpanan limbah E}3 dari Dinas yang
menangani terkait lingkungan hidup di kabupaten/kota.

c) Freezer/ Cold storage
Freezer/ Cold storage digunakan untuk menyimpan limbah
medis infeksius, patologis, dan benda tajam pada temperatur
sama dengan atau lebih kecil dari OoC (nol derajat celcius)
sebelum dilakukan pengangkutan limbah, pengolahan limbah,
dan/atau penimbunan limbah 83, sehingga limbah tersebut
dapat disimpan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari pada
TPS Limbah 83.

Adafun penjelasannya sebagai berikut:
a) Ihstalasi Pengolah Air Limball (IPAL)

(1) Puskesmas tersebut belum mempunyai IPAL atau sudah
mempunyai IPAL tapi dalam kondisi rusak 8002. Kategori
rusak 80%o adalah apabila pompa dan blouer rusak tidak
bisa digunakan meskipun sudah diperbaiki, conr-ainer dan
perpipaar, bocor. dibuktikan dengan surat iremyataan
kepala dinas kesehatarr dan dilampirkan foto kondisi IPAL;

(21 Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertilikat tanah/dokumen
kepemilikan tanah yang sah, sudah dilakukan perataan,
pernadatan dan pematangan tanah;

(3) Perhitungan pengadaan IPAL dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan, pertinrbangan operasional serta
kondisi dan letak geografis/rr.rpografi daerah;

(4) Dapat rnengalokasikan dana penurrjang untuk biaya
konsultan perencana dan pengawas dalAm penyediaan
IPAL;

(5) Efftuent dir limbah yang keluar dari ir.stalasr tersebut harus
dapat memenuhi Peraturan Menteri Lirigkungan Hidup
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
Lampiran XLIV: Bakr.r Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Fasllitas Pelrryanan Kesehatan atau
peraturan daerah setempat;

(6) Garansi IPAL minimal I (satu) tahun;
(71 Garansi purna jual iPAL minimal S (lima) tahun;
(8) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian

dan pemeliharaan IPAL bagi petugas puskesmas; dan
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(9) Penyedia jasa atau puskesmas wajib mengurus izin
operasional IPAL (izin pembuangan limbah cair) ke
kantor/badan lingkungan hidup daerah setempat sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

(10) Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan
kapasitas IPAL yang dibutuhkan puskesmas yang didapat
dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari;

(11) Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair
sebanyak SOVI dari jumlah pemakaian air bersih
di puskesmas;

(12) Memiliki analisis komponen biaya pembangunan IpAL dari
dinas pekerjaan umum setempat atau referehsi harga dari
penyedia;

(13) Bagi lang mempunyai DED pembangunan prasarana IPAL
Puskesmas dari konsultan perencana T-1 menggunakan
dokumen tersebut;

(14) Dinas kesehatan Kabupaten/kota sanggup untuk
memenuhi biaya operasiorial dan biaya pemeliharaan,
serta uji laboratorium lingkungan terhadap influent dan
bJfluent air limbah yang masuk dan keluar dari IFAL;

(15) Rencana peletakan IPAL agar memperhatikan denah tata
ruang di puskesmas untuk mempermudah operasional,
pemeliharaan dan keamanan IPAL; dan

(16) Semua air limbah puskesmas dialirkan langsung ke IPAL,
kecuali untuk air limbah dari ruar,g laboratorium, taundry,
dan instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan
pendahuluan Qtre-treatment) terlebih dahulu sebelum
dialirkan ke IPAL.

b) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah 83
Setiap puskesmas harus melakukan pemilahan liinbah E}3
sebelum dilakukan penyimpanan. Puskesmas wajib melakukan
pemilahan Limbah Padat 83 berdasarkan jenis, kelompok,
dan/atau karakteristik Limbah E}3, dan mewadahi Limbah 83
sesuai kelompok Limbah El3.

Limbah tl3 yang dengan kategori infeksius, benda tajam,
patologis dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah paling
lama 2 (dua) hari pada temperatur iebih besar dari 0 derajat
celcius atau 90 hari pada temperatur sama dengan atau lebih
kecil dari 0 derajat celsius.

Limbah. . .
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Limbah 83 yang dengan kategori bahan kimia kadaluwarsa atau
sisa kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan
medis yang memiliki kandungan logaur berat tinggi dan tabung
gas atau container bertekanan dapat disimpan di tempat
penyimpanan limbah paling lama 90 hari untuk limbah El3 yang
dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih dari 180 hari untuk
limbah El3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk
limbah 83 kategori 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Limbah 83 meliputi limbah dengan karakteristik infeksius;

benda tajam, patoiogis, bahan kimia kedaluwarsa atau sisa
kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan
medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan
tabung gas atau container bertekanan; dan

(21 Perhitungan terhadap pernbangunan TpS Limbah 83
diiakukan berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan
operasional dan dampak terhadap lingkungan hidup.

c) Freezer/ Cold storage

Untuk kegiatan penyimpanan limbah infeksius lebih dari 2 kali
24 jam, Puskesmas wajib memiliki fasilitas pendingin (cold
storagel dengan temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0
derajat celsius, dengan ketentuan sebagai berikut:
(l) Puskesmas belum mempunyai Freezer/ Coid. Storage untuk

limbah 83 atau sudah memiliki namun dalam kondisi
rusak;

l2l Pengadaan kebutuhan FYeezer/ Cold Storage dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan dan dengan
mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan; dan

(31 Garansi purrra jual minimal 1 tahun.
4l Prasarana listrik

Solar Cell atau panel surya merupakan energi alteinatif untuk
puskesmas yang berada di daerah yang sulit mendapatkan bahan
bakar. Selain menghasilkan energi listrik, sglar ell tidak
menimbulkan polusi udara dan juga tidak.menghasilkan gas buang
nrmah kaca (green house gasl yang pengaruhnya dapat merusak
ekosistem planet bumi kita, dalam pengediaan solar ceLl
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a) Puskesmas tersebut belum mempunyai ene rgi alternatif lain

seperti genset atau sudah mempunyai solar cell tetapi tidak
berfungsi;
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U Pengadaan kebutuhan solar cell dilakukan berdasarkan analisis
kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi daerah
Puskesmas tersebut, dan dengan mempertimbangkan
operasional dan pemeliharaan;

Q Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya konsultan
perencana dan pengawas dalam penyediaan Solar Cell;

4 Garansi purna jual minrmal 1 (satu) tahun;
Q Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan

pemeliharaan solar cell bagi petugas puskesmas;

{ Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional Prosedur
(SOP); dan

g! Penyedia jasa atau puskesmas wajib menguru s izin-iZin apabila
diperlukein.

5) Prasarana air bersih
Untuk pembangunan prasarana air bersih mengacu pada peraturan
daerah setempat tentang penyediatrn air bersih. Pembangunan
prasarana air bersih dapat berupa pembangunan instalasi suplai air
bersih (sumur, mata air, atau badan air) dan instalasi pengolahan
air bersih. Instalasi Air bersih sesuai dengan Perarr'.ran Menteri
Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu
Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan
Pemandian Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Puskesnras tersebut belum mempunyai prasarana air bersih

atau sudah mempunyai prasarana air bersih tapi dalam kondisi
rusak;

b) Bagi puskesmas yang sudah memiliki tapi dalam kondisi rusak
didukung dengan sul'at pernyataan kep;ar.la dinas kesehatan
kabupaten/kota dan kt'.pala dinas teknis setempat;

Q Mempunyai lahan siap bangun, lahan ticlak daiam sengketa,
mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan perataan,
pimadatan dan pematangan tanah;

4 Perhitrrngan pengadaan prasarana air bersih dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan operasional,
seita kondisi dan letak geografis/ topografi daerah; :

Q Prasarana air bersih Puskesmas harus memenuhi persyaratztn
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2OLZ
Tentang Standar Baku Mutu 'Kesehatan Lingkungan dan
Persyaratan Kesehatan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi,
Kolam Renang, Solus Pii Aqua, Dan pemandian 0mum;
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{ Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya konsultan
perencana dan pengawas daiam penyediaan prasarana air
bersih;

gf Garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu) tahun;
tr) Garansi purna jual prasarana air bersih minimal 5 (lima) tahun;
I Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian dan

pemeliharaan bagi petugas Puskesmas; dan
1) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Crperasionnal prosedur

(soP).
Peayedlaan alat kesehatan Puskesmas
Penyediaan alat kesehatan puskesmas meliputi:
1) Set pemeriksaan umum;
2) Set dokter layanan primer (DLP);

3) Set gavrat darurat termasuk EKG;
4l Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak termasuk IVA Test;
5) Set obsggn;

6) Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
7l Set perawatan pasca persalinan;
8) Set rawat inap; dan

9) Set laboratorium.

Ketentuan penyediaan alat kesehatan puskesmas adalah sebagai berikut:
1) Mengutamakan produk alat kesehatan darlam negeri;
2l Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 4l Tahun

2OL9 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan
Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

3) Penyediaan alat kesehathn dilakukan dengan mengutamakan
peralatan kesehatan yang tercantum di dalam e-katalog dengan
persyaratan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai
standar. Untuk a.lat kesehatan non e-katalog, disertakan paling
sedikit 3 produk pembanding harga/ spesil-rkasi yang sudah memiliki
izin edar;

4l Memprioritaskan pengadaan alat kesehatan untuk memenuhi
standar alat kesehatan puskesmas rnengacu pada permenkes
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5) Melamprrkan data alat kesehatan yang telah diupdate dan divalidasi
pada ASPAK sesuai dengan kondisi riil puskesmas yang diketahui
kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;
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6) Memiliki surat/ dokumen pernyataan kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota tentang ketersediaan tenaga kesehatan yang
mampu mengoperasiorralkan peralatan, dan kesanggupan
membiayai operasional, serta pemeliharaan bersumber dana APBD.

Pembangunan dan rehabllttast RS

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit (RS) dilaksanakan untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RS sesuai dengan
standar. Lingkup pembangunan dan rehabilitasi RS meliputi:

1) Pembangunan ruang baru;

2l Renovasi berupa perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti
, yang baik dengan maksud rneningkatkan kualitas atalr kapasitas;

dan

3) Rehabilitasi berupa pertaikan aset tetap yang rusak sebagian
dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan
maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;

b) Menyiapkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai standar
yang berlaku;

c) Menyediakan sai'ana pengganti sementara untuk memenuhi
pelayanan RS sesuai standar di ruangan yAnl direhabilitasi;

d) Mengisi data pada RS Online dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi bleh Dinas kesehatan Provinsi;

e) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah dilakukan
. validasi oleh Dinas kesehatan setempat;

f) Menyiapkafl master plan pengembarrgan rumah sakit yang
rnasih berlaku; dan

g) Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umum setempat.

nyc RS

Pemanfaatan DAK t-isik Bidang Kesehatan Subbidang .Pelayana.n
Rujukan untuk penyediaan prasarana rumah sakit meliputi prasarana
air bersih, instalasi pengolah limbah, pengadaan SIM RS, prasarana
listrik, dan ambu.lans untuk rumah sakit dengan ketentuan sebagai
berikut:

l) Prasarana air bersih

Prasara:ra air bersih rumah sakit dapat berupa supply air bersih dan
instalasi pengolahan air birsih.
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a) Suplai air bersih terdiri dari sumur bor, bak penamptrngan air,
pompa atau menara air, dan plumbing fiaringan perpipaan);

b) Instalasi pengolahan air bersih untuk toilet dan kebutuhan
umum termasuk irrstalasi air bersih hasil daur ulang air olahan
yang berasal dari IPAL, maka air bersih vang telah diolah harus
memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017
tentang Smndar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
Persvaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi,
Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum dan
Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air
Minum.

Catatan: instalasi air bersih dari mendaur ulang air olahan yang
berasal dari IPAL maka penggunaan airnya hanya untuk tangki
toilet (pembersihan closet), penyiram tanaman, backwash filter
IPAL, mencuci TPS non domestik, dan lain-lain.

Instalasi pengolahan air bersih digolongkan menjadi:

( 1) Water' Treatment Plant (WTP), atat pengolah air yang
kualitasnva belum memenuhi stanrlar Permenkes Nomor 32
Tahun 2Ol7 tentang Standar Baku Mutu Kesehatarr
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua,
dan Pemandian Umum;

(21 Instalasi air lunak/ so/t uater merupakan alat untuk
mensterilkan air baku dari berbagai bahan kimia tertentu
untuk diolah menladi air bersih, sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan No 32 Tahun 2Ol7 tentang Standar Baku Mutu
Kesehatan Lingkungan dan Persvaratan Kesehatan Air

' untuk Keperluan Higiene Sarritasi, Kolam Renang, Solus per
Aqr.ra dan Pemandian Umum.

(3) instalasi Air Reverse Osmosis yang cliaplikasikan untuk:
(a) Air minum untuk memenuhi instalasi gizi dan kantini

kafeteria, maka air minum yang telah diolah harus
mernenuhi Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum:

(b) Air untuk Unit Hemodialisis, maka air yang telah diolah
harus memenuhi Peraturan Menterr Kesehatan No. 7
Tahun 2019 tentang Kesehatren Lingkungan Rumah
Sakit pada Halaman 1 3- 15 tentang Standar Baku Mutu

. llualitas Air untuk Hemodiaii>is;

(c)Air...
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(c) Air untuk stearrr generator di boiler dan alat CSSD,
maka air yang telah diolah harus memenuhi Peraturan
Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2Ol7 tentang Standar
Baku Mutu Kesehatan Lingkungarr dan Persyaratan
Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam
Renang, Solus per Aqua dan Pemandian Umum; dan

(d) Air untuk Laboratorium, maka air yang telah diolah
harus memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 7
Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rrrmah
Sakit pada Halaman 16-18 tentang Standar Baku Mutu
Kualitas Air untrrk Laboratorium.

Rumah Sakit boleh memilih prasarana air bersih terSebut di atas,
untuk memenuhi kebutuhan airnya sesuai jenis penggunaannya
agar:

a) Tersedia air minum sesuai kebutuhan. Air minum adalah air
yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan
yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

b) Tersedia air bersih minimum 500 liter/tempat tidur/hari selama
24 jam;

c) Tersedia air minum dan air bersih pada setiap tempat kegiatan
yang membutuhkan secara berkesinambungan;

d) Tersedia distribusi air minum dan air bersih di setiap
ruangan / ka.mar menggunakan jaringan . perpipaan yang
mengalir dengan tekanan positif; dan

e) Tersedia air untuk kebutuhan air minum, unit Hemodialisis,
Steam generator, dan Laboratorium sesuai kebutuhan.

Dasar Hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyediaan
prasa,:ana air bersih rumah sakit adalah sebagai berikut:
a) Permenkes No. 736/Menkes/PER/VII2010 tentang Tata

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

b) Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Mintrrn;

c) Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit; dan

d) Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu
Kesehatan Lingkungan dan Persyaratair Kesehatan Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan
Pernandian Umum.
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2l Instalasi pengolahan limbah

Menu Instalasi pengolahan iirrrbah (IPL) hanya diperuntukkan
khusus penyediaan IPL baru (bukan untuk kegiatan perbaikan,
pemeliharaan maupun rehabilitasi), yang meliputi Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Limbah 83
medis non-insinerator, Freezer/ Cold storage, dan Tempat
Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(TPS Limbah B3):

a) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit.

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan IPAL termasuk
pekerjaan kontruksi dan peralatan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1) Ada penanggung jawab IPAL rumah sakit;

(2) Tersedia lahan untuk lokasi IPAL rumah sakit. Penyediaan
IPAL dan pengadaan peralatan pendukungnya di Rumah
Sakit Provinsi/Kabupaten/kota dari DAK dimaksudkan
untuk menjamirr keamanan kualitas lingkungan
khususnya air limbah/buangan (termasuk limbah cair yang
sudah dilakukan pre treatmentl dari hasil kegiatan rumah
sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini dilakukan
untuk melindungi kualitas lingkungan sekitar dari kegiatan
rqmah sakit agar tidak t:rjadi pencernaran lingkungarr;

(3) Lokasi IPAL merupakan dzterah bebas banjir dan tidak
rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengarr
teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, selanjutnya diatur dalam lzin Lingkungan;

(41 Teknologi IPAL ]'ang dipilih harus mudah dalam
pengoperasiandan pemeliharaannya; 

_

(5) Mudah mencari suku cadangnya;
(6) Penyediaan IPAL disesuaikan dengan kapasitas listrik

di RS:

l7l IPAL <lapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan
konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi;

(8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit;
(9) IPAL tahan terhadap flukttrasi jumlah air limbah maupun

fluktuasi konsentrasi;
(10) Harus dipasang aldt pengukur debit pada inlet dan outlet

IPAL untuk merrgetahui debit harian limbah yang
dihasilkan; dan

11) Harus. . .
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(1 1) Harus menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya
operasional lainnya.

b) Instalasi Pengolahan Limbah 83 medis non-insinerator
Instalasi Pengolahan Limbah El3 medis non-insinerator meliputi
autoclaue dengan dilengkapi mesin pengh ancur (shredder)
terintegrasi dan microutaue dengan dilengkapi mesin
penghancur (shredder) terintegrasi.
Kedua jenis alat tersebut di atas harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 17 - 21. Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
(1) Fungsi Instalasi Pengolahan Limbah El3 medis non-

insinerator, adalah melakukan proses sterilisasi dan
penghancuran terhadap Limbah E}3 Medis Padat (Infeksius)
di dalam I chamber, mengkonversi Limbah E}3 Medis Padat
(Infeksius) menjadi Limbah Non 83 berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasal
20 ayat 7 dan 8;

(2) Teknologi Instalasi Pengolahan Limbah El3 medis non-
. insinerator telah terverifikasi dan teregistrasi sebagai

Teknologi Ramah Lingkungan di Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

(3) Perhitungan pengadaan alat pengolah Limbah 83 medis
non-insinerator dilakukan berdasarkan analisis
kebutuhan, pertimbangan operasional dan dampak
terhadap lingkungan hidup;

(4) Rurnah Sakit wajib melakukan pemilahan Limbah 83 medis
berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik
Limbah E}3; dan mewridahi Limbah E}3 sesuai kelcmpok
Limbah 83;

(5) Lokasi pengolahan Limbah R3 merupakan daerah bebas
banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat
direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan
pengelolian lingkungan hidup, selarjutnya diatur dalam
Izin Lingkungan;
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(6) Rumah Sakit sebagai penghasil Limbah 83 yang akan
melakukan pengolahan Limbah B3 wajib mengurus lzin
Pengelolaan limbah 83 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
83 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan terlebih dahulu telah memiliki lzrn
Lingkungan dari kepala dinas yang menangani isu
Lingkungan Hidup di daerah;

(71 Air buangan dari proses pengolahan Limbah E}3 Padat
(infeksius) dialirkan ke IPAL RS, dan IPAL RS sudah
memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup daerah
setempat;

(8) Rumah Sakit wajib memiliki TPS Limbah 83 yang telah
terdaftar dan sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungarr
Hidup daerah setempat;

(9) Penyedia alat wajib melakukan pelatihan pengoperasiari
dan pemeliharaan alat bagi petugas operator di fasyankes;

(10) Penyedia alat waj ib memberikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharaan (SMP)
alat pengolah Limbah 83 dalam bahasa Indonesia;

(11) Garansi alat adalah minimal I (satu) tahun terhitung sejak
tanggal instalasi alat; dan

(12) Garansi purna jual alat adatah minimal 5 (lima) tahrtn
. terhitung sejak tanggal instalasi alat.

cl FreezerT Cold Storage

F'reezer/ Cold Storage untuk rnenyirnpan limbah El3 medis.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2019
tentang l(esehatan Lingkungan Rumah Sakir dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.56/ MenLHK-Setjen/ 20 1 5 tentang Tata Cara Dan Persyaratan
Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pa.sal 10, bahwa
penyelenggaraan pengamanan limbah E}3 medis harus
dilaksanakan dan dikelola. Lamanya penyirnpanan limbah El3
untuk jenis limbah dengan karakteristik infeksius, benda tajam
dan patologis di rumah sakit sebelum dilakukan Pengangkutan
Limbah E}3, Pengolahan Limbah E}3, dan/ atau Penimbunan
Limbah El3, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Limbah medis ka'.egori infeksius, patologis, benda tajam
harus disirr.pan paCa freezer/ cold storage cli TPS,Limbah 83
berijin dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 00C (nol
derajat celsius) dalam waktu sampai Cengai, 90 (sembilan
puluh) hari;
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(21 Limbah medis kategori infeksius. oatologis, benda tajam
dapat disimpanpadafreezer/cold storage di TPS Limbah E}3

berljin dengan suhu 3 sampai dengan 80C (delapan derajat
celsius) dalam waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari;

(3) Tersedia ruangan yang cukup untuk penempatan
freezer/ cold storage: dan

(41 Melampirkan referensi minimal 3 pembanding produk
unt.uk freezer/ cold storage, beserta DED pendukung
termasuk RAB.

d) Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)

Dalam pembangunan TPS LB3 RS harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
(1) Analisis Komponen Biaya Konstruksi yang dikeluarkan oleh

Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat;
(21 Detailed Engineeirq Design (DED) dan RAB;
(3) Memiliki izin 'IPS LB3 yang dikeluerkan oleh instansi

lingkungarr hidup Kabupaten/kota seternpat; dan
(4) Persyaratan Teknis mengacu pada Permen Lingkungan

Hidup dan Ketrutarran yang berlaku.

3) Pengadaan Sistem Informasi Manajernen (SIM) RS

Pengodaan dukungan p.""ar"r," perangkat keras komputer SIM RS
bertrrjuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit,
Perangkat keras komputer tersebut adalah perangkat keras
komputer yang mendukung secara langsung pelaksanaan SIM RS di
RS, dimana perangkat tersebut memang dibutuhkan dan jika
perangkat terseb+t tidak ada, SIM RS tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya dalam pelaksanan kegiatan operasional
sehari-hari RS, ketentuannya meliputi:

a) Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun
2013 tenlahg SIM RS;

b) RS Wajib memiliki penjabaran dalam bentuk
masterplan/ blueprint/ roadmap f ata:.: dokumen lain yang
dipersamakan, mengenai kondisi SIM RS saat ini dan rencana
pengembangan SIM RS cli masa yang akan datang, penjabarari
dimaksud berisikan penjelasan perihal tentang modul apa saja
yang sudah diterapkar'-, seperti modul pendaftdran, modul rawat
inap, modul farmasiT'logistik, dan sebagainya ser ta rencana
pengembangan SIM RS t<edepannya;
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c) Pengadaar: dukungan prasa, ana perangkat keras komputer SIM
RS dilakrrkan secara e-purchasing berdasarkan e-katalog,
apabila tidak tercantum dalarn e-katalog, maka dapat digunakan
mekanisme lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d) RS memiliki narasi justifikasi kebutuhan dukungan prasarana
perangkat keras komputer SIM RS (hardwarel per item alat yang
ditandatangani kepala/pimpinan RS dalam bentuk dokumen
kerangka acuan kegiatan atau dokumen lain yang
dipersamakan;

e) RS memiliki Usulan Rencana Penempatan Dukungan Prasarana
Perangkat Keras Komputer SIM RS (Hardutarel yang mendukuqg
SIM RS, contoh komputer Desktop di ruq.ng pendaftaran, printer
di lohet farmasi, dan lain-lairr yang ditandatatlgani
kepalalpimpinan RS dalam bentuk dokumen Kerangka Acuan
Kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan;

f) RS memiliki clata eksisting/keadaan perangkat keras komputer
(hardware) yang ada di RS yang Citandatangani
kepala/pimpinan RS dalam bentuk dokumen kerangka acuan
kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

g) RS tidak diperkenankan belanja jasa maupun sofhlare
(perangkat lunak) aplikasi SIM RS.

4l Prasarana listrik
a) .{cuan Normatif

( 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2306/ MENKES/ PER/XI / 20 1 1 tentang Persyaratan Teknis
Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;

(21 Peraturarr Menteri Kesehatan RI Nom.or 24 Tahun 20 16
tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana RS;
dan

(3) . Pedo,rnan Teknis Pembangunan Bangunan Ruang/Unit/
Instalasi di Rumah Sakit, Tahun 2C20.

b) Lingkrrp Prasarana Listrik sebagai berikut:

itl Generator Set, untuk memberikan suplai daya listrik
pengganti / alternatif untuk alat-alat yang membutuhkzin
listrik sebagai sumber powernya, saat listrik PLN padam;
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(21 tJninteruptible Power Supplp (UPS) adalah perangkat vang
biasanya menggunakan baterai backup sebagai catudaya
alternatif untuk dapat memberikan suplai dava tidak
terganggu untuk perangkat peralatan/elektronik vang
terpasang yatrg fungsinva untuk memberikan suplai listrik
ketika tegangan utama PLN tidak berfungsi atau teriadi
pemadaman listrik tiba tiba. UPS dipasang pada daerah
pelayanan tertentu yang keandalan listriknya harus
terjamin.

(3) Perbaikan instalasi jaringan listrik adalah memperbaiki
jaringan listrik panel tegangan rendah ke seluruh panel unit
pelayanan yang sesuai de4gan peraturan yang berlaku.
Untuk pengembangan jaringan listrik dapat dilakukan
dengan penambahan panel listrik baru dan jaringan listrik
baru.

c) Persyar6tan Pengajuan
(1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menggambarkan

iustifikasi kebutuhan listrik di RS (ganrbaran kapasitas dan
kondisi 'eksisting dibandingkan dengan gambaran
kebutuhan pelayanan);

(21 Data ketersediaan dan kondisi listrik RS yang tercatat dan
ter-update pada ASPAK; dan

(3) Data pendukung berupa:
(a) e-katalog atau referellsi 3 produk apabila pengr:suian

barang; dan
(b) gambar sistem instalasi dan rencana anggaran biaya

(RAB) dan analisis biaya dari Dinas PU setempat apabila
pengusulan sistem instalasi dan penyambungatr.

f. Penyedlaan alat kesehatan RS

Penyediaan alat Kesehatan RS untuk memenuhi kebutuhan alat
Kesehatan di RSUD Provinsi/ Kabupaten/ kota sesuai dengan standar
meliputi ruang sebagai berikut:

1) Inleniiue Cardiac Care Unit (ICCU);

2l Intensiue Care Unit (lCUl;

ai) High Care Unit (HCU);

4\ Instalasi rawat jalan;

5) Rawat inap terrrLasul: ruang isolasi;

6) Ruang operasi;

7l Instalasi gawat darurat;
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8) Neonatal ICU (NICU);

9) PediatriclQU (PICU);

1O) Instalasi radiologi;

11) Instalasi CSSD; dan

l2) Laboratoriurrr.

Persyaratan umum sebagai berikut:

1) Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

2l Mengusulkan Alat kesehatan untuk mendukung pelayanan yang
ada di rumah sakit berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan
yang menggunakannya sesuai dengan keoutuhan pasien dan
utilitas peralatan;

3) Mengisi data invenerisasi alat kesehatan pada ASPAK dengan
lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan
setempat;

4l Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan
yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan
dokumen anggaran pemeiiharaan bersumber APBD/BLUD,
sertifikat pengujian/kalibrasi, dan/ atau status kalibrasi pada
ASPAK;

5) Mengisi data terkini di aplikasi RS Online dengan lengkip, dan telah
dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi; dzur

6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki
kompetensi (tenaga medrs atau tenaga kesehaiarr lainnya) dalam
mengoperasionalkan a.lat.

g. Penguatan layanaa unggulan RS

1) Pernbangunan Layanan kanker
a) Ruang Lingkup

Pembangunan layanan unggulan kanker di rumah sakit urrtuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ungigulan kanker
di RS sesuai derrga.ri standar.

b) Persyaratan Urnurrr

(l) Memiliki izin operasional yang masih lierlaku;
(21 Menyiapkan sumber daya manusia rurnah sakit untuk

memenuhi pelayanan kanker sesuai standar yang berlaku;
(3) Menyediakan sarana pengganti sementara untuk

menrenuhi pelayanan RS sesuai standar di ruangan yang
direhabilitasi;
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(4) Mengisi data pada RS online dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi, oleh dinas kesehatan provinsi;

(5) Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat;

(6) Menyiapkan master plan pengembangan layanan unggulan
kanker di rumah sakit yang masih berlaku;

i7l Melampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari
dinas pekerjaan umum setempat; dan

(8) Persyaratan teknis pembangunan layanan unggulan kanker
RS harus mengacu pada Permenkes Nomor 24 tahun 2016
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Ta.hun 2009
tentang Pelayanan Radiologi, bahwa pelayanan Radiologi
terdiri dari Radiologi Diagnostik, Radioterapi, dan
Kedokteran Nuklir, serta Peraturan yang berlaku terkait
dengan RS.

2l Penyediaan Alat Kesehatan Layanan'Kanker
a) Ruang Lirrgkup

Penyediaan alat kesehatan layanan unggulan kanker di RS
untuk memenuhi kebutuhan alat Kesehatan layanan unggulan
kanker di RSUD provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan
standar yaitu peralatan di ruang radioterapi berupa Linear
Accelerator (LINAC), mesin Cobalt-61, Brakhiterapi, CT
Simulator, Alat Quality Control (QCI.

b) Persyaratan Umum

(1) Mengutamakan produk alat kesehatan daiam negeri;

(21 Mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan
unggulan kanker yang ada cii rumah sakit berdasarkan
masukan dari tenaga kesehatan yang menggunakannya
sesuai dengan kebutuhan pasien dan utilitas peralatan;

(3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK
dengan lengkan, dan telah dilakukan validasi oleh dinas
kesehatan setenlpat;

(4) Melakukan pemeiiharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Ha1 ini
dibuktikan dengan dokumen o.nggararr pemeliharaan
bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi,
dan/.atau status kalibra.si pada ASPAK;

(5) Mengisi data terkini di aplikasi RS Online dengan lengkap,
dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;
dan
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(6) Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki
kompetensi (tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya)
dalam mengoperasionalkan aiat), merupakan RS Rujukan
Nasional dan Provinsi yang memiliki tenaga Sp. Bedah
Onkologi, dan Sp.PA7 Sp. PD.KHOM/Sp.Rad.Onk.

Pembangunan Layanan kardiovascular

a) Ruang Lingkup

Penganggaran bangunan center of exceltent kardiovaskular pada
ruang/komplek pusat jantung terpadu untuk ruang pelayanan
kateterisasi yang terdiri atas ruang pra tindakan, ruang
tindakan, ruang paska tindakan dan ruang monitor.

Rumah sakit dapat mengajukan pembangunan layanan
kardiovaskular jika sudah memiliki:
(1) Satu dokter subspesialis jantung dan pembuluh darah/

dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan kardiologi
intervensi;

(21 Mempunyai paling sedikit satu orang dokter
Sp.JPl Sp.PD/ Sp.A/ Sp.S/ Sp.BTKV/ Sp.B(K)v/ sp.Bs/ Sp.R
ad.;

(3) Paling sedikit memiliki 3 (tiga) tenaga perawat terlatih
kateterisasi/intervensi atau yang sedang mengikuti
pelatihan;

(4) Memiliki perawat ICU; dan

(5) Memiliki fasiiitas ICU IICCU IICVCU/PICU/NICU.
b) Persyaratan Umum

(1) Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
(21 Merupakan rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskular

sesuai dengan KMK Nomor 7182 tahun 2020 tentang
Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular;

(3) Mendapat rekomendasi dari Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Pusat Jantung
Nasional;

(4) Terdapat rencafra strategis rumah sakit dalam
penyelenggaraan layanan unggulan yang mencakup
pemenuharl sumber daya manusia, sarana dan prasarana;

(5) Tersedianya pernyataaan kesanggupan Kepala Daerah atau
Direktur RS untuk memenuhi biaya pemeliharaan;

(6) Mengisi...
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(6) Mengisi data pada RS Online dengan lengkap dan telah
dilakuxan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;

(71 Mengisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat; dan

(8) Melampirkarr analisis komponen biaya pembangunan dari
dinas pekerjaan umum setempat.

4l Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Kardiovascular

a) Ruang Lingkup

Pengarrggaran penyediaan alat kesehatan layanan
kardiovaskular berupa cath lab, meja operasi, mesin ane$tesi
dan teart lung machine untuk menjadi. center of excellent
kardiovaskular sesuai dengan profil stratifikasi layanan
kardiovaskular pada rumah sakit tersebut.

(1) Alat kesehatan layanan kateterisasi

Rumah sakit dapat mengajukan pengadaan ca*r lab.lika
sudah memiliki:
(a) Satu dokter subspesialis jantung dan pernbuluh darah/

dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan kardiologi
intervensi;

(b) I\{empunyai paling sedikit satu orang dokter
Sp.JP/ Sp.PD/ Sp.A/ Sp.Si Sp.BTKV/ Sp.B(K)V/ Sp.BS/ S'' p.Rad.;

(c) Paling sedikit memiliki 3 (tiga) tenaga peraw'at terlatih
kateterisasi/ intervensi atau yang sedang merrgikuti
pelatrhan;

(d) Memiliki peiawat ICU; dan

(e) Memiliki tasilitas ICU/ICCU/ICVCU/PICU/NICU.
(21 Alat kesehatan layanan bedah jantung

S.rtrnah sakit dapat menga.jukan pengadaan meja operqsi,
mesin anestesi dan/atau heart lung machine jika sudah
memiliki:
(a) Dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular

pumawaktu;

(b) Dokter spesialis anestesi kardiovaskular atau dokter
spesialis arlestesi yang sedang mengikrrti pendidikan
atau akan mengikuti Pendidikan;
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(c) Dokter intensiuist atau spesialis dokter spesialis dengan
kualifikasi tambahan intensiuist atau dokter spesialis
yang sedang mengikuti pendidikan intensiuist atau
dokter spesialis yang akan mengikuti pendidikan
intensiuist;

(d) Perfusionis atau dokter umum/ perawat yang sedang
mengikuti pendidikan perfusionis atau dokter
umum/perawat yang akan mengikuti pendidikan
perfusionis;

(e) Perawat bedah atau pera',r'at yang sedang mengikrrti
pendidikan perawat bedah atau yang akan mengikuti
pendidikan perawat bedah; '

(f) Perawat anestesi atau perawat yang sedang mengikuti
pendidikan perawat anestesi atau perawat yang akan
mengikuti pendidikan perawat anestesi; atau

(g) Perawat ICU atau perawat yang sedang mengikuti
pendidikan perawat ICU atau perawat yang akan
mengikuti pendidikan perawat ICU.

Persyaratan Umnm

(1) Merrgutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;

(21 Merupakan rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskular
sesuai dengan KMK Nomor 7 182 tahun 2020 tentang
Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular;

(3) Mendapat rekornendasi dari Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita sebigai' Pusal Jantung
Nasiorral;

(4) Terdapat rencana strategis rumah sakit dalam
penyelenggaraan layanan unggulan yang mencakup
pemenuhan sumber daya m.anusia, sarana dan prasarana;

(5) Tersedianya ruangan dan prasarana penunjang untuk alat
yang rnembutuhkarr ruangan khusus;

(6) Tersedianya pernyataaan kesanggupan kepala daerah atau
Direktur RS untuk memenuhi biaya pemeliharaan;

(71 Tersedia.nya surat pernyataan kesediaan menerima hibah
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Jasa Medis yang
ditanda-tangani direktur rumah sakit;

(8) Mengisi data pada RS Online dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi; dan

SK No 131285 A

(9) Mengisi...



PRES]DEN
REPUBLIK INDONESIA

-71 -

(9) Mcngisi data pada ASPAK dengan lengkap dan telah
dilakukan validasi oleh dinas kesehatan setempat.

.5) Pembangunan Layanan Paru

a) Ruang Lingkup
Pembangunan gedung baru atau penambahan rLlangan atau
perbaikan ruangan di dalam gedung rumah sakit termasuk
sarana. dan prasarana.

b) Persyaratan Umum
(1) Memiliki Master Plan pengembangan rumah sakit yang

masih berlaku;
(21 Gedung/ruang tidak sesuai dengan standar;
(3) Gedung/ruang yang mengalami kerusakan. Kerusakan

bangunan dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas
pekerjaan umum daerah setempat;

(4) Sertifikat tanah sebagai bukti kepernilikan laha:r tempat
berdirinya rumah sakit;

(5) Melampirkan analisis komponen biaya pernbangunan dari
dinas peke{aan umum setempat;

(6) Pembangunan di lokasi arval (eksisting) dimungkinkan
antara lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak
berat yang disebabkan antara lain,oleh umur bangunan dan
bencana alam. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan
irengapusan bangunan (dennlishl harus memperhatikan
tata cara penghapusan bangunan sesuai ketencuan yang
berlaku; dan

(71 Apabila rr.elakukarr renovasi di gedung layanatr paru, maka
RS harus menyediakan tempat sementara untul: menjamin
pelayanan paru berjalan seperti biasa.

6) Penyediaarr lrlat Kesehatan Layanan Paru

a) Ruar.g Lingkup

Ruang Lingkup: pemenuhan alat kesehatan untuk dapat
memberikan layanan paru secara komprehensif sesuai
kompetensi RS dalam upaya mbnurunkan angka kesakitan, da.rt
kematian serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
paru bagi masyarakat.

b) Persyaratan Uinum
(1) Mengutamakan pr6duk alat kesehatan dalam rregeri;
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(21 Mengusulkan alat kesehatan unruk mendukung layanan
unggulan stroke berdasarkan level kemampuan pelayanan
stroke berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan yarrg
menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis pasien
dan utilitas peralatan;

(3) Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK
dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh Dinas
kesehatan setempat;

(4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini
dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan
bersumber APBD/BLUD, sertifikat penguj ian/ kalibrasi,
dan/atau status kalibrasi pada.ASPAK;

(5) Mengisi data terkini di aplikasi RS Online dengan lengkap,
dan telah dilakukan validasi oleh Dinas kesehatan Provinsi;
dan

(6) Memiliki Sumber daya manusia kesehhtan yang'kompeten
(tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam
mengoperasionalkan alat.

Pembangunan Layanan sfroke
a) Ruang Lingkup

Pembangunan gedung baru atau penambahan ruangan atau
perbaikan ruangan di dalam gedung rumah sakit termasuk
sarani dan prasarana.

b) Persyaratan Umum
(1) Memiliki Master Plan pengembangan nrmah sakit yang

masih berlaku;
(2) Gedung/ruang tidak sesuai dengan standar;
(3) Gedung/ruang- yang mengalami kerusakarr. Kerusakan

bangunan dibuktikan denga.n surat keterangan dari dinas
pekerjaan umum daerah setempat;

(4) Sertifikat tanah sebagai bukti kcpemilikan lahan tempat
.beirdirinya rumah sakit;

(5) IMelampirkan analisis komponen biaya pembangunan dari
dinas pekerjaan umum setempat;

(6) Pembangunan cii lokasi awal (eksisting) dimungkinkan
antara lain jika kondisi bangunan awal (eksisting) rusak
berat yang disebabkan antara lain oleh umur bangunan dan
bencana alarn. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan
pengapusan bangunan (demolishl harus rnemperhatikan
tata cara penghapusan ba gunan sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

SK No 131287A

(7)Apabita. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

(7) Apabila melakukan renovasi di gedung layanan stroke,
maka RS harus menyediak:ln tempat sementara untuk
menjamin pelayahan stroke berjalan seperti biasa.

8) Penyediaan Alat Kesehatan Layanan Stroke

a) Ruang Lingkup

Ruang Lingkup: pemenuhan alat kesehatan untrrk dapat
memberikan layanan stroke secara komprehensif sesuai
kompetensi RS dalam upaya nienurunkan angka kesakitan,
kecacatan dan kematian serta meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan stroke bagi masyarakat.

b) Persyaratan Umum

(1) Meng,.rtamakan produk alat liesehatan dalam negeri;

. (21 Mengusulka4 alat kesehatan untuk metrdukung layanan
unggulan stroke berdasarkan level kemanipuan pelayanan
stroke berdasarkan masukan dari terraga kesehatan yang
menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis pasien
dan utilitas peralatan;

(3) Mengisi data inventarisasi 'alat kesehatan pada ASPAK
dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dihas
kesehatan setempat;

(4) Melakukan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakari tahun sebelumnya. Hal ini
dibuktikan dengan dokumen ang€taran pemeliharaan
bersumber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi,
dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;

(5) Mengisi data.terkini di aplikasi RS Onlrne derrgan lengkap,
dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatan provinsi;
dan

(6) Ivlemiliki sumber daya r4anusia kesehatan yang kompeten
(teneiga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam
mengoperasionalkan alat.

9) Per.yediaan Aiat Kesehatan Layanan .QM dan Hipertensi
a) Ruang Lingkup

Pemenuhan alat kesehatan untuk dapat memberil<an layanan
Diabetes Meli.tus secara komprehensif sesuai kompetensi RS
dalam upaya menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan
kematian serta meningkatkan alises dan kualitas pel'.ayanan DM
bagi masyarakat.

b) Pe rsyaratarr Unrum
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Mengutamakan produk alat kesehatan dalam negeri;
Mengusulkan alat kesehatan untuk mendukung layanan
unggulan DM berdasarkan masukan dari tenaga kesehatan
yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan medis
pasien dan utilitas peralatan;
Mengisi data inventarisasi alat kesehatan pada ASPAK
dengan lengkap, dan telah dilakukan validasi oleh dinas
kesehatan setempat;
Melakukan pemeiiharaan, pengujian, dan kalibrasi alat
kesehatan yang telah diadakan tahun sebelumnya. Hal ini
dibuktikan dengan dokumen anggaran pemeliharaan
bersunrber APBD/BLUD, sertifikat pengujian/kalibrasi,
dan/atau status kalibrasi pada ASPAK;
Mengisi data terkini di aplikasi RS Orrline dengan lengkap,
dan telah dilakukan validasi oleh dinas kesehatarr provinsi;
dan
Memiliki sumber daya manusia kesehatan yang kompeten
(tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya) dalam
mengoperaslonalkan alat.

(3)

(41

(s)

(6)

h. Pembangunan RS
Pembangunan Rumah Sakit kelas D Pratanra meliputi pemenuhan
sarana, prasarana, dan alat kesehatzrn pada wilayah yang rnenjadi
prioritas Kementerian Kesehatan sesuai dengan kriteria pada Permenkes
14 Tahun 2O2l tentang Standar Kegiatan Llsaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
1) Persyaratan Umum

a) Adanya rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi berupa:
(1) .Jarak lokasi pembarrgunan Rumah Sakit D Pratama lebih

dari 3 jam menuju rumah sakit terdekat;
(21 Rasio tempat tidur dibarrdingkan dengan jumlah pen,Juduk

kurang dari 1 : 1000; dan
(3) Merupakan daerah tertirrggal, perbatasan dan kepulatra.n

(DTPK).

b) Adanya kajian kebutuhan Rumah Sakit D Pratama yang
ditanda-tangani oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten/ kota;

c) Pembangunan RS Pratama tidak diperbolehkan untuk
menyediakan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sudah
dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnva di lokasi yang
sama.

d) I(etentuarr Lokasi

(1) Pemerintah . . .
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(1) Pemerintah Daerah telah melakukan kajian masalatt
kesehatan, kebutuhan pelayairan kesehatan yang sesr..rai

dengan rencana tata ruang wilayah, bangunan dan
lingkungan daerah setempat;

@ Tersedianya sarana, prasarana transportasi umum yang
mudah diakses masyarakat; dan

(3) Dapat mencakup rujukan paling sedikit 3 (tiga) fasilitas
kesehatan tingkat pertama.

Ketentuan Lahan
(1) Memiliki surat pembebasan lahan atau sertifikat

tana.h/bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah, dan bila
perlu pembebasan dari hak tan-ah adat (budaya lokal);

@ Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, dan sudah dilakukan perataan, pema.datan dan
pematanBan;

(3) Kondisi lahan beLas dari pencemaran, banjir, rawan
longsor, dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan
dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum,
fasilitas pendidikan, daerah industri, dan area limbah' pabrik;

(4) Luas lahan untuk membangun bangunan Rumah Sakit
kelas D Pratama 30 TT dengan memperhatikan
ketersediaan lahan tambahan untuk potensi
pengembangan Rumah Sakit;. dan

(5) Bangurlan Rumah Sakit kelas D Pratama dianjurkan 1

(satu) lantai, bila diperlukan maksimal 2 (dca) lantai
dengan luas bangunan 3000 m2 dengan memperhatikan
ketcrsediaan anggaran.

Ketentuan Administrasi

(1) Surat pernyataan dari BupatilWalikota yang meliputi:
(a) Bersedia menyediakan Lahan dengan konclisi den luas

yang dipersyaratkan;

(h) Bersedia menyediakan SDM Kesehatan dan Non
Kesehatan untuk Operasional RS Pratama;

(c1 Beruedia menganggarkan Biaya Operasional RS
Pratama dari APBD;

(d) Bersedia rnengalokasikan anggaran dari APBD untuk
melengkapi kebutuhan peralatan yang tidak
teranggarkan dari APBN;

0
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(e) Bersedia memenuhi sarana prasarana lainnya bet'upa
Rumah Dinas Dokter dan Tenaga Kesehatan latnnya

. komunikasi, dan lainnya; dan

(f) Bersedia menyelesaikan fungsi bangunan dengan APBD
jika ternyata. pcmbangunan tidak selesai.

Penlngkatan kapasltas laboratorlum kesehatan daerah (Labkesdaf
menuJu standar BSL-2

1) Renovasi gedung Labkesda

Penambahan ruangan atau perbaikan ruangan-ruangan di dalam
gedung laboratorium Kesehatan Daerah menuju standar BSL-2,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Memiliki Master Plan pengembangan Labkesda yang masih
berlaku;

b) Gedung/ruang tidak scsuai dengan standar;

c) Gedung/ruang yang mengalami kerusakan. Kerusakan
bangunan dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas
pekerjaan umum daerah setempat;

d) Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan tempat
berdirinya labkesda;

e) Melampirkan analisa komponen biaya pembangunan dari dinas
pekerjaan umllm setempat;

f) Pembangunan di lokasi awal (eksisting) dimungkinkan antara
lain jika korrdrsi bangunan awal (eksisting) rusak berat yang

' disebabkan antara. lail oleh umur bangunan dan bencana
alam. Dalam pelaksanaannya jika diperlukan penghapusan
bangunan (deryLolishl harus memperhatikan tata cara
penghapusan barigunan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

g) Belum memiliki atau tidak sedang membangun ruang BSL-2.

2l Penyediaan alat Labkesda

Pemanfaatan DAK Fisik untuk penyediaan alat kesehatan
laboratorium kesehatan digunakan untuk labkesda yang belum
memiliki alat, kerusakan alat, atau mengganti alat yang tidak
berfungsi.

3) Prasarana

a) Penyediaan Instalasi Pengolahan Lirnbah Laboratorium
Kesehatan Daerali..

(1) Penyediaan Instalasi Pengoiahan Air Limbah Laboratorium

 
Kesehatan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Labkesda. . .
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(a) Labkesda maupun Pemerintah Daerah setempat waiib
menyediakan tenaga penanggung jawab operasional
IPAL Labkesda;

(b) Labkesda tersebut belum mempur,yai IPAL atau sudah
mempunyai IPAL tapi dalam kondisi rusak 80%.
Kategori rusak 807o adalah apabila pompa dan blower
rusak tidak bisa digunakan meskipun sudah diperbaiki,
container dan perpipaan bocor. Hal tersebut dibuktikan
dengan surat pernyataan kepala dinas kesehatan dan
diketahui oleh dinas pekerjaarr umum setempat, serta
dilampirkan foto kondisi IPAL;

(Q Mempunyai lahan siap .bangun, lahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan
perataan, pemadatan dan pematangan tanah:

(Q Perhitungan pengadaan IPAL dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan, pertimbangan operasional, serta
kondisi dan letak geografis/ topografi daerah;

(e) Effluent air limbah yang keluar dari instalasi tersebut
Larus dapat memenrrhi Peratur'an Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
Limbah; Lampiran XLIV:'Baku Mutu Air Limbah Bagi
Usaha Dan/Atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau peraturan daerah setempat;

Garansi IPAL rninimal 1 (satu) tahun;

Garansi purna jual IPAL minimal 5 (linn) tahun;

Penyedia jasa rvajib melakukan pelatiharl pengoperasian
dan penreliharaan IPAL bagi petugas Labkesda;

Fenyedia jasa wajib rnemberikpn Standar Operasional
Prcsedur (SOP);

f) Labkesda wajib mengurus izin operasional IPAL (izrn
pembrrangan limbah cair') ke dinas yang menan$ani
lingkungan hidup daerah setempat sesuai dengan
peraturan yang lrerlaku; dan

[$ Labkepda yang rnenghasilkan limbah cair -atau limbah
padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif,
pengelolaairnya dilakukan sesuai lietentuan BATAN
(tidak dinlasukkan ke IPAL).

6

@

t')

0
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(21 Penyediaan tempat/ruangan penyimpanan sementara
limbah 83
Setiap Labkesda harus melakukan pemilahan limbah 83
sebelum dilakukan penyimpanan. Labkesda wajib
melakukan pemilahan Limbah Padat E}3 berdasarkan jenis,
kelompok, dan/atau karakteristik Limbah El3; dan
mewadahi Limbah El3 sesuai kelompok Limbah E}3. Limbah
83 yang dengan kategori infeksius; benda tajam, patologis
dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah paling lama
2 (dua) hari pada temperatur lebih besar dari 0 derajat
celcius atau 90 hari pada temperatur sama dengan atau
lebih kecil dari O derajat celsius.
Limbah Et3 yang dengan kategori bahan kimia kadaluwarsa
atau sisa kemasan, bahan radioaktif, farmasi, sitotoksik,
peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat
tinggi dan tabung gas atau container bertekanan dapat
disimpan di tempat penyimpanan limbah paling lama 90
hari untuk limbah E}3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per
hari atau lebih dari 180 hari untuk limbah 83 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah 83
kategori 1.

TPS E}3 digunakan untuk penyimpanan sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Labkesda sebelum
dilakukan pengangkutan limbah 83, pengolahan limbah
El3, atau penimbunan limbah E}3 dengan ketentuan sebagai
berikut:
(a) Limbah 83 nreliputi limbah dengan t<arakteristik

infeksius: benda tajam, patologis, bahan kimia
kedaluwarsa atau sisa kemasan, bahan radioaktif,
farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki
kandungan logam .berat tinggi dan tabung gas atau
container bertekanan; dan

(b) Perhitungan terhadap pembangunan TPS Limbah E}3
(Infeksius) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan,
pertimbangan operasional dan dampak terhadap
lingkungan hidup.

(3) lleezer/ Cold storage

Untuk kegiatan penyimpanan limbah infeksius lebih dari 2
kali 24 jam, Puskesmas wajib memiliki fasilitas pendingin
(cold storagel dengan temperatur sama dengan atau lebih
kecil dari 0 derajat celsius, dengan ketentuan sebagai
berikut:
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(a) Puskesmas belum menrpunyai freezer/ cold storage
untuk limbah El3 atau sudah memiliki namun dalam
kondisi msak;

(b) Pengadaan kebutuhan freezer/ cold storoge dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan dan dengan
mempertimbangkan operasional dan pemeliharaan; dan

(c) Garansi purna jual minimal 1 tahun.
b) Prasarana. air bersih

Untuk pembangunan prasarana air bersih mengacu pada
peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih.
Pembangunan prasarana air bersih dapat berupa pembangunan
instalasi suplai air bersih (sumur, mata air, atau badan air) dan
instalasi pengolhhan arr bersih. Instalasi air bersih sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan
Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi,
Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum, dengan
ketentuau sebagai berikut:
(1) Labkesda belum mempunyai prasarana air bersih atau

sudah mempunyai prasarana. air bersih namun dalam
kondisi rusak;

(21 Bagi Labkesda yang sudah memiliki, namun dalam konclisi
rusak didukung dengan surat pernyataan ke6iala dinas
kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan kepala dinas
teknis PU' setempat;

(3) Mempunyai lahan siap bangun, Iahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan
perataan, pemadatan dan pematangan tanah;

(4) Pertritungan pengadaan prasarana air bersih diiakukan
berdasarkan analisis kebutuhan, pertimbangan
operasional, serta konciisi dan letak geogralis/topografi
daerah;

(5) Prasarana air bersih Labkesda harus memenuhi
persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk
Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renarrg, Solus per Aqua,
dan Pemandian Umum;
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(6) Dapat mengalokasikan dana penunjang untuk biaya
konsultan perencana dan pengawas dalam penyediaan
prasarana air bersih;

(71 Garansi peralatan prasarana air bersih minimal 1 (satu)
tahun;

(8) Garansi purna jual prasarana air bersih minimal S (lima)
tahun;

(9) Penyedia jasa wajib melakukan pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan bagi petugas Labkesda; dan

(10) Penyedia jasa wajib memberikan Standar Operasional
Prosedur (SOP).

Subbtdang Kefarmasiaa

a. Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

1) Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer
a) Penyediaan obat didasarkan pada perencanaan terpadu melalui

sistem e-monev obat;

b) Penggunaan DAK Fisik regular bidang kesehatan subbidang
kefarmasian diutamakan untuk penyediaan obat terutama obat
generik dan vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin program
nasional); dan

c) Dalam hal terjadi kekurangan obat (selain obat gizi dan KIA) dan
vaksin program kementerian kesehatan dan/ atau pada saat' terjadi bencarra/ Kejadian Luar Biasa (KLB) jrang ditetapkan oleh
Kepala Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan
tersebut.

2l Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer
a) Penyediaan BMHP didasarkan pada perencanaan terpadu;
b) Penggrnaan DAK Fisik regr.r.lar bidang kesehatan subbidang

kefarmasian untuk penyediaan BMHP bagi pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas; dan

c) Dalam hal terjadi kekurangan reagensia dan BMHP program
Kementerian Kesehatan dan/atau pada saar terjadi
bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan cleh Kepala
Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan
tersebut.

3) Penyediaan cbat program kesehatan ibu
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a) Persyaratan Umum

Penyediaan obat program kesehatan ibu didasarkan pada
perencanaan terpadu rrrelalui sistem e-monev obat.

b) Persyaratan Teknis

(1) Penyediaan obat program kesehatan ibu dihitung
berdasarkan jumlah sasaran ibu bersalin, yang dituangkan
dalam berita acara Rencana Kebutuhan Obat Program
(RoP);

(21 Penyediaan obat program kesehatan ibu ditakukan oleh
dinas kesehatan provinsi dengan mengacu kepada rencana
kebutrrhan obat seluruh kabupaten/kota;

(3) Dinas kesehatan Provinsi menyusun rencana kebutuhan
obat sesnai berita acara yang ditandatangani oleh pengelola
program kesehatan ibu dan anak serta petugas farmasi di
dinas kesehatan provinsi dan diketahui kepala dinas
kesehatan provinsi; dan

(41 Dinas kesehatan provinsi mernbuat surat pernyataan
kesanggupan pelaksanaan pekeriaan yang ditandatangani

. oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan diketahui oleh
gubernur serta surat pernyataan penyediaan obat yarrg
ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi.

4l Penyediaan obat program kesehatan anak
a) Persyaratan Umum

Penyediaan obat program kesehatan anak didasarkan pada
perencanaan terpttdu melalui sistem e-monev obat.

b) Persyaratan Teknis

(1) Peny'ediaan obat prograrn kesehatan anak clihitung
berdasarkan jumlah sasaran bayi baru lahir yang
dituangkan dalam berita acara Rencana Kebutuhan Obat
Program (ROP);

(21 Penyediaan obat program kesehatan anak dilakukan oleh
Dinas kesehatan Provinsi dengan mengacu kepada rencana
kebutuhan obat seluruh Kabupaten/k6ta;

(3) Dinas kesehatan Provinsi men5rusun rencana kebutuhan
obat sesuai' jenis obat dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Pengelola program kesehatan ibu dan
anak serta petugas farrnasi di clinas kesehatan provinsi dan
diketahui kipali dinas kesehatan provinsi; dan

4) Dinas . ...
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(41 Dinas kesehatan provinsi membuat surat pernyataan
kesanggrrpan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani
oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan diketahui oleh
gubernur serta surat pernyataan penyediaan obat yang
ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi.

5) Penyediaan obat program kesehatan gizi

a) Persyaratan Umum

Penyediaan obat program kesehatan gizi didasarkan pada
perencanaan terpadu melalui sistem e-rnonev obat.

b) Persyaratan Teknis

(1) Penyediaan obat program kesehatan gizi dihitung
berdasarkan jumlah sasaran bayi, balita, rpmaja putri, ibu
hamil, dan ibu nifas, yang dituangkan dalam berita acara
Rencana Kebutuhan Obat Program (ROP);

(21 Penyediaan obat program kesehatan gizi dilakukan oleh
dinas kesehatan provinsi dengan mengacu kepada rencana
kebutuhan obat seluruh Kabupaten/ kota;

(3) Dinas kesehatan provinsi menyusun rencana kebutuhan
obat sesuai jenis obat dalam berita acara yang
ditandatangani oleh pengelola program kesehatan gizi serta
petugas farmasi di dinas kesehatan provinsi dan diketahui
kepala dinas kesehatan provinsi; dan

(4) Dinas kesehatan. provinsi membuat surat .pernyataan
kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani
oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan diketahui oleh
gubernur serta surat pernyataan penyediaan obat yang
ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan provinsi.

2,1.6.2. Ketentuan Teknls
Persyaratan lainnya tentang pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan akrrn
diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

2.t.6. nllalan KlnerJa Pelaksanaan Keglatan

OUTPUT
Meningkatkan kualitas dan
akses pelayanan kesehatan
ibu hamil, melahirkan, dan
nifas

Meningkatkan SPA sesuai standar di
200 RS Mampu PONEK dan 2.000
Puskesmas Mampu PONED

1
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1. Meningkatkan ketersediaan BHP dan
alat pencegahan dan pengendalian
penyakit menular di 442
Kabupaten/kota

2. Meninqkatkan ketersediaan BMHP
Gula Darah di 508 Kabupaten/kota
dan alat deteksi dini penyakit tidak
menular di 1 17 Kabupaten/ kota

1. Membangun Puskesrnas baru di 72
Kecamatan

2. Meningkatkan SPA Puskesmas sesuai
standar di 4.741 Puskesmas

3. Meningkatkan SPA RS Daerah sesuai
standar di 863 RS Daerah

o

Meningkatkan akses
kualitas *ryply
pela) anan kesehatan

dan
Side

2. Meningkatkan pemerruhan prasarana
PSC 119 di 264 Kabupaten/kota

3. Menyediakan alat Telekonsultasi
di 4.180 Puskesmas

4. Menyediakan UTD di 16
Kabupaten/ kota yang belum memiliki
UTD

Mempercepat intervensi
penurunan prevalensi balita
stunting

1. Memenuhi kebutuhan makanan
tambahan bagi 856.485 ibu hamil
kurang energi kronis dan 1.039.575
balita kurus (gizi kurang) di 34
Provinsi

2. Meningkatkan ketersediaan alat
antropometri di 472 Kabupaten/ kota
(9.636) Puskesmas

3. Meningkatkan ketersediaan a.lat
sanitarian kit di 308 Kabupaten/kota
(6.109 Puskesmas) dan alat kesling kit
di 749 Dinas kesehatan
Kabupaten/kota
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2.2. Subbtdang Keluarga Berencaaa
2.2.1.

2.2.L.L. Arah Keb[akan
l. Kebijakan Tahun 2022

a. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon
pengantin, Pasangan Usia Subur (pUS), ibu hamil dan melahirkan
melalui pemenuhan standar sarana prasararia dan alat kesehatan (SpA)
di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensl
Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu pelayanan Obstetri
lleonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan
penunjangnya;

b. Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi
intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hainil dan balita serta
penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan; dan

c. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam
penguatan ketahanan kesehatan penguatan promotif, Sireventif, dan
pemenuhan supply srde pelayanan kesehatan.

4. Meningkatkan ketersediaan layanan
unggulan RS menuju center of
excellene
- 29 RS Layanan Kardiovaskular
- 7 RS Layanan Paru
- 4 RS Layanan Kanker
- 5 RS Layanan Stroke
- 7 RS Layanan DM dan Hipertensi

5. Meningkatkan ketersediaan obat dan
BMHP sesuai standar di 9.340
Puskesmas

6. Menyediakan RS Pratama di 34
daerah sulit dan sangat sulit akses

7. Memenuhi sarana prasarana dan alat
di 144 laboratorium kesehatan daerah
(Labkesda) menuju standar BSL-2
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2. Kebijakan Keluarga Berencar, a

Untuk mendukung RPJMN 2O2O-2O24 melalui program prioritas nasional
maka DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk
meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon
pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) serta akses pelayanan penunjangnya
melalui:

a. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
b. Peningkatan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP);

c. Peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program
Bangga Kencana di lini lapangan;

d. Perrianfatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah
kecamatan untuk perencanan pembangunarr semua bidang
pembangunan; dan

e. Mempercepat penurunan prevalensi balita sfunting melalui optimalisasi
intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta
penguatari surveilans gizi, edukasi clan pengasuhan.

2.2.L.L. \iuan dan Sasaran

Secara umum DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana diberikan untuk
mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) dalam rangka tercapainya TF'R 2,21 pada tahun
2022 menjadi 2,1 pada ta}:lun 2024, meningkatkan angka prevalensi
kontrasepsi modern (mCPR), 62,16 persen pada 2O2l menladi 62,54 persen
pada 2022, menurunkan angka kelahiran menurut umur atau Age Specific
Ferlilitg Rate (ASFR), 24 kelahiran per 1000 wanita Usia Subur pada kelompok
usia antara 15 ,19 tahun 2021 menjadi 21 kelahiran per 1000 wanita Usia Subur
pada kelompok usia antara 15-19 tahun 2022, menurunkan kebutuhan KB
modern yang ticiak terpenuhi (unmet needl, 8,3O persen pada 2O2l menjadi 8
persen pada 2022 dengan memenuhi sarana dan prasarana dari DAK Fisik
Reguler antara lain:

1. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan KB bagi Rumah Sakit, F asilitas
Kesehatan KB;

2. Penyediaan Sarana Transportasi KB Bagi OPD KB Kabupaten clAn Kota;
3. Penyediaan Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan. KB bagi balai

penyuluhan KB tingkat kecamatan; dan

4. Penyediaan Sarana Percepatan PenururrArr Sfinting bagi desa lokus stunfing
di kabupaten. dan kota.
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2.2.1.2.

Ruang lingkup kegiatan program prioritas dirancang untuk mendukung
pencapaian prioritas nasional pembangunan kependudukan dan KB yang
ditetapkan dalam RKP tatrun 2022 dan jangka menengah dalam RPJMN tahun
2O2O-2O24 meliputi :

1. Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB dengan kegiatan:

a. Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit;
b. Pengadaan Minilaparotomtl Tubectomg Set,

c. Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor; dan
d. Pengadaan Pembangunan/Alih Fungsi/Rehab/Kelengkapan Gudang

. Alokun.

2. Meningkatnya Dukungan Sarana Transportasi KB dengan kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan jemput antar akseptor/pendampingan keluarga
stunting (roda empat atau lebih);

b. Pengadaan Kendaraan jemput antar akseptor/ pendampingan keluarga
stunting (roda dua); dan

c. Pengadaan Kehdaraan jemput antar akseptor/pendampingan keluarga
stunting (kendaraan air).

3. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB di Batai
Penyulirhan KB dengan kegiatan:

a. Pengadaan Sarana Prasarana SIGA (Personal Computef; dan
b. Pengadaan Pembangunan/Alih Fungsi/Rehab/Kelengkapan Balai

Penyuluhan.

4. Menu Dukungan Sarana Percepatan Penurunan,Stunting dengan kegiatan:

l. Pengadaan BKB Kit Stunttng; dan
2. Pengadaan Kit Siap Nikah.

2.2.1.3. Deskrlpsl Menu Keglatan
1. Menu sarana dan prasarana pelayanan KB dengan kegiatan :

a. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit
1) Pengertian

VTP Kit adalah kebutuhan set vasektomi tanpa pisau yang
digunakan untuk operasi VTP sesuai standar WHO dengan
menggunakan rnetode "Li'.
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2l Kriteria Sasaran

Kriteria Sasaran: penyediaarr sarana penunjang pelayanan KB yaitu
Fasilitas Kesehatan (faskes) dan jaringan/jejaringnya yang melayani
vasektomi dan teregister dalam sistem informasi manajemen Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

a) Setiap Fasilitas Kesehatan minimal mendapatkan masing-
masing satu VTP Kit;

b) Fasilitas Kesehatan serta jejarir.g a.tau jaringannya yang belum
memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa VTP Kit atau

. yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi
rusak/tidak layak pa[<ai yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari prmpinan Fasilitas Kesehatan;

c) Setiap Fasilitas Kesehatan serta jejaring atau jaringannya wajib
menjaga kualitas VTP; dan

d) Kepala OPD KB Kabupaten/ kota menyatakan bersedia
menyiapkan tim vasektomi di wilayahnya.

b. Minilaparotomi / TilbectomA set

I) Pengertian

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi minilaparotomi/
tubectomg sef diperuntukkan bagi tenaga kesehatarr untuk
melakukan prosedur sterilisasi wanita (tubectomAil di rumah sakit.

2l Kriteria Sasaran

Rumah Sakit yang lrremberikan pelayanan KB Metode Operasi
Wanita (MOW) dan teregister dalam Sistem Informasi Manpjemen
(SIM) Badan F ependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

a) Setiap Rumah Sakit minimal mendapatkan 1 (satu) set
minilaparotom r / tube ctomg serta waj ib menj aga kualitasnya;

b) Rumah Sakit yang sudah memiliki minilaparotomi/tubectomg
set tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Rumah
Sakit; dan

c) Wajib menyediakdn surat pernyataan pimpinan faskes untuk
. penyediaan dana operasional darr Jiemeliharaan.

c. Laparoskopi dengan kamera dan monitor
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I) Pengertian

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi laparoskopi dengan
kamera dan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam
melakukan Metode Operasi Wanita (MOW) dengan metode
laparoskopi di rumah sakit.

2l Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan
paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria:

a) Rumah Sakit telah teregister dalam sis:tem informasi manajemen
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b) Memiliki komitmen memberikan pelayanan tubectomg;

c) Memperhatik:rn ketersediaan dan kapasitas, tim pel+yanan yang
kompeten (dokter obgrn, anestesi, perawat), ketersediaan gas
CO2 dan BMHP;

d) Bersedia menyediakan anggaran pemeliharaan alat laparoskopi;

e). Wajib meiakukan kalibrasi secara periodik; dan

f) piprioritaskan bagi rumah sakit sebagai tempat pendidikan,
pelatihan medis teknis pelayanan T\rbectomy, tempat penelitian
dari pengembangan pelayanan kontrasepsi, minimal
mendapatkan masing masing 1 (satu) set laparoskopi dengan
kamera dan monitor.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

a) Fasilitas Kesehatan dengan klasifikasi peiayanan KB sempurna
dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria belum memiliki
sarana penunjang pelayanan KB berupa Laparoskopi denghn
kamera dan monitor atau yang slldah glemiliki sarana tersebut
tetapi daiam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pimpinaa rumah sakit; dan

b) Wajib menyediakan surat pernyataan Kepala Daerah untuk
penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta
penyediaan tenaga medis operator Laparoskopi.

d. Pembangunan/Alih firngsi/Rehabilitasi Gudang Aiat dan Obat
Kontrasepsi

l) Pengertian

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi ddalah bangunan yang
digrrnakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana
penunjang pclayanan kontrasepsi.
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2l Kriteria Sasaran

Dinas/Badan Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (OPD-KB).

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:

a) Setiap OPD-KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu)
unit gudang Alokon;

b) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang
ditunjuk, disarankan telah dilatrh manajemen logistik dan
diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;

c) Untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis diatur
dalam Peratura-n Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

d) Alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk
memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya; dan

e) Apabila diperlukan untuk peirgamanan, pendanaan DAK dapat
digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau
jendela.

Menu dukungin sarana transportasi KB dengan kegiatan:

a. Kendaraan jemput antar calon akseptor atau akseptor serta
pendampingan keluaiga stunting'(roda empat atau lebih).

1) Pengertian

Kendaraan Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor
roda 4 atau lebih yang difungsikan sebagai alat tranpportasi untuk
mengangkut, para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari
tempat akseptor menuju lokasi tempat peiayanan KB terutama. di
witayah yangjauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan
KB Bergerak dan sebaliknya.

2l Kriteria Sasaran
' a) OPDKB Kabupaten/kota yang belum memiliki kendaraan roda

empat jemput-antar cakrn akseptor; dan

b) OPDKB Kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional
dan pemeliharaan.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap OPDKB Kabupaten/kota hanya mendapatkan 1 (satu) unit
kendaraan roda empat jemput-antar, . peserta KB dari DAK
Subbidang kB.

2
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b. Kendaraan jemput antar calon akseptor atau akseptor serta
pendampingan keluarga stunting iroda dua)

1) Pengertian

Pengadaan sepeda motor bagi petugas bangga kerrcana di lini
Iapangan adalah unit sepeda motor roda 2 yang digunakan dengan
tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam
melaksanakan tugas sebagai petugas program bangga kencana di
lini iapangan.

2l Kriteria Sasaran

Sasaran yang mendapatkan sepeda motor adalah OPD KB' Kabupaten/kota. dengan menghitung berapa jumlah, Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB'Non ASN/Kepala UPT KB Tingkat
Kecamatan/ Pengendali Petugas KB, yaitu:

a) Penyuluh KB

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Aparatur Sipil
Negara dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak sccara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,
penggerakan, pelayanan, evaluasi darr pengembangan Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana.

b) Petugas Lapangan KB ASN

Petugas Lapangan Kelu.arga Berencana (PLKB) adalah ASN yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
penyuluha.n, penggerakan, pencatatan dan pelaporan serta
monitoring evaluasi Program Pembangunan Keluaiga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan.

c) Petugas Lapangan KB Non ASN
Petugas Lapangan Keluarga Birencana (PLKB) Non ASN adalah
seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk
melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pencatatan dan
pelaporan serta monitoring evaluasi Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini
lapangan. Di beberapa rvilayah penyebutan PLKB Non ASN
dengan istilah PLKB Kontrak, Tenaga Penggerak Desa, PLKB
Honorer, Tenaga Lapangan KB dan iairinya.

d) Kepala. . .
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d) Kepala UPT KB Tingkat Kecamatan/ Pengendali Petugas
KB/ Koordinator KB Kecamatan
Kepala UPT KB tingkat Kecamatan/ Pengendali Petugas
Lapangan Keluarga Berencana adalah pegawai negeri sipil
dengan jabatan struktural/fungsional yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan program bangga kencana di tingkat
kecamatan.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
a) Prioritas diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

dan/atau Petugas Lapangan Kehrarga Berencana (PLKB) Non
PNS berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua;

b) Apabila kendaraan bermotor roda, dua sudah terpenuhi kepada
seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS, maka
Kendaraan bermotor roda dua dapat diberikan kepada Kepala
UPT. KB tingkat kecamatan/ pengendali petugas lapangan
keluarga berencana sejumlah I (satu) unit;

c) Petu€{as Program Bangga Kencana Lini Lapangan yang pemah
mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapi kondisinya
sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diper baiki
harus diadakan proses penghapusan barang milik negara dan
diperboiehkan untuk dapat diberikan I (satu) unit Kendaraan
bermotor roda dua;

d) Kendaraan bermotor roda dua yang bersumber dari DAK
Subbidang KB harus diserahkan kembali kepada OpD KB
kabupaten/kota, apabila PKB/PLKB darr KA. UPf
dialihtugaskan ke instansi lain dan/atau merrrasuki masa
pensiun/wafat; dan

e) OPD KB kabupaten/kota wajib menyediakan dana operasional
dan pemeliharaannya.

Kendaraan jemput antar calon .akseptor atau akseptor 3erta
pendampingan keluarga stunting (kendaraan air)
1) Pengertian

Pengadaan kendaraan air jemput-antar akseptor/ Peserta KB adalah
kendaraan yang diperuntukkan bagi para Calon Peserta KB dan
Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses. dan kualitas
pelayanan KB.
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2l Kriteria Sasaran
OPD-KB kabupaten/kota yang belum memiliki kendaraan
air jemput-antar calon akseptor/ Peserta KB yang wilayahnya
termasuk wilayah perairan.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan:
a) OPD KB kabupate n lkota wajib menyediakan dana operasional

dan pemeliharaannya; dan
b) Setiap OPD KB kabupaten/kota hanya mendapatkan satu unit

kendaraan jemput-antar peserta KB.
3. Menu Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB dengan kegiatan :

a. Sarana Prasarana Sistem Informasi Keluarga/SIGA (Personal Computer)
1) Pengertian

Personal Computer All In One adalah komputer dengan komponen
CPU yang sudah tertanam langsung di layar monitor sehingga

' menghasilkan ukuran yang ringkas.
Printer All In One adalah mesin cetak dokumen multifungsi yang
tidak hanya bisa dipakai untuk mencetak, tetapi juga memindai dan
menyalin (scan and copg) dokumen.

2\ Kriteria Sasaran
Penyediaan sarana prasarana SIGA yaitu pada Balai Penyuluhan
KB di setiap kecamatan atau bangunan yang difungsikan sebagai
balai penyuluhan KB sesuai dengan atuian yang berlaku yang
berada di wilayah kecamatan pada kabupaten/kota yang masuk
dalam sistem laporan DAK Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Balai penyuluhan, KB yang belum terpenuhi atau dapat melakukan
peremajaaan sarana prasarana SIGA sesuai dengan kebutuhan
jumlah pengolah data SIGA di balai penyuluhan. Peremajaan
perangkat Personal Computer yang sudah ada dapat dilakukan jika
merupakan pengadaan dibawah tahun 2019.

b. Pemban.gunan/Alih Fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB
1) Pengertian

Balai Peny'uluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah
kecamatan berfungsi sebagai pusat pengendali operasional lini
lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi Ka. UPT
KB/Koordinator KB Kecamatan, PKB/PLKB dalam beraktivitas
merencanakan, rnelaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan
pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, Institusi
Masyarakat Pedesaan,/ Pbrkotaan (IMP) dan mitra kerja) dalam
operasional program bangga kencana tingkat kecahatan.

2) Kriteria. . .
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2l Kriteria Sasaran
a) Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/Koordinator KB

kecamatan;
b) Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka. UPT/Koordinator

KB kecamatan;
c) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk

pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah
jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai
ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau
tidak dalam proses peradilan; dan

d) Pemilihan lokasi disarankarr dibangurr di dekat area kantor
kecamatan.

3) Standar Penrenuhan Kebutuhan
Setiap kecamatan 1 (satu) balai penyuluhan KB.

4. Menu Sarana Prasarana Penurunan Sfunting dengan kegiatan :

a. Pengadaan BKB Kit Stunting
1) Pengertian

BKB Kit Stunting merupakan sarana penyuluhan/alat bantu
penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif
dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan
kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang
mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan
Baduta untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting.

2l Kriteria Sasaran
a) Kelompok BKB yang berada di wilayah lokus stunting yang' sudah ditetapran oleh pemerintah daerah;
b) Penerirna BKB Kit wajib melampirkan dokumen SK

pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang paling rendah kepala desa; dan

c) Penerima BKB Kit wajib melampirkan SK Penerima yang
ditandangani oleh pejabat daerah setempat/Kepala . Dinas
OPDKB.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan
Wilayah sasaran shtnting yaitu desa/kelurahan yang merupakan
bagian dari 514 Kabupaten/ kota wilayah sasaran stunting.
desa/kelurahan mendapatkan pendistribusian I (satu) paket BKB
Kit Stunting yang diserahkan kepada Kelompok BKB.
Desa/kelurahan vang memiliki Kelompok BKB lebih dan I (satu),
penggunaan BKB Kit dilakukan secara bergantian sesuai jadwal.
Jadwal disusurr dar\ dikoordinasikan oleh PerrS'uluh KB (pKB),
petugas lapangan KB (PLKB), dan/atau kader BKB.
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Penyusunan jadwal memprioritaskan kelompok BKB yang memiliki
lebih banyak jumlah keluarga dengan Baduta. Untuk pengadaan
BKB Kit Stunting harus diadakan secara utuh sesuai dengan isi dari
BKB Kit yang tercantum dalam petunjuk teknis ini.

b. Kit Siap Nikah

l) Pengertian

Kit Siap Nikah adalah media komunikasi, intbrmasi, dan edukasi
pada program PKBR di PIK Remaja dalam upaya memberikan
pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegah an sfunting bagi
calon pasangan usia subur.

2l Kriteria Sasaran :

Sasaran Kit Siap Nikah ini adalah PIK Remaja dengan kriteria:

a) Berada di wilayah lokus stunting;

b) lUajib melampirkan dokumen SK Pembentukan PIK Remaja
Jalur Masyarakat oleh pejabat berwenang paling rendah
setingkat kepala desa dan PIK Remaja Jalur Pendidikan paling
rendah setingkat kepala sekolah; dan

c) Adanya aktivitas atau kegiatan rutin (diskusi/ sharing
inlbrmasi/pendidikan/aktivitas inovatif,/konseling, dan lain-lain
yang mdrupakan/masuk dalam kegiatan yang mencakup
program PIK Remaja) di kelompok PIK Remaja penerima Kit Siap
Nikah.

4.2.L.L. Krlteria Lokasi Prlorltas
Lokasi sasaran target prioritas penggarapan Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/kota penerima DAK
Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencarra Tahun Anggaran 2022 DAK Sub
Bidang KB diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan dan pelaya.rran Keluarga Berencana serta kesehatan reproduksi
terutama untuk menmgkatkan pemeratan pelayanan kesehatan, penyediaan
sarana prasarana pelayanan dan sarana prasarana penyuluhan KB yang.
bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat di pusat pelayanan kesehatan
tingkat kabupaten dan kota terutama bagi Daerah Tertinggal, Perbatasan darr
Kepulauan (DTPK) termasuk daerah transmigrasi. Deirgan demikian
masyarakat dapat secara langsung menerima manfaat dari DAK Subbidang KB.

4.2.1.2. Tata. . .
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4.2.1.2. Tata Cara Pelaksanaan Keglatan

I . Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pengelola kegiatan DAK Subbidang KB tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

a. Pelaporan dan pemantauan DAK Sub Bidang KB dilakukan secara
berjenjang menyangkut persiapan, pelaksanaan sampai dengan
distribusi di masing-masing kabupaten dan kota;

b. Kepala OPD-KB Kabupaten dan kota melaporkan perkembangan
pelaksanaan DAK Subbidang KB kepada Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiorral Provinsi dan ke Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.q. Sekretaris
Utama;

c. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasronal Provinsi membuat rekapitulasi dan melaporkan ke Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.g. Sekretaris
tltama. Untuk melihat efektivitas dan elisiensi pelaksanaan DAK
Subidang KB dilakukan pEmantauan dan evaluasi oleh komponen
terkait di masing-rrrasing tingkatan wilayah;

d. Sekretaris Utama Badan Kependrrdukan dan Keluarga Berencana
Nasional Pusat melletapkan Tim Pelaporan, .Perrrantauan, dan Evaluasi
DAK Subbidang KB Tingkat Pusat; dan

e. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi menetapkan Tim Pelaporan, Pemantauan, dan
Evaluasi DAK Subbidang KB Tingkat Provinsi.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. fahap Perencanaan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan
melakukan fertemuan para pihak untuk mer4bahas usulan program
dan kegiatan DAK Subbidang KB, OPD-KB Kabupaten dan Kota
mengusulkan DAK Subbidang KB melalui aplikasi KRISNA Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan sinkronisasi dan
harmonisasi usulan DAK Subbidang KB dan pada tahap akhir dilakukan
pe.nilaian final oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional.

b.Tahap...
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b. Tahap Pelaksanaan

Setelah pagu anggaran DAK resmi disampaikan dengan terbitnya
Peraturan Presiden, OPD KB Kabupaten dan Kota membuat rencana
kegiatan dalam aplikasi KRISNA Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan disetujui oleh Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. Pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam
rencana kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya OPD KB
kabupaten dan kota.

c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

1) Mekanisme pelaporan DAK Subbidang KB tingkat pusat, provinsi
dan kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:
a) Pelaporan dan pemantauan DAK Subbidang KB dilakukan

secara berjenjang menyangkut persiapan, pelaksanaan sampai
dengan distribusi di masing-masing kabupaten dan kota;

b) Kepala OPD-KB Kapupaten dan kota melaporkan
perkembangan pelaksanaan DAK Subbidang KB kepada Kepala
Badan Kependr.ldukan dan Keluarga Bererrcana Nasional
Provinsi dan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Pusat c.q. Sekretaris Utama; dan

c) Berdasarkan laporan Kepala OPD-KB, Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
membuat rekapitulasi dan melaporkan ke Badan
Keperrdudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat c.q.
Sekretaris Utama. Untuk melihat efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan DAK Subbidang KB dilakukan pemantauan dan
evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan
wilayah.

4.2.1.3. Penilaian KlnerJa Pelaksanaan Kegiatan
I. la.poran realisasi penggunaan keuangan.DAK Fisik Sub Bidang KB

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan redlisasi
penggunaan keuangan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran
2022 melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan
kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aptikasi Sistem pelaporan,
perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.

2. Laporan . . .
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2. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi
pembangunan/ pengadaan fisik kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB
Tahrrn Anggaran 2022 melalui sistem aplikasi Kementerian Keuangan
Repubiik Indonesia dan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi
Sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi (Morena) Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

3. Indikator kinerja diukur berdasarkan

a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

1) Triwulan 1 : >25 o/o

2l Triwulan II : >50%

3) Triwulan lll ; >7 5o/o

4l Triwulan IV: >95%

b. Pembangunan/ Belanja modal l-rsik sesuai dengan kontrak yang
disepakati.

4.2.L.4. Capaian Jangka Pendek

Laporan jangka pendek DAK Fisik Reguier Subbrdang KB diatur dalam
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang
Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang I(BTA2022.

3.

3.1.

3.2.

Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap pirumahan dan
permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki
kehidupan masyarakat di permukiman kurnuh, lokasi afirmasi, KPPN, dan
terdampak program pemerintah.

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan
akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak
dan aman yang terjangkau.

Sasaran:

1. Terpenuhinya Perumahan dan Perrnukiman Layak, Aman dan Terjangkau.
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2. Terpenuhinya Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Maluku lJtara, Papua dan Papua Barat.

Terpenuhinya
Perumahan dan
Permukiman Layak,
Aman dan Terjangkau:

1. Penanganan
permukiman kumuh
terintegrasi

2. Bantuan
penyediaan
swadaya

3. Penyediaan
khusus

stimulan
rumah

rumahTerpenuhirrya
Penyediaan Perumahan
di Provinsi Kepulauan
Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Utara, Nusa
Tenggara Timur,
Maluku, Maluku Utara,
Papua dan Papua Barat:

PN

PP

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untnk Mendukung Pembangunan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar.
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Men jamin Pemerataan.

PN 5 PP 1 lnfrastuktur Pelayanan Dasar.

PNs...

rilTttl.l iT[aIITf;fEIi]

1.1 Jumlah rumah
tangga perrerima
manfaat fiumlahrumah beserta
layanan dasar
permukiman)
(unit/ rumah tangga)

1.2 Luasan permukiman
Lunruh yang
ditangani (tra)

2.1 Jumlah rumah
swadaya baru yang
terbangun yang
dilengkapi dengan
infrastruktur dasar
permukiman
(unit/ rumah tangga)

3.1 Jumlah rumah
khusus yang
terbangun (unit)
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- PN 5 PP 3Infrastruktur Perkotaan.

- PN 2 PP 1 Pembangunan Wilayah Sumatera.

- PN 2 PP 2 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.

- PN 2 PP 3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.

- PN 2 PP 4 Pembangunan Wilayah Kalimantan.

- PN 2 PP 5 Pembangunan Wilayah Sulawesi.

- PN 2 PP 6 Pembangunan Wilayah Maluku.

- PN 2 PP 7 Pembangunan Wilayah Papua.

KP:
- PN 5 PP 1 KP I Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak,

Aman, dan Terjangkau.

- PN 5 PP 3 KP 4 Penyediaan Akses Perumahan dan Permukima.n Layak,
Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.

- PN 2 PP 1 s.d 7 KP 4 : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan
Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.

MP:
Tidak mendul<rng Major Project Bidang Perumahan dan Permukiman
Dukungan terhadap Kebijakan Lainnya:

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Deuelopment Goals
(SDGs) mandat 11.1, 6.1, dan 6.2 sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
T\rjuan Pembangunan Berkelanjutarr;

- Mendukung usaha pemulihan bencana nasional nonalarn penyebaran
Corona Virus Disease 2Ol9 lCOWDlgl sebagaimana. ditetapkan dalam
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-|9\ Sebagai
Bencana Nasional;

- Tema Pembangunan RKP 2022'. Pentlihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural.

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan DAK TA 2022 didasarkari pada pembagian urusan kewenangan
bidang perumahan dan perrnukiman dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan
ruang lingkup sebagai beriku.t:

3.3.1. Deskrlpsl Menu dan Rincian Kegiatan
1. Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi

a. Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh (.Resqttlementl;
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b. Peremajaan Kawasan in-situ Permukiman Iiumuh melalui Konsolidasi
Lahan (Reneutatl;

c. Pembangunan jalan lirrgkungan dan drainase lingkungan;

d. Rehabilitasi/ Rekonstruksr Lahan dan Rumah Terdarnpak; dan

e. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

2. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya

Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya diperuntukkan bagi
masyarakat prasejahtera secara orang perseorangan rnaupun mengelompok.

3. Penyediaan Rumah Khusus

Pembangunan Rumah Khusus vang layak huni untuk ASN, tenaga pendirlik,
tenaga kesehatan, petugas perbatasan, veteran khusus.

5.5.2. Krlterla Lokasi Prioritas
Sebagai bagian dari perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh
nasional, DAK Reguler bidang perumahan dan permukiman dengan kritena
sesuai dengan menu sebagai berikut:
1. Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi, diperuntukan untuk 48

Kabupaten/kota yang telah memenuhi penilaian kriteria umum pada
kegiatan DAK Integrasi, TA. 2021. Adapun kriteria umum yang dimaksud
adalah sebagai berikut:

a. Memiliki SK Bupati/Walikota tentang penetapan permukiman kumuh;

b. Memiliki ba,seline numerik permasalahan permukiman kumuh (air
r.,rinum, sanitasi dan perumahan);

i. Memiliki dokumen perencanaan;

d. Pola penanganan peremajaan (land consolidationl atau pemukiman
kembali (resettlenentl ; dan

e. Komitmen dari pemerintah daerah cukup baik.

2. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swada5rd; diperuntukan untuk 509
kabupaten/kota pada:

a. Perrnukiman kumuh yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala
Daerah;

b. Lokasi terdampak program pemerintah (contoh normalisasi sungai atau
penanganan permukiman kumuh ilegal) yang tercantum pada Surat
Keputusan Kepala Daerah; atau

c. 181 ...
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c. 181 Kabupaten/kota Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPI,I) sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang
Pengembangan Regional No. 043.51/D.lll04l2O2O tanggal 15 April 2020
perihal Mainstreaming Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN) dalam Kebijakan DAK Fisik TA 202 l.

3. Penyediaan Rumah Khusus, diperuntukkan untuk 74 Kabupaten/ kota
dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Penentuan daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
mengacu pada Surat Deputi Bidang Pengembangan Regional No.
04351/D.IIIO412O2O tanggal 15 April 2020 perihal Mainstreaming Lokasi
Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam
Kebijakan DAK Fisik TA 2021.

3.4. Tata Cara Pelaksanaan Keglatan
Tata cara pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari:

Menu kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual adalah semua kegiatan
yang terdapat di Menu Rumah Khusus dan menu Penanganan Permukiman
Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan Perrrbangunan Jalan Lingkungan
dan Drainase Lingkungan.
1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan
Permukiman dengan menu kegiatan Menu Rumah Khusrrs dan menu
Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan
Pembangunan Jalan Lingkunga.n dan Drainase Lingkungan yang dilakukan
secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Lokasi
Kegiatan yahg didukung oleh surat pernyataan kesiapan lahan, Penyusunan
Detail Engineeing Design (DED), Spesifikasi Teknis .serta Harga Perkiraarr
Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan..

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan
konstrutksi sebagaimana ciiatur dalam perundang-undangan.

3.4.1.

3.4.2.
Kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola di DAK Bidang Perunrahan dan
Permukiman adalah rincian menu dalam ruang lingkup rumah swadaya baik
pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah.
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1. Persiapan dan Perencanaan
Perencanaan pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyiapan lahan atas
nama rnasing-masing calon penerLna bantuan, penyiapan calon penerima
bantuan, perencanaan teknis, dan persiapan pelaksanaan.

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan rumah swadaya dimulai dengan penetapan
maslTarakat penerima bantuan oleh Kepala Daerah. Dana bantuan
disalurkan ke penerima bantuan untuk pembelia-n bahan bangunan dan
pembayaran upah ker;a dalam rangka pembangunan baru atau peningkatan
kualitas rumah. Khusus menu bantuan stimulan penyediaan rumah
swadaya, biaya pembangunan rumah dapat dipenuhi secara kolaboratif dari
DAK, APBD, swadaya masyarakat, maupun sumber dana lainnya.

3.5. Penilaian KinerJa Pelakseqaan Kegiatan
Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Pemmahan dan Permukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan
peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome
masing-masing sebagai berikut:
1 . Indikator Output,

a. jumlah rumah baru layak huni yang terbangun (unit); dan
b. panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan terbangun (meter).

2. Indikator immediate outcome
a. jumlah rumah tangga yang mehempati hunian baru iayak huni yang

. terbangun (Rumah T.rngga); dan
b. luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan

(hektar).
Pengaturan lebih lanjut mengenai imnediate outcome diatur pa.Ca peraturan
Menteri/Lembaga teknis terkait yang mengatur mengenai petunjuk operasional.

4.
4.1.

BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Sesuai .dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan irrdustri
dilakukan antara larn melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan
Menengah (IKM). Berdasarkln kondisi saat ini, banyak potensi dr daerah yang
dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di
samping itir, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi
tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektii. f)leh karena itu,
perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang
tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan
pengembangan dan penumbuhan IKM secara elisien khususnya untuk
mendukung pengembangan perwilayahan di27 Kawasan Industri RPJIVIN 2020-
2024.

Sesuai . . .
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Sesuai dengan amanat Undang-Unda.ng Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian Pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industi'i kecil dan
rlenengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra
industri kecil dan menengah (lKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi
Sentra IKM. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan
Sentra IKM sampai saat ini adalah beberapa IKM sudah tumbuh secara alami
(berkumpul pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi) namun
masih lemah dalam aspek legalitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki
masih Irurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan
upaya peningkatan kemampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana dan
prasarana yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai
tambah produk melalui Revitalisasi Sentra IKM sehingga dapat menghasilkan
produk beidaya saing untuk memasuki pasar dalaln negeri magpun pasar
global.

Sesuai dengan arah kebijakan DAK Fisik Tahun 2022, DAK Fisik Bidang IKM
termasuk dalam kategori penugasan Tematik 1: Penguatan Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP) dan Sentra IKM. Daerah yang berada di dalam atau sekitar lokasi
DPP tersebut menjadi Lokasi Prioritas DAK Fisik Penugasan Tahun 2022 yang
diharapkan dapat bersinergi untuk mendukung Pariu'isata antara lain melalui
dukungan produk-produk hasil sentra IKM yang potensial dan memiliki daya
tarik untuk untuk pasar yang lebih luas.

4.2.

1. TuJuan:

a. Untuk membantu mendanai kegiatan Bidang IKM yang merupakan
' uru.san daerah sesuai dengan prioritas pembangunan industri nasional;

b. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah
dan daya saing Sentra IKM; dan

c. Untuk 'meningka.tkan produktivitas, kualitas produk, jangkauan pasar
oan kemitraan industri kecil dan menengah pada Destinasi Pariwisata
Prioritas dalam mendukung peningkatan nilai tambah industri,
penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas dan pengembangan
ekonomi lokal.

2. Sasaran:

a. Pembangunan Sentra IKM
U Sasaran Output:
. Sentra IKM banN yang terbangun dan beroperasi

di Kabupaten./ kota.
2l Sasaran Outcome:

Meningkatnya kemampuan Sentra IKM untuk mendukung rantai' pasok Kawasan Industri atau . pariwisata serta menghasilkan
produk berdetya saing ataupun berkualitas ekspor.
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b. Revitalisasi Sentra IKM
I ) Sasaran Outp,117

Sentra IKM eksisting (terbentuk secara alami) yang direvitalisasi
(perbaikan ataupun pembangunan fisik gedung, mesin peralatan
dan sarana penunjang) di Kabupaten/kota.

2l Sasaran Outame:
Meningkatnya kemampuan sentra IKM untuk menciptakan produk
yang berdaya saing dan dapat mendukung pariwisata
di Kabupaten/kota.

4.3. Ruang Ltngkup Kegiatan
1. Sentra IKM merupa|;an sekumpulan IKM di dalam satu lokasi yang

melakukan aktivitas produksi baik menggunakan bahan baku sejenis,
proses produksi yang sama atau menghasilkan produk akhir sejenis.

2. Jumlah IKM minimal dalam sentra IKM adalah 20 IKM (Pulau Jawa dan Bali)
l0 IKM (Pulau Sumatera dan Kalimantan) serta 5 IKM (Wilayah lainnya)
di dalam satu kecamatan yang diusulkan.

4.3.1. Deskrlpsl Menu Keglatan
1. Pembangunan Sentra IKM

Pembangurran Serltra IKM merupakzrn pemhangunan sentra baru
berdasarkan atas sr.latu perencanaan terpadu (by designl, terpisah dari
tempat tinggal dan dikelola oleh suatu iembaga pengelola dan berada di
dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai
KPI.

2. Revitalisasi Sentra IKM

Reviralisasi Sentra IKM merupakan kegiatan perbarkan ataupun
pembangunan fisik gedung, mesin peralatan dan sarana pentrnjang untuk
meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra IKM yang telah
ada/ terbentuk secara alami.

4.3.2. Kriterla Lokesi Prioritas
Berdasarkan arah kebijakan DAK Fisik Tahun .2022, DAK Fisik Penugasan
Bidang IKM diprioritaskan untuk mendukung penguatan Destinasi Pariwisata
Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah pada 10 (sepuluh) Destinasi
Pariwisata Prioritas, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan
1 (satu) D.estinasi Pariwisata Revitalisasi sesuai dengan amanat RPJMN 2020-
2024 terkait pengembangan pariwisata,

Pada . . .
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Pada 19 (sembilan belas) Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut, ditetapkan 93
(sembilan puluh tiga) kabupaten/kota dengan memr\ertimbangkan Kawasan
Inti Destinasi Pariwisata Prioritas, status dan pencapaian internasional atau
nasional (World Heitage, UNESCO Global Geopark), relevansi dengan kawasan
inti (pintu masuk dan keluar, atraksi utama) clan rangkaian pola perjalanan
(trauel pattern)

Selain itu, DAK Fisik Penugasan Bidang IKM juga diprioritaskan untuk
menuntaskan program pembangunan/ revitalisasi di daerah penerima DAK
Fisik Bidang IKM Tahun 2O2O-2O21.

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Keglatan.
1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Bidang IKM' dituangkan dalam rencana

kegiatan pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh Dinas Kab
kabupaten/liota yang menangani bidarrg Perindustrian dan Kemenrerian
Perindustrian. :

2. Pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan anggaran transt'er daerah
termasuk DAK Fisik Bidang IKM mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangah.

3. DAK Fisik Bidang IKM dapat digunakan untuk melaksanaka.rr kegiatan
Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran
maksimal sebesar 5olo (lima persen) dari Pagu Anggaran DAK Fisik.

4. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir iJ dapat digunakan.antara
lain untuk, Detail Engineeing Design (DED), Studi /lJpaya Pengelolaa.n
Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL|.

5. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 3
meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai
dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oteh DAK Bidang Fisik Bidang
IKM, Pemerintah Daerah {apat menyiapkan Dana Pendu-kung yang
bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi
biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan;
manajem.en/ pengelola/ kelembagaan sentra lKM; dan aspek lainnya, selama
tidak terjadi tltmpang tindih pembiayaan .pada kegiatan yang sama.

7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung
pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan
ketentuan dan jreraturan yang berlaku dan mengacu pada harga e-catalog.
Apabila harga tidak tercantum dalam e-catalog, maka cihpat digunakan
mekanisme peraturan yang ber:laku.

7.1.\-
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7.1.1. Pelaksanaa[ Menu Pembangunan Sentra IKM
1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Pernbangunan Sentra IKM meliputi:
a. Pembangunarr fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana

penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra; dan
b. Penyediaan mesin/ peralatan grrna melengkapi sarana produksi dan

sarana pembinaan IKM.
2. Ketentuan khusus

Pembangunan Sentra dilaksanakan pada kabupaten/kota dengan
memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 mz (lima ribu meter persegi)

berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang
direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk
pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan
lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju
lokasi sentra fialan dan listrik);

b. Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM yang didaiamnya rnemuat:

1) Rencana strategis pengembangan sentra IKM;

2l Keterkaitan f)engan RFIK (jika sudah memiliki RPII{);

3) TahapanPengembangan;

4l Kelembagaan;

5) Feasibilitg Studg;

6) Busineis- PIan Sentra IKM;

7l Terdapat estimasi jumlah penyerapan tenaga kerja (orang); dan

B) Site Plan.

c. Surat pernyataan dari Kepala Daerah yang menjarnin kelayakan dari
lokasi sentra yang dibarrgun diantaranya meliputi:
1) Ketersediaan Infrastruktr.rr yang memadai diantaranya jalan

menuju lokasi sentra;

2l Ketersediaan pasokan iistrik untuk sentra IKM; dan

3) Akses jz"ringan komunikasi di lokasi pembangunan sentra IKM.

cl. Surat perniataan untuk menyusun DED pembangunan Sentra IKM
sesuai dengan alokasi dan rencana kegiatan;

e. Surat pernyataan untuk merryusun AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan
alokasi dan rencana kegiatan;
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f. Produk IKM mempunyai prospek untuk dikembangkan ditihat dari
potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya
manusia:

g. Surat pernyataan Pemda tentang kesediaan minimal 20 IKM eksisting
atau IKM yang baru berdiri untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru
secara bertahap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia;

h. Surat pernyataan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola
yang disahkan oleh Instansi Terkait/ Notaris. Bentuk kelembagaan dapat
berupa UPT ataupun BUMD, Koperasi, BUMDES maupun organisasi
berbadan Hukum lainny:t. Selain UPI, kerjasama antara pemda dengan
pengelola sentra harus dituangkan dalam perjanjian keq'asama; dan

i. Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional untuk
keberlanjutan sentra.

Rincian Menu Kegiatan
a. Pematangan Lahan Awal dan Sarana Pengamanan

Penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan dan sarana
pengamanan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan
pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal bangunan unit
layanan dan atau gedLrng produksi disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia.
Pembangunan Sarana Terpadu Sentra IKM
Satu gedung yang memiliki beberapa fungsi. berbeda-beda. Merypakan
gabungan dari dua atau lebih unit yarrg terdiri dari unit produksi,
distribusi, pemasaran, layanan, ke)'rrasan, administrasi, unit bahan
baku penolohg serta barang jadi.
Pembangunan Unit Produksi/Unit Layanan Pemasaran/Kemasan/
Administrasi
Pembangunan Unit Prbduksi dilakukan dengan memperhatikan standar
bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berla.ku dan
disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
[Intuk pembangunan Unit Layanan dan mesin/peralatan lainnya
diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/kota yang
menjelaskan kelembagaan maupun dukungan- ApBD dalam mendukung
operasicinal Unit Ldyanan

b

c

Unit Layanan ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan dengan
berbagai fungsi seperti, pemasaran/ promosi, kemasan serta
administrasi yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada
di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di
dalamnya adalah mesin 7' peralatan. yang tidak mampu dimiliki olei IfU
atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupurr, tidak ekonomis jika
dioperasikan oleh IKM secara individual.
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Khusus untuk layanan pemasaran (pusat promosi) penggunaannya
tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan minirnal
pembangunan urrit layanan yang berkaitan dengan proses produksi yang
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pembangunan layanan
pemasaran (pusat promosi dilakukan apabila sentra tersebut telatr
menghasilkan produksi yang berkualitas. Pembangunan layanan
pemasaran (pusat prc.rmosi) dilakukan dengan memperhatikan standar
hangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.

d. Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku/Bahan Penolong/Barang
Jadi
Pembarrgunhn Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta Barang
Jadi dilakukan dengan memperhatikarr standar bangunan gedr.ng
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan
kebutuhan sentra dan karasteristik IKIVI.

e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IpAL) Baru
Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan ,-rnit yang harus ada
untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan OpD
yang menangani Lingkungan Hidup.
Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) d.iperlukan Surat
Kepala Daerah Kabupaten/kota yang menjelaskan adanya kelembagaan
dan mendapat clukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

f. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Baru
Pembang:nan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila
didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang
mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau atr-
yang tersedia tidak memenuhi persyaratan uptuk dipergunakan dalam
proses produksi.

g. Pengadaan Mesin dan Peralatarr
Pengadaan Mesin/Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik Sentra IKM. Pengadaan Mesin/Peralatan diutamakan
untuk yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan hukan
termasuk bahan t'aku dan/atau barang habis pakai.

h. Penyediaan Sarana Ketenagalistrikan dan Kornurrikasi/ Infcrrmasi
Solar Cell, Geneiator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta
peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan
apabila didalam Sentra tersebLlt tidak tersedia Surnber Energi, Sarana
Korrrunikasi, Tower Internet serta peralatan lainnya y.ang mendukung
proses produksi baik kualitas rnaupun kuantitas.
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Pembangunan Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM
Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunarr Infrastruktur Fisik hanya
untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas
yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan
Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa
pembangunan Landscape, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan
air bersih, dan sanitasi serta Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi
Sentra IKM. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila sarana prasarana
produksi telah terpenuhi.

3.1.1. Pelaksanaan Menu Revltallsasi Sentra IKM
1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi:
a. Pembangunan atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana

pinunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra IKM; dan
b. Penyediaan dan penambahan m'esin/ peralatan guna melengd<api sarana

pembirraan dan/atau sarana produksi IKM.
2. Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:
a. Diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana pembangunan

Industri Kabupaten/ kota (RPIK).
b. Memiliki Proposal Pengembangan Sentra yang tertuang dalam KAK

dengan memuat:
1) Rencana strategis pengembangan sentra IKM;
2) Keterkaitan Dengan RPIK fiika sudah memiliki RpIK);
3) Kelembagaan;
4l Business Plan Sentra IKM; dan
5) Terdapat estimasi jumlah penyerapan tenaga kerja (orang).

c. Produk IKM pada Sentra Produk IKM mempunyai prospek untuk
dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan
ketersediaan sunrber daya manusia.

d. Memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk pulau Jawa darr Bali,
paling sedikit 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan
serta paling sedikit 5 (linn) IKM untuk Pulau lainnya yang dilengkapi
dengan data IKM berupa: nama ikm, kontak, izin usaha, produk yang
dihasilkan, sertifikat yang dimiliki dan jumlah tenaga kerja, nilai
investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi,
serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing
IKM.

1.
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e. Pada pengusulan Revitalisasi Sentra IKM, sentra yang sudah tumbuh
secara alami (sekumpulan IKM sudah melakukan aktivitas produksi di
unit produksi atau rumah masing-masing dengan komoditi 1ang sama
serta berada di daiam satu wilayah kecamatan) kemudian wajib
dilegalkan/ disahkan oleh Kepala Daerah melalui SK pembentukan/
Pengesahan Sentra IKM dari Kepala Daerah.

f. Memiliki Surat Pernyataan bahwa Kegiatan DAK revitalisasi sentra IKM
ditujukan untuk suatu lokasi sentra yang terdiri dari satu jenis komoditi
oleh Kepala Daerah.

g. Pemda menyediakan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)) yarrg dibuktikan dengan Sertifikat bukti kepemilikan lahan atas
nama Pemda ataupun bukti Hak Guna lahan untuk kepentingah
pembuatan sarana prasarana bidang industri yang ditanda tangani
Kepala Daerah sebagai bentuk legalitas lahan dalam rangka'pendiiian
bangunan yang akan menjadi aset PEMDA (Contoh: Gedung produksi,
Mesin Peralatan, Unit Layanan, Irusat Promosi Sentra, Rumah Kemasan,
dan lain sebagainya) yang didukung surat pernyataan dari Kepala
Daerah untuk ketersediaan Infrastruktur yang memadai diantaranya
jalan menuju lokasi sentra, termasuk ketersediaan pasokan listrik dan
akses jaringan komunikasi di lokasi Sentra IKM yang diusulkan.

h. Dalam hal ini, Pemda menyiapkan surat pengesahan sentra IKM serta
pembentukan kelembagaan sentra dan unit pelayanan dalam bentuk
UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan
oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota atau Instansi Terkait/ Notaris; yang
berfungsi untuk menjalankan Gedung Produksi, pusat promosi Sentra,
Rumah Kemasan dan Aset lainnya milik Pemda yang diperoleh melalui
Usulan DAK.

i. Memiliki Surat pernyataan dari Kepala Daera.h untuk menyediakan biaya
operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut.

3. Rincian Menu Kegiatari

a. Pematangan Lahan .\wal
Penggunaan D.A,K Fisik untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri
sendiri karena harus diikuti dengan 'pernbangunan fisik diatas lahan
tersebut minimal bangunan unit layanan dan atau gedung produksi
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

b. Pembangunan/Revitalisa.si Sarana Terpadu Sentr.a IKM

Satu gedung yang memiliki beberapa fungsi berbeda-beda. Merupakan
gabungan dari dua atau lehih unit yang terdiri dari unit produksi,
distribusi, pemasaran, layanan, kemasan, administrasi, unit bahan
baku penolong serth barang jadi.
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c Pembangunan/Revitalisasi Unit Produksi/LJnit Layanan Pemasaran/
Kemasan / Adnrinistrasi
Pernbangunan unit Produksi dilakukan dengan memperhatikan standar
bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.

Revitalisasi Ruang/Area produksi dapat dilakukan pada nrang produksi
yang lahannya dimiliki oleh IKM atau masih menyatu dengan rumah
tinggal dengan tetap menyesuaikan karakteristik IKM. Dalam hal ini,
Ruang/Area prodrrksi harus dibangun terpisah dari ruangan yang
digunakan sebagar tempat tinggal yang sudah ada namun masih berada
pada lahan yang sama serta merupakan lokasi eksisting produksi IKM,
ruang produksi yang dibangun khusus digunakan untuk aktivitas
produksi dan mengikuti karakteristik maupun standar pada sektor
industri tersebut.

Qalam pelaksanaannya Pemda harus memiliki surat pernyataan secara
lcgal dari IKM terkait bahwa ruang/area produksi yang telah dibangun
dkan digunakan untuk aktivitas produksi dan tidak akan beralih fungsi
serta melampirkan bukti kepemilikan/ setifikat tahan miiik IKM.

Untuk pembangunan/ revitalisasi Unit Layanan dan mesin/ peralatan
lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/ kota vang
menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung
operasiona.l Unit Layanan

Unit Layanan ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan dengan
berbagai fungsi seperti, pemasaran/promosi, kernasan serta
administrasi yang dapat digunakan secara bersama antara IKM.yang ada
di dalam sentra. Oleir karerra itu mesin/peralatan yang terdapat di
dalamnya adalah mesinT peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM
atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika
Cioperasikan. oleh IKM secara individual.
Khusus untuk layanan pemasaran - (pusat promosi) penggunaannya
tidak dapat berdiri sendiri karena har-us diikuti dengan nrinimal
pembangunan/revitalisasi unit layanan yang berkaitan dengan proses
produksi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Pembangunan/revitalisasi layanan pemasaran (pusat .promosi)
dilakukan apabila sentra tersebrrt tel:rh menghasilkan produksi yang
berkualitas. Pembangunan/reviulisasi layanan pernasaran (pusat
promosi) dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung
sesuai dengan ketentUan j,ang berlaku dan ciisesuaikan dengan
kebutuhan sentra dan ka.rasteristik IKM.
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d. Pembangunan/ Revitalisasi Unit
Penolong/ Barang Jadi

Pelayanan Bahan Baku/Bahan

Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan penolong drlakukan
dengan memperhatikan standar bangunan gedung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan
karasteristik IKM.

e. Pembangunan/ Ret italisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IpAL)
Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada
untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan OpD
yang merlangani Lingkungan Hidup.
Pembangunan .lnstalasi Pengolah air limbah (IpAL) diperlukan Surat
Kepala Daerah Kabupaten/kota yang menjelaskan adanya kelembagaan
dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

f. Pembangunan/ Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IpAB)
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakuka.n apabila
(i dalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber. air bersih yang
mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air
yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam
proses qroduksi.

g. Pengadaan Mbsin dan Peralatan
Pengadaan Mesin/Peralatan disesr.raikan dengan kebutuhan dan
karakteristik Sentra IKM. Pengadaan Mesin/ Peralatan diutamaka.n
untuk yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan bukah
termasuk bahan baku dan/atau barang habis pakai.

h. Penyediaan Sarana Ketenagalistrikan dan Komunikasi/Informdsi
Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet serta
peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM.
Pembangunan Rua.ng untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan
apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana
Komunikasi, Tower Internet serta peralatan l.ainnya yang mendukung
proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

i. Pembangunan / Rcvitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra
IKM
Penggunaan DAK Fisik urltuk Pembangunan/Revitalisasi Infrb.struktur
Eisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan rnerupakan sarana
dan fasilitas yang terkait dan titlak terlepas dari, kelehgkapan proses
pembangunan Sentra IKIVI secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat
berupa pembangunan Lan,-lscape, Jalan Lingkungan, saluran drainale,
jaringan air bersih, dan sanitasi serta papan Nama Sentra IKM dan
Papan Potensi Sentra IKM. Kegiatan ini barr dapat dilakukan apabila
sarana lirasarana produksi telah terpemrhi. 

I)alam . . .
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Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang menghasilkan
barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM
di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau
mesin/peralatan, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja
barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakin
belanja modal.

Berkaitan dengan rencana penyerahan tersebut pemda harus
rnenyampaikan Draft Berita Acara Hibah trntuk Barang yang diserahkan
kepada masyarakat beserta surat pernyataan diatas mateiai oleh IKM
(calon penerima bantuan) untuk memanfaatkan, menjaga, tidak
memperjual belikan, tidak merubah fungsi dari barang yang diterima
serta melaporkan secara berkala pemanfaatannya kepada pemda.

3.2. Penilalan KinerJa Pelaksanaan Keglatan
1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang

IKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perurrdangan
yang berlaku. Adapun indikator output Can outcome masing-masing

a. Indikator Output '

Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/atau direvitalisasi.
b. Indikator Outcome

Sentra IKM yang telah beroperasional serta mampu meningkatkan
kapasitas dan kualitas prcduksinya.

2 Aspek kinerja yang diukur
Laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan/ pengadaan fisik
kegiatan yang masuk pada aplikasi Kementerian Keuangan, sertapelaporan progress kegiatan yang clilampirkan bersama
foto/dokumentasi kegiatan DAK Fisik Bidang IKM yang diinput pada
aplikasi monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang IKM Kementerian
Perindustrian.

3. Indikator kinerja
a. Pen:bangunan fisik dinilai dari realisasi keuanghn sesuai.dengan

peraturan yang berlaku.
. b. Pembangunan/ belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang

disepakati. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang IKM akan
dijadikan salah satu pertimbangan. dalam usulan pengalokasian DAK
Fisik Bidang IKM pada tahun berikutnya.
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Hasll Jangka Pendek
1. Indikator Hasil Jangka Pendek

a. Menu Pembangunan

1) Pemanfaatan Unit Produksi dan/atau Unit Layanan

al Target:21o/o

b) Sasaran: Unit Produksi dan/atau Unit Layanan di Sentra IKM
yang dibangun menggunakan DAK

c) Formula Capaian Indikator Jangka pendek Menu pembangunan

(P)

p _ Jumlah unit produksi dan/atau unit layanan yang dimanfaatkan Semesrcr | 2023

-x 

700%

b. Menu Revitallsasi

1) Peningkatan Jumlah IKM di dalam Sent4a

a) Target: 10%

b) Sasaran: IKM di dalam Sentra

c) Formula Capaian Indikator Jangka pendek Menu Revitalisasi I
(Rl)

Jumlah IKM Juni 2023 - .lumlah IKM luni 2(122 -i{'=--Jryxlooib

2l Peningkatan Tenaga Kerja pada Sentra IKM

a) 'I'arget: 10oz'o

b) Sasaran: Tenaga Kerja IKM di dalam Sentra
c) l-ormula Capaian Indikator Jangka pendek Merru Revitalisasi 2

(R2)

o, _ lumlah Tenaga Keria funi 2023 - Jumlah Tenaga Kerja luni Z0Z2

Jumlah Tenaga Kerja )uni 2022

3) Peningkatan Kapasitas Produksi Sentra IKM

a) Target . . .
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a) Target: 10%

b) Sasaran: Sentra IKM

c) Formula Capaian Indikator Jangka pendek Menu Revitalisasi 3

(Rs)

o, _ Kapasitas Produksi Juni 2023 - Kapasitas produksi luni ZO2Z

Kapasitas produksi luni Z0ZZ

s.2. Tqiuan dan Sasaran

4) Teknis pelaksanaan
Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK
Fisik Bidang IKM maka pemerintah Daerah dimiita untuk
menyampaikan laporan Immediate Outcome (capaiarr hasil jangka
pendek) dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik
Bidang IKM. melalui sistem informasi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi (KRISNA).

s.

5.1.

1. 9A5 Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra produksi pertanian,
Perikanan, dan Hewani

a. Penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi yang
terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan
pemulihan ekonomi nasiorral; dan

b. Penguatan kapasitas daerah dalam penguatan kawasan produksi
pangan berbasis korporasi.

2. DAK Fisik Biclang Pertanian

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Bidarrg pertanian diarahkan untuk
pembangunan/ perbaikan sarana dan prasaiana fisik dasar pembangunarr
pertanian guna mendukuhg pencapaian sasaran pemantapln Letairanan
pangan dan nilai tambah ekonomi kcmoditas pertanian

I
a. DAK Tematik R:ngembanga' Food Es tate dar senra produksi pertanian,

Perikanarr-, dan Heu'ani

I ) Meningkatrrya cadangan pangan nasional;
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2l Meningkatnya produksi pangan di lokasi Food Estate (Kawasan
Sentra Produksi Pangan) dan kawasan sentra produksi pertanian
dan perikanan;

3) Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
ikan di lokasi Food Estate (Kawasan Sentra produksi pangan) dan
kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;

4l Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian, kelautan, dan
perikanan di lokasi Food Estate (Kawasan Sentra produksi pangan)
dan kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan;

5) Meningkatnya kualitas aksesibilitas menuju daerah pengembangan
Food Estate (Kawasan Sentra produksi pangan) dan daeiah
pendukungnya; dan

6) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan
Food Estate (Kawasan Sentra Produksi pangan) dan kawasan sentra
produksi pertanian dan perikanan.

b. DAK Fisik Bidang Pertanian

l) Meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional; dan
2l Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan

petani.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan berbasrs korporasi.
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a. DAK Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra produksi pertanian,
Perikanan dan Hewani

Pengembangan kawasan Food Estate dan penguatan kawasan sentra
produksi pertanian, perikanan dan hewani dilengkapi dengan: (i) sarana
dan orasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana perikarran
dan kelautan; (iii) irigasi; (iv) rehabilitasi hutan dan lahan; (v) sarana
ekonomi produktif; (vi) aksesibilitas jalan dan jembatan; (vii) prasarana
pergudangan non Sistem Resi Gudang (SRG); dan iviiil Eare Waming
System Pengendalian Bencana. Lingkungan Hidup serta infiastruktur
pengendali banjir.

b. DAK Fisik Bidang Pertanian

2.

1) Sasaran Pengelolaan DAK Fisik Bidang pertanian Tahun 2022 yaitu
terfasilitasinya pembangunan/renovasi Unit pelaksana Teknis
Deer3h (UPTD) dan sarana prasarana infrastruktur pertanian
di da'erah.
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2l Sasaran OPD yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan sub
urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan
dan.kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, ketahanan pangan
dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai d"rrlun
kew,enangan, tugas, dan fungsi.

5.3.

5.3.1.

Ruaag Lingkup Keglatan

Deskrlpsl Menu Keglatan

1. Pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian

a. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier;

b. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (tanaman pangan);

c. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (hortikultura);

d. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (perkebunan);

e. Pembangunan irigasi air tanah dangkal (peternakan);

f. Pembangunan irigasi air tanah dalam (tanaman pangan);

g. Pembangunan irigasi air tanah dalam (hortikultura);

h. Pembangunan irigasi air tanah dalam (perkebunan); dan

i. Pernbangunan irigasi air tanah dalam (peternakan).

2. Pembangunan jalan pertanian ..

a. Pembangunan jalan usaha tani (tanaman pangan);

b. Pembangunan jalan usaha tani (hortikultura);

c. Pembangunan jalan produksi (perkebunan); dan

d. Pembangunan jalan produksi (peternakan).

3. Pembangunan lumbung pangan masyarakat

Pembangunan lumbung pangan masyarakat (LpM) dengan kapasitas 60 _
100 Ton (termasuk Lantai Jemur, RMU dan rumahnia, Bei Dryer d,an
rumahnya)

4. Sarana dan Prasarana Pasca panen Tanaman pangan

a. Combine haruester- Besar I Combine haruester multifungsi;

b. UY Dryeri

c. Bangunan RMU;

d. RMU kapasitas l-1,S ton/jam; dan

e. Colour Sorter.

5. Sarana . . .
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5. Sar:.rra dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan
a. Sarana Pascapanen Tanarr:an Perkebunan;

b. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan.

6. Pembangunan/Renovasi RPH dan penyediaan sarana pendukung
a. Pembangunan RPH Ruminansia dan Penyediaan sarana pendukung;
b. P.enovasi RPH Ruminansia dan Penyediaan sarana pendukung;
c. Pembangunan RPH Unggas dan Penyediaan sarana pendukung;

d. Renovasi RPH Unggas dan Penyediaan sarana pendukung;

e. Pembangunan RPH Babi dan Penyediaan sarana pendukung; dan
f. Renovasi RPH Babi dan Penyediaan sarana pendukung.

7. Pembangunan/Renovasi BPP dan sarana pendukungnya

a. Pembangunan BPP dan sarana pendukungnya; dan
b. Renovasi BPP dan sarana pendukungnya.

8. Pembangunan/Renovasi Puskesrvan dan penyediaan sarana pendukungnya
a. Pembangunan Puskeswan dan Penyediaan sarana pendukung; dan
b. Renovasi Puskeswan dan Penvediaan sarana pendukung.

9. Sarana dan Prasarana Pertanian Presisi

a. Sarana pertanian presisi (peral atan smart irigasi, smart greenhouse,
smart kar'dang); dan

b. Prasarana pertanian presisi (bangunan smar4 greenhouse, bangunan
smart irigasi, bangunan smarf kandang).

10. Pembangunan Olahan Pakan Ternak

a. Pengembangan Pakan Konsentrat UnggasT'Ruminansia; dan
b. Pengembangan Pakan Silase.

i.S.Z. Kriterla Lokasl Prloritas
1. Lokasi Prioritas

a. 7 (tujuh) kabupaten Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang
sudah ditetapkan dr dalam Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020;

b. 41 (empat puluh satu) kabupaten/kota pendukung Food Estate
(Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang memiliki keterkaitan geospasial
(dalam satuan lanskap ekologis, hidrologis), on farm (keterkaitan sarana' produksi), serta off fo.n.n (konektivitas pasar); dan

c.239 . . .
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c. 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kabupaten/kota sentra produksi
pertanian, perikanan, dan hewani.

Kriteria penilaian usulan Pemerintah Daerah untuk DAK Fisik Bidang
Pertanian sebagai berikut:

Kriterla Umum:

Kesiapan daerah:

a. Term of Referene dan Rencana Anggaran dan Biaya; dan

b. P.eadiness criterta per menu (terlampir).

Krlteria Teknls:

a. Luas lahan sawah;

b. Perda LP2B;

c. Jumlah produksi padi (ton);

d. Jumlah produksi hortikultura (cabai dan bawang merah);

e. Jumlah produksi perkebunan (kopi, karet, dan kelapa);

f. Jumlah produksi peternakan (populasi sapi dan unggas)i dan

g. l.aporan kinerja fisik DAK F-isik tahun 2020.

5.4. Tata Cara Pelaksanaaa Keglatan

1. Persyaratan Pemanfaatan DAK Fisik Bidang pertanian

Penerima kegiatan DAK Fisik Brdang pertanian berdasarkan
kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di rJalam petunjuk teknis
meliputi:

a. Pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik Bidang pertanian Tat,,n 2022
untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian,
pembanguna! jafal pertanian; pembanguna., tu*Uung pangan
masyarakat, lantai jemur, dan rrrmah RMU (Rice Milling Un;t1 melatui
pengadaan swakelola (nadat karya), sedangkan p"rrgada"., kegiatan
iainnya dilakukan melarui penyedia sesuai p.raiur"., yang birraku
mengenai pengadaan barang dan jasa.

b. Dalam langka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana
dasar fisik pertanian, maka anggaran bRx Fisik Bidang pertanran
Tahun 2022 agar disinergikan dengan anggaran DekonsJntrasi dan
Tugas Pembantuan di provinsi dan Ttg"" pembantuarr di
kabupaten/kota serta sumber-sumber pe:nbiayaan lain.

2.
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c. Persyaratan penerima maniaat kegiatan DAK Fisik Bidang pertanian
di kabupaten/kota adalah Kerompok rani/Gapoktan/pe-rkumpuran
Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan perkump,lan petani pemakai Air
(GP3A) yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat
yang berbadan Hukum Indonesia.

d. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/p3A/Gp3A belum berbentuk
organisasi Masyarakat yang Berbadan Huk,m Indonesia yaitu yayasan
atau perkumpulan, maka dikelompokan sebagai Badan/Lembaga yang
bersifat nirlaba, sosial, dan sukarela yang mekarrisme penetaiannya
nrelalui pengesahan atau penetapan oleh Kepara sKpD 's

esuai

kewenangannya.

e. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok
Tani/ Gapoktan / p3A/ Gp3A yaitu:

l) Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/p3A/Gp3A yang
mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang
aktif; dan

2l Kelompok tani/gapoktan/pBA/Gp3A yang memiliki ."*"rrg"i
partisipatif.

2. Pelaksarraan Pengelolaan DAK Fisik Bidang pertanian.

a. Pelaksanaan kegiatan rex Fisik dan penyusunan RI(A/DpA DAK Fisik
Bidang Pertanian secara teknis mengacu kepada petunjuk
Teknis/operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang pertinian;

b. Mekanisme pengeiolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
penatau-sahaan, pertanggungjawabar:, dan pblaporan) keuangan DAK
Fisik Bidang Pertanian oleh pemerintah Daerah berpedom-an pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan
daerah beserta aturan pelaksanaannya;

c. Pelaksanaan pengadaan barang/iasa untuk kegiatan DAK Fisik Bidang
Pertanian mengacu pqda peraturan presiden Nomor 2l Tahsn 2O2i
tentang Perubahan At4s peracuran presiden Norrror 16 Tahun 201g
Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tentarig pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; 
.

d. Ketentuan Teknis/operasional pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang
Pertanian mengacu pada peraturan Menteri pertanian, tentang petu.juf
Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang pert_ariian.
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o.t. Penllalan KllrerJa Pelaksaaaan Kbgiatan

Bidang Pertanian di kabupaten//kot€i dlprioritaskan
1. Target At@ut Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik
untuk:
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a. Terbangunnya pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian: rehabilitasi
jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi air tanah dangkal
(Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsettor
Perkebunan dan subsektor Petemakan), pemtrangunan irigasi air tanah
dalam (subsektor Tanaman Pangan, subsektor Hortikultuia, subsektor
Perkebunan dan Subsektor Peternakan);

b. Terbangunnya Jalan Pertanian (pembangunan Jalan Usaha Tani
Tanaman Pangan dan Hortikulttira) dan (pembang,nan Jalan produksi
Perkebunan dan Peternakan);

c. Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat dan tersedianya sarana
pendukung;

d. Terbangunnya Sarana dan Prasarana pascapanen Tanaman pangan;

e. Terbangunnya Sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan
Perkebunan;

f. Terbanguqnya Pembangunan/Reriovasi 
'RpH 

dan Sarana
Pendukungnya;

g. Terbangunnya Pembangunan/Renovasi Balai penyuluhan pertania.n
(BPP) Model dan sarana pendukungnya;

h. Terbangunnya Pembangunan/Renovasi puskeswan dart sarana
pendukungnya;

i. Terbangunnya Sarana dan prasarana pertanian presisi (smaft
. greenhouse, snlart irigasi dan smart kandang); dan

j. Terbangunnya O1ahan Pakan Ternak.

2. Indikator Immediate Cfutcome

I
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Pembangunan / Rehabilitasi
irigasi pertanian

2 Pembangunan jalan pertanian

4 Sarana dan Prasarana
Pascapanen Tanaman Pangan

Peningkatan luasan lahan pertanian
yang terairi di lokasi Food Estate dan
sentra uksi rtanian

Termanfaatkannya sarana dan
prasarana pasca panen tanaman
pangan di lokasi .Food Estate dan

'5Sarana...

\-E!

tan luasan lahan pertanian
yang difasilitasi jalan pertanian di
lokasi Food Estate dan sentra

Peningka

uksi
3 Pembangunan Lumbung

Pangan Masyarakat dan
Sarana. Pendukung

kapasitas simpan cadangan
pada lumbung pangan

masyarakat di lokasi Food Estate dan
sentra uksi

Jumlah
pangan

sentra uksi
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5 Sarana dan Prasarana
Pascapanen dan Pengolahan
Perkebunan

Termanfaatkannya sarana dan
prasarana pasca panen dan
pengolahan perkebunan di lokasi
Food Estate dan sentra produksi
pertanian

6 Pembangunan/Renovasi RPH
dan Sarana Pendukungnva

Jumlah pemotongan temak di RPH

RPH Ruminansia Jumlah
Ruminansi

pemotongan ternak

RPH U Jumlah Ternak U
RPH Babi Jumlah pemotongan ternak Babi

7 Pembangunan/ Renovasi Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP)
dan sarana

Peningkatan layanan
pertanian di BPP

penyuluhan

Pembangunan/ Renovasi
Puskeswan dan sarana

8 Jumlah layanan kesehatan hewan

9 Sarana dan
Pertanian Presisi

Prasarana Termanfaatkannya sarana dan
prasarana pertanian presisi di lokasi
Food Estate dan sentra produksi
pertanian

10 Pembangunan Olahan Pakan
Ternak

Jumlah
olahan

produksi pakan ternak

Jumlah Produksi
silase

pakan ternak

Jumlah Produksi
konsentrat

pakan ternak

3. Capaian Hasil Jangka Pendek
Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek akan diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Kenrenterian Pertanian mengenai petunjuk operasional.

6.
6.1.
Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2022 adalah
mendukung capaian Prioritas Nasionai dan Pengembangar'. Kawasan Sentra
Prrrduksi Pangan (Food Estatel dan daerah pendukungnya melalui peningkatan
produksi perikanan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca
pandemic Covid-19 melalui pembangunan/rehabilitasi: (1) sarana dan
prasarana pelabuhan Perikanan, (2) sarana dan prasarana unit perbenihan, (3)
sarana dan prasarana garam rak5rat, (4) sarana dan prasarana pengawasan dan
konservasi, (5) sarana dan prasarana pemberdayaan Lrsaha pembudidaya Ikan
Skala Kecil, (6) sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan skala kecil dan (7)
sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
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6.2.

I
'I\rjuan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

a. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan
kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir
lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan
kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk
kelautan lainnya;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam
pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan lllegal Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing;

c. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan; dan

d. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan
perikanan.

Tujuan jangka menengah DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

a. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat
dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk
mendukung jatl diri bangsa sebagai negara n-raritim;

b. Mendukung pemberantasan IUU 7ts hing dan meningkatkan pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin pengelolaan yang
berkelanjutan dan mandiri; dan

c. Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan <ian
perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendukung
kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

2. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

(UPTD Provinsi) di 56 Pelabuhan Perikanan; '
b. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Pembenihan (pPTD-Provinsi) di 29 Unit

Perbenihan;
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Garam Ralryat di 5 Provinsi
d. Pembangunan Sarana dan Prasararra Pengawasan di 20 Lokasi

Pengawasan dan Kawasan Konservasi di 24 KKPD;
e. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Kabupaten/kota) di

70 Balai Benih;
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pernberdayaan Usaha Nelayan

Skala Kecil dr 163 kabupaten/kota;
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g. qembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha
Pembudidaya Ikan Skala Kecil di 161 kabupaten/kota; dan

h. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan di 116
kabupaten/kota.

6.3. Ruang Ltngkup Keglatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah
sebagai berikut:

1. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
(UPTD Provinsi) adalah Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan
yang diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/ sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau
pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara
minimal.

2. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) adalah
pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan penyediaan
sarana prasarana pokok perbenihan penunjang produksi pada UPTD
Perbenihan.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat dimaksudkan untuk
meningkatkan produktivitas petambak garam melalui peningkatan sarana
dan prasarana serta membantu dalam menjaga stabilitas harga garam
rakyat, sekaligus untuk menyediakan stok garam nasional.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi
adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan
peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana kawasan konservasi yang
dilakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi.

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk
kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ kota) adalah
penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan guna menunjang produksi
pada UPTD Perbenihan Kabupaten/ kota.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
adalah pengadaan saraira dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan
skala kecil berupa kapal penangkapan ikan lengkap dengan mesinnya
beserta alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu
penangkapan ikan dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Perairau Darat.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan
Skala Kecil adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan/udang yang
dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi, serta
penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi dan jalan produksi budidaya
ikan berbasis peran serta kelompok pembudidaya ikan.

4.Rehabilitasi...
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4. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Unit Pengolahan lkan (UPI) skala
kecil melalui kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan
peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala
mikro dan kecil.

6.3.1. Deskrlpsl Menu Keglataa

1. Menu DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi
a. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

(UPID Provinsi);
b. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Ralryat; dan
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi.

2. Menu DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ kota
a. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/kota)l
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala

Kecil;
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya

Ikan Skala Kecil; dan
d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolairan Hasil Perikanan.

6.3.2. Krlterla Lokasl Prioritas

Lokasi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan TA 2022 adalah Provinsi, Kabupaten/kota yang
memiliki perairan laut, perairan umum dan garis pantai dengan kriteria sebagai
berikut:

1. Sentra produksi kelautan dan perikanan;

2. Lokasi Major Project;

3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);

4. Provinsi dengan IUU fishing dan Destructiue fishing yang tinggi;

5. Provinsi Kawasan Konservasi Perairan Daerah;

6. Daerah bercirikan kepulauan dan/atau laut;

7. Daerah Afirmasi (Daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar,
transmigrasi'dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat);
dan

8. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sesuai amanat Perpres Noruor Nomor
79 lTahurt 2019 dan Perpres 80/ Tahun 2019.

6.4. Tata. . .
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6.4. Tata Cara Pelaksanaaa Keglatan

Rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dikerjakan
secara swakelola dan/atau kontraktual.

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
untuk provinsi adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
(UPTD Provinsi);

Rincian kegiatan:

1) Penahan gelombang (breaktoatefl;

2l T\.rrap penahan tanah (reuetmentl;

3) Dermaga;

4l Kolam pelabuhan;

5) Drainase;

6) Jalan komplek (Betou);

7l Tempat pemasaran ikan (TPI Higienis);

8) Fasilitas air (tawar) bersih;

9) Pos pelayanan kesyahbandaran perikanan;

l0) Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);

1 1) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan

12) Sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran
(berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi).

b. Pembangunan/ Rehabilita"si Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)

Rincian kegiatan:

1) Kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/ pakan
alami/tandon;

2l Bangunan panti benih/bangsall tatclrcry;

3) Saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);

4l Kolarn atau bak pengelolaan limbah;

5) Calon induk unggul dan pakan calon induk unggul;

6) Sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan maggot); dan

7l Rehabiltasi sarpras penunjang (mess teknisi, rehab kantor balai
benih) ** Daerah bencana.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergaraman.

Rincian . . .
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Rincian Kegiatan

1) Rurnah htnnel garam (1 set terdiri dari 10 unit tunnel, disertai
dengan penataan lahan);

2l Integrasi pergaraman 8-15 Ha; dan

3) Pembangunan/ Revitalisasi gudang garam ralryat (ukuran < 100
ton).

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi

Rincian Kegiatan

1) Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
ukuran 8 meter dan 12 meter;

2) Perlengkapan POKMASWAS;

3) Pos Pengawas;

4l Pembangunan / Rdhabilitasi pondok jaga kawasan konservasi;

5) Sarana monitoring biofisik target konservasi (alat selam, gps,
kamera underwater);

6) Sarana p.*.iih^r".., sementara biota langka;

7) ' Speedboat kawasan konservasi;

8) Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi.

2. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/ kota)

Rincian kegiatan:

1) Kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/ larva/tandon;

2l Bangunan pani;i benih/bangsal I hatctery;

3) Saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);

4l Sumur bor air tawar unfuk hatchery lunit pembenihan;

5) sarana pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benrh;

6) Calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul;

7l Sarana budidaya pakan alami; dan

8) Rehabilitasi sarpras penunjang (mess teknisi, rehab kantor balai
benih) ** Daerah bencana.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala
Kecil
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Rincian Kegiatan:

1) Perahu/ kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih
kecil dari 5 GT;

2l Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran
lebih kecil dari 3 GT;

3) Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan
berukuran lebih kecil dari 5 GT;

4l Alat penangkapan ikan ramah lingkungan; dan

5) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (GPS, frsh finder,
lampu coolbox).

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pemburlidaya
Ikan Skala Kecil

Rincian Kegiatan:

1) Sarana dan prasaraira budidaya ikan air payau (udang/bandeng/
kepiting);

2\ Sarana budidala ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin);

3) Sarana dan prasarana budidaya ikan komoditas lokal (Gabus,
Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat,Tawes);

4l Sarana dan prasarana budidaya sistem polikultur (Udang, Bandeng,
Rumput Laut);

5) Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasara Unit Pembenihan
Rakyat (UPR);

6) Pembangunan/ Rehabilitasi saluran irigasi perikanan;

7l Pengembangan jalan produksi;

8) Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan prasarana
Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU);

9) Sarana dan Prasarana Prcduksi Pakan Mandiri;

!0) Penyediaan sarana dan prasarana budidaya/pembesaran ikan laut
untuk percontohan/pemberdayaan masyarakat (Kerapu, Bawal
Bintang, Kakap, Kobia);

11) Sarana dan prasarana budidaya rumput laut; dan

12) Pembangunan/rehabilitasi hatchery skala furr,ah tangga (HSRT).

d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

Rincian Kegiatan:
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Bedah unit pengolahan ikan skala kecil (perbaikan bangunan
beserta peralatan pendukung);

Revitalisasi sentra pengolahan hasil perikanan;

Rehabilitasi rumah kemasan (perbaikan bangr.rnan dan pengadaan
perlatan kemasarr);

Rehabilitasi gudang beku terintegrasi;

Rehabilitasi Pabrik Es <20 ton;

Rehabilitasi Cold Storage < 100 ton; dan

Rehabilitasi Pasar Ikan.

2l

3)

4\

s)

6)

7l

6.5. Penllaian KinerJa Pelaksanaan Keglatan

l. Output kegiatan DAK Fisik Bid,ang Kelautan dan Perikanan yang digunakan
sebagai dasar penilaian klnerja adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang
dibangun / direhabilitasi ;

b. Unit perbenihan (provinsi dan kabupaten/kota) yang dibangun;

c. Sarana.dan prasarana garam rakyat yang dibangun;

d. Sarana dan prasarana pengawasan dan kawasan konservasi yang
disalurkan;

e. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil yang
disalurkan;

f. Sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala
kecil yang disalurkan; dan

g. Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang direhabilitasi.

2. Outcome kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai
berikut:

a. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kawasan serrtra produksi
pangan (Food Estatel dan daerah pendukungnya secara terintegrasi
hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pernulihan

' ekonomi nasional.

b. Meningkatkan cwnership dan kapasitas daeratr dalarn pengembangan
kawasan sentra prodtlksi pangan (Fciod Estatel dan daerah
pendukungnya.
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c. Mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya
sebesar 12,7 jula ton, garam sebesar 3,0 juta ton, dan rurrrput laut
sebesar 11,2 juta ton, peningkatan Nilai T\rkar Nelayan (NTN) menjadi
102-105 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) menjadi 103,
peningkatan pengelolaan kawasan konservasi dt 22,9 juta Ha, dan
peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan mencapai 96 persen pada
tahun 2022 melalui pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan
perikanan pada 5 Provinsi dan 7 Kabupaten/kota Food Estate serta 19
Provinsi dan 179 Kabupaten/kota sentra perikanan dan kelautan.

3. Immediate Attcome kegiatan DAK Ftsik Bidang Kelautan dan Perikanan
adalah sebagai berikut:

a. Penirrgkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan sesuai standar;

b. Peningkatan sarana prasarana unit perbenihan (UPTD Provinsi);

c. Peningkatan ketersediaan sarana produksi dan prasarana niaga garam;

d. Peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya perikanan dan
pengelolaan Kawasan konservasi;

e. Peningkatan sarana prasarana unit perbenihan (UPID Kabupaten/kota);

f. Peningkatan ketersediaan dan pemanfatan kapal dan alat tangkap oleh
nelayan;

g. Peningkatan ketersediaan dan pemanfatan sarana prasarana budidaya
oleh penrbudidaya ikan; dan

h. f'eningkatan ketersediaan dan pemanfatan sal'ana prasarana
pengolahan oleh pengolah dan pedagang ikan.

7.

7.L. Arah KebtJakan

Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui perringkatan
kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil
dan merrengah sebagaimana amanat RPJMN 2O2O-2O24, yang didukung dengan
penanganan jalan, pengelolaan sampa.h dan sarana prasarana pendukung,
serta pasar rakyat penunjang pariwisata

7.2. TuJuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pariwisata diberikan dengan tujuan dan sasaran sebagai
berikut:

1. Meningkatnya 
' kuantitas dan kualitas amenitas pariwisata di destinasi

pariwisata prioritas nasional; dan
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2. Meningkatnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata prioritas
nasional

Ruang Ltngkup Keglatan
Deskrlpsl Meru Keglatan dan Rlnclan Kegiatan

Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata meliputi:
1. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:
a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan

kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);

b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
c. Tempat Parkir;

d. Tempat Ibadah;

e. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;

f. FasilitasKebersihan;
g. Penaman Lansekap (termasuk pema.sangan lampu taman dan papan

interpretadi wisata);

h. Gazebo;

i. Plazal Area Pengunjung;
j. Plaza Kuliner;

k. Kios Cenderamata;

l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;

m. Menara Pandang;

n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian);

o. Jalan dalam Kawasan;

p. Boardutalk;

q. Diue Center dan Peralatannya;

r. Surftng Center dan Peralatannya;

s. Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht dan perlengkapanya (termasuk
mooring buoy);

t. Dermaga Wisata;

u. Talud;.

v. Glass Bottom Boat; dant

w. Perahu . . .

7.3.

7.3.1.

SK No 131346 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-132-

w. Perahu Wisata Susur Sungai/ Danau/ Mangrove.

2. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari)

Dengan Rincian Kegiatarr sebagai berikut:

a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan
kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);

b. Toilet (terrnasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
c. Tempat Parkir;

d. Tempatlbadah;

Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;

Fasilitas Kebersihan;

Penataan Lansekap .(termasuk pemasangan lampu taman dan papan
interpretasi wisata);

h. Gazebo;

i. Plazal Area Pengunjung;
j. Plaza Kuliner;

k. Kios Cenderamata;

l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;

m. Menara Pandang;

n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) ;

o. Hiker's Hut/ SlrciteC

p. Boardwalk;

q. Hiking Centre dan Peralatannnya; dan

r. .Jalur Sepeda.

3. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya clan
Perkotaan

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut:
a. Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan

kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata);

b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
c. Tempat Parkir;

d. Tempat lbadah;

e. Fasilitas Mrtigasi Bencana Alam;

f. FasilitasKebersihan;

e

I
g
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g. Penataan Lansekap (termasuk pemasangan larnpu taman dan papan
interpretasi wisata);

h. Gazebo;

i. Plaza/ Area Pengunjung;
j. Plaza Kuliner;

k. Kios Cenderamata;

l. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater;

m. Menara Pandang;

n. Jalur Pejalan Ka.ki (Pedestrian);

o. Jalan dalam Kawasan; dan
p. Taman Wisata Olahraga.

4. Pernbangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa
Wisata

Dengan Rincian Kegiatan sebagai berikut :

a. Bangunan TIC dan perlengkaparrnya (termasuk ruang serbaguna dan
kantor pengelola darr papan pusat informasi pariwisata);

b. Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
c. Tempat Parkir;

d. Tempat Ibadah;

e. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;

f. FasilitasKebersihan;
g. Penataan Lansekap (termasuk pemasangan lampu taman dan papan

interpretasi wisata);

h. Gazebo;

i. Plazal Area Pengunjung;
j. Plaza Kuliner;

k. Kios Cenderamata;

l. Panggung Kesenian/Perturrjukan/Amphiteater;
m. Menara Pandang; dan

n. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian).
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7.3.2. Kriterla Lokasl Prloritas
Lokasi prioritas dari DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah Daerah
(kabupaten/kota) yang termasuk dalam 10 Destirrasi Pariwisata prioritas, 8
Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 1 Destinasi Pariwisata Revitalisasi Bali
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24.

Pada 19 DPP tersebut, 93 kabupaten/kota ditetapkan sebagai lokasi prioritas
DAK Fisik Bidang Pariwisata. dengan mempertimbangkan relevansinya sebagai
kawasan inti DPP, status dan pencapaian internasional/ nasiorral, relevansi
untuk mendukung kawasan inti (pintu nrasuk, rangkaian pola perjalanan, pintu
keluar) dar: pilot project wisata religi. Kabupaten/kota lainnya dimasukkan
menjadi bagian stok intervensi di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan
kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan.

7.3.3. KriterlaTeknls/Penilalan
Kriteria penilaian DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Krlterla Utarnl Readlness Crlterla

Merupakan p'ersyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Daerah dalam
mengusulkan DAK Fisik Pariwisata TA 2022
a. Tanah Clean and, Clear

1) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat
kepemilikan atau <lokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah;

2l Lahan pribadi/yayasan/ swasta yang dlserahkan ke pemerintah
Daerah dibuktikan dengan Akta Hibah yang dibuat oleh pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT);

3) Surat ijin penggunaan lahan dari Intansi pemerintah pusat/OpD
yang berwenang mengelola lahan dan Naskah Kerjasama antara
Kepala Daerah dengan Instansi _ yang berwenang, untuk lahan
Pemerintah Daerah/Pusat yang tidak dibawah
pengelolaan/kewenangan OPD/lnstansi yang membidangi
pariwisata;

4l Lahan pemerintah desa yang dapat dibuktikan dengan sertifikat
atas nama desa atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah
dan dikerjasamakan, kepada pemerintah Daerah untuk di kelola
dengan membuat naskah kerjasama antara l(epala Daerah dengan
pemerintah desa;

5) Khusus untuk provinsi Papua dan Papua Barat, bentuk kepemilikan
tanah.selain tersebut dratas, dibuktikan dengan surat pernyataan
pelepasan hak atau surat bukti dipinjamkan hasil musyau,arah adat
dan diakui oleh Kepala Daerah untuk dikelola oleh OpD yang
membidangi pariwisata.
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Memtltkt OPD Parlwisata (terdapat OPD dengan nomenklatur
pariwisata, memiliki tugas
telah ditetapkan dalam Pera

dan fungsi pengembangan pariwisata dan
turan Daerah).

c. Memiltkt lfia,ster Plan (Master Plan mendetailkan rencana umum
pembangunan dan pemanfaatan aspek ekonomi dan budaya) dan/atau
Memiliki Site Plan (Site Plan mendetailkan rencana pembangunan, zonasi
Kawasan dan desain tapak di lokasi DTW).

2. Kriterla Tambahan:
a. Merupakan kawasan peruntukan pariwisata sesuai dokumen RT/RW;
b. Ketersediaan Dokumen RIPPARDA (Perda/Laporan Akhir);
c. Ketersediaan Daya Tarik Wisata Alam, DTW Budaya, DTW Buatan;
d. Ketersedian aksesibilitas jalan menuju Daya Tarik Wisata;
e. Ketersediaan aksesibilitas bandara menuju Daya Tarik Wisata;
f. Ketersediaan aksesibilitas pelabuhan menuju Daya Tarik Wisata;
g. Jarak dari pusat kota menuju DTW;
h. Jaiak dari bandara terdekat menuju DTW;
i. .-larak dari Pelabuhan laut/danau terdekat menuju DTW;
j. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap totat ApBD Tahun 2018;
k. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total ApBD Tahun 2Ol9;
l. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total ApBD Tahun 2020;
m. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke D1'W;
n. Jumlah Kunjrrngan Wisatawan Nusantara ke DTW;
o. Terdapat dokumen perencanaan teknis Da;,a Tarik Wisata: Detailed

Engineeing Design (DED) ;

p. Surat kesanggupan pengelolaan asset DAK dari Kepala Daerah sesuai
Juknis DAK;

q. Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan DTW;
r. Besar Penyerapan DAK pada tehun 2018;
s. Besar Penyerapan DAK pada tahun 2019;
t. Besai Penyerapan DAK pada tahun 2020;
u. Alokasi APBD untuk sektor pariwisata tahun 2O2O (%):
v. Termasuk daiam klasifikasi Kawasan perdesaan prioritas Nasional

(KPPN);

w. Termasuk dalam Unesco Global Geopark;
x. Termasuk dalam Geopark Nasional;
y. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI);
z. Daerah 3T afirmasi (daerah transmigrasi, daerah perbatasan, daerah

tertinggal, pulau kecil terluar);.

7.4. Tata. . .
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7.4. Tata Cara Pelaksanaan Keglatan
Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh OpD dengan
nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata
dan telah ditetapkan rnelalui Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan dan
ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang pariwisata diatur lebih
lanjut dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK
Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penllalan KlaerJa Pelaksanaan Kegiatan
Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang pariwisata dinilai dari
tercapainya target dan output kegiatan yang telah .disepakati bersama antara
oPD dan Kementerian Par rwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan
dan ketertiban pelaporan.

Output:

Jumlah.. Amenitas Kawasan Pariwisata dan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan
Pariwisata yang dibangun di 10 DPP, 8 (delapan) Destinasi pariwisata
Pengembangan serta Revitalisasi Bali sesuai dengan Peraturan presiden Nomor
18 Tahun 2O2O tentarLg RPJMN 2O2O - 2024.

Imrnediate Outcome:

1. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di DTW tahun berkenaan dan
tahun sebelumnya; dan

2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di D'lW tahun berkenaan dan
tahun sebelumnya.

Pengaturan lebih lanjut terkait Immediate outcome DAK Fisik Bidang pariwisata
diatur dalam Petunjuk Operasional.

Attcomi'.

1. meningkatnya daya saing pariwisata daerah; dan

2. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan
mancanegara di ciaerah.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata (realisasi target f output
dan keuangan) menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK
Fisik Bidang Pariwisata pada tahun berikutnya.
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8.
8.1.

BIDANG JAIIIN

1. Jalan Reguler;
2. Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM;

3. Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani; dan

4. Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk pembangunan
Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan papua.

4.2. Arah KebiJakan
I

2.

a.

b

Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kabupaten/kota;
dan
Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-
fasilitas pelayanan dasar publik dan. pusat-pusat perelonomian daerah.

nugaaan
a. Tematik 1 

Mempercepat pemulihan ekonorni dan reformasi struktural melalui
peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan
sentra industri kecil dan rrrenengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-
2024, yang didukung dengan penanganan jaian, pengelolaan sampah
dan sarana prasarana pendukung, serta pasai rat<yat penunjang
pariwisata.

b. Tematik 2

I ) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate (kau,asan
sentra produksi pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan
sentra produksi pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka
penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional;
dan

2l Meningkatkan ounership dan kapasitas daerah dalam
pengembangan Food Estate (kawasan sentra produksi pangan) dan
daerah pendukungnya serta Kawasan Sentra produksi p""ga".

c. Tematik 3

Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan
barang dari Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 

-kaw:asan

perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan iransmigrasi terhadap
pelayanan ciasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.
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8.3.

l. TuJuan

a. Regule

nAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju
simpul transportasi, fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat
perekonomian daerah, meningkatkan konektivitas menuju Daya Tarik
wisata, daerah pengembangan Food Estate (Kawasan slntra produksi
Pangan) dan daerah pendukungnya, serta meningkatkan kualitas
aksesibilitas menuju Pulau-Pulau Kecil rerluar berpenduduk, kawasan
perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

2

n

b.

Meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju simpul transportasi,
fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat perekonomian daerah pada
33 Provinsi dan 508 kabupatenlkota.

1) Tematik 1

Meningkatkan kemantapan Jalan pada rras yang ditangarri di 93
Lokasi prioritas kabupaten/kota dan 20 provinsi di 19 Destinasi
Pariwisata RPJMN 2O2O-2O24.

2l Tematik 2

Meningkatkan kemantapan Jalan pada ruas yang ditangani di 2gg
Lokasi Prioritas Kabupaten/kota dan 33 provinsi.-

3) Tematlk 3

Meningkatkan kemantapan Jalan pada ruas yang ditangani di g3
Lokasi Prioritas Kabupaten/kota dan 6 provinsi.

Ruang Ltngkup Kegiatan

8.5.1. Deskrtpsi Menu dan Rlncian Keglatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk Kabupaten/kota adalah sebagai
berikut:

Tabel 1. Menu kegiatan DAI( Fisik Bidang Jalan

MENU

KEGIATAN

Pemeliharaan berkala/ Rehabilitasi Jalan

tan Kapasitas Struktur Jalan

RINCIAN KEGIATAN

IPenanganan

Jalan 2
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RINCIAN KEGIATAN

8.4.1. Kriterla Lokast prloritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RpJMN 2o2o-2o24, maka DAK Fisik
Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai
berikut:

I . Reguler

Diprioritaskan pada 33 ppovinsi dan 50g Kabupaten/ Kota dengan besaran
alokasi memperhatikan kemampuan kapasitas liskal dan f.*"rrt"p..,
kondisi jalan

2. Penugasan

DAK Penugasarr terdiri atas penanganan jalarr provinsi dan kabupateni kota:

a. Tematik l: "Penguatan Dpp dan Sentra Industri Kecil Menengah,,,

1) ' "Penguatan Destinasi pariwisata prioritas dan sentra Industri Kecil
dan Menengah" adalah pada 10 Destinasi pariwisata prlo,tas, g
Destinasi Pariwisata pengembangan dan 1 Destinasi pariwisata
Revitalisasi Bali (dengan total 19 Dpp), rran 4 Destinasi Daya Tarik
wisata Religi sesurei dengan amanat RRIMN 2o2o-2o2i terkait
pengembangan pdriwisata; dan

2l Pada 19 DPF tersebut, ditetapkan 93 kabrrpaten/kota d,an 20
Provinsi dengan mempertimbangkan Kawasan inti Dpp, Status
World Heritage, relevansi dengan kawasan inti (pintr.r masuk, dan
rangkaian pola perjalanan).

b. Tematik 2:, "Pengembangan Food Estate d,an pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pertanian, perikd.iran. dan Hewani ,

1) 5 Provinsi Food Estate(Kawasan Sentra produksi pangan), 7 provinsi
Pendukung Food Estate, serta 19 provinsi sentra proiuksi pangan;

2) Kabupaten . . .

3 Pelebaran Jalan (khusus DAK Penugasan)

4 Pemeliharaan berkala /Rehabilitasi .Ialan

Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan

+

5 Pembangunan Jalan (Khusus DAK Penugasan)

1 Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jembatan

2
Penanganan

Jembatan
3

Penggantian Jembatan

Pembangunan Jembatan (Khusus DAK Penugasan)
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2l Kabupaten Foad Estate (Kawasan Sentra produksi pangan) yang
sudah ditetapkan di dalam Rapat Terbatas tanggal ZS SeptemUei
2020;

3) Kabupaten/kota Pendurung Food Estate (Kawasan sentr.a produksi
Pangan) yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan
lanskap-ekologis, hidrologisl, on farm(keterkaitan sarana prod;k;ir;
serta off farm (konektivitas pasar);

4l Kabupaten/kota sentra produksi pertanian serta kelautan dan
perikanan.

J..f^tl! 3: "Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk pembangunan
Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan papua,,

Kriteria lokasi prioritas tematik diarahkan pada daerah afirmasi dengan
kriteria'sebagai berikut:

1) Kawasan Perbatasan & pulau pulau Kecil Terluar (ppKT); Daerah
Tertinggal; Alirmasi papua Kawasan Transmigrasi 

'ditetapkan g3
kabupaten/ kota dan 6 provinsi.

8.5. Tata Cara pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

l. Kegietan pembangunan, 
. 
peningkatan/ rekonstruksi, rehabilitasi/

pemeliharaan berkaia jatan/iembatan provinsi/kabupaten/kota harus
memenuhi ketentuan:

a. lahan tanah sudah dibebaska.n pemda;

b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. nrendukung prioritas nasional;

d' ada kelengkapan DED konsurtan pihak ketiga, jaringan jaran, kajian
sistem, dan kaj ian lingku,rgan (jika dibutuhkan)j 

-

e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan;

f. mengacu pada standar teknis jalan yang berlaku;

g. pekerjaan pembangunan tidak menyangkut pembebasan/permasarahan
lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung (DED sudah selesai serah
terima pekerjaan dengan konsultan pihak ketlga);

h. lblah dilakukan uqfate database jalan dan jembatan setiap akhir tahun
secara kontraktual dengan konsultan pihakketiga.

c
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2. Ruas jalan provinsi/ kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas
jalan sebagaimana telah diteiapkan ,iel"tui keputusan
gubernur/bupati/walikota tentang penetapln ruas-ruas jalan sebalai .yalan
provinsi/ kabupaten/ Kota.

3. Ruas jalan prioritas pada
memperdmbangkan aspek:

jalan Provinsi dan Kabupaten/kota,

a. prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang
terdiri dari:

1) penanganan jalan.provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional
atau strategis nasional; dan

2) penanganan jaian Kabupaten/kota yang merupakan akses ke Jalan
Provinsi atau strategis provinsi serta akses ke.lalan nasional atau
strategis nasional.

b. meningkatkan akses ke daerah potensial (Daya Tarik wisata, daerah
pengembangan Food Estate lKawasan sentra produksi pangan dan
daerah pendukungnya, pulau-purau Kecil Terruar berp."nduduk,
kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan
transmigrasi); dan Ketentuan spesifikasi teknis -tegiatan DAK Fisik
Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri y..rg ,i..rrrgani urusan
pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional pJnyelengiaraan DAK
Fisik Bidang Jaian.

4' Per-encanaan Bidang .lalan dilakukan menggunakan sumber dana serain
DAK, semua kegiatan lisik_dan pengawasan aioex Bidang Jaran dikerjakan
secara kontraktuat pihak ketiga. Khusus untuk peigendalian lapat
menggunakan swakelola.

a. Pelaksanaan dan pengawasan

Pelaksarraan dan. pengawasan kegiatan DAK Fisik Bidang Jaian yang
dilakukan secara l<onrraktual pihak ketiga diawali meralui p?milihan dan
penetapan Lokasi Kegiatan dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundani-undarrgan.

b. Pengendalian

Pengendalian DAK Fisik Bidang Jalan yang dilaksanakan secara
swakelola khusus untuk pengendalian dengln mengkaji lingkup proyek
agar langkah-langkah kegiatan terbimbing kearair tl3r.r' y".rg
ditetapkan dan mengantisipasi keterrambatan j-adwal dan pembengkakan
biaya proyek.
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8.6. Penllalan KlnerJa pelaLsanaan Keglatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan
yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang birlaku.
Adapun indikator output dan outcome sebagai berikut:

f . indikator outputi panjang jalan/jembatan (km/meter);

2' indikator immediate outcome: meningkatnya persentase kondisi mantap jalan
daerah (%ol; dan

3. indikator outcome: meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas jaringan
jalan.

9.

9.1

1.

EIDANG AIR MINUM

. Arah Keb[iakan

Mewujudkan percepatan penyediaan air minum dalam rangka mendukung
pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Rencana pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Major projecf Akses Air Min-um
Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), mendukung-pemulihan ekonomi,
reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas sumber Daya
Manusia (SDM);

2. Mewujudkan akses layarran air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan
sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TpB) T\rjuan 6. 1 . 1; dan

3. Penyediaan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan
pemanfaatan kapasitas Sistem penyediaan Air Minum (spAMi terbangun
(idle capacitg) sebelum dilakukan pembangunan sistem baru, pembangunan
SPAM bagi daerah yang belum memiliki sistem, dan peningkatan SPAM,
serta dilakukan berdasarkan pada Rencana Induk sislem pinyediaan Air
Minum (RISPAM).

9.2.

Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar
95,58% (termasuk 12,08% akses aman) dengan akses jaringan perpipaan
sebesar 25,83o/o dan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 6gh Syr.

9.3. Ruang Ltngkup Kegiatan

Terdapat 2 (dua) lingkup kegiatan pada DAK Bidang Air Minum yaitu
Pembangunan sistem Penyediaan Air Minum (spAM) Jarlngan perpipaan dan
Pembangunan SPAM Bukan Jaringan perpipaan.

I. SPAM. , .
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1. SPAM Jaringan Perpipaan

a. Perluasan sPAM melalui pemanfaatan kapasitas sistem penyediaan Air
Minum (SPAM) terbangun (idle capacity);

b. Pembangunan SPAM apabila idle capacitg sudah tidak ada lagi atau
daerah yang belum memiliki Sistem penyediaan Air Minum lSeafr{y,
dengan modul:

o Pembangunan lPAl Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi
(dilengkapi unit air bakulbroncaptering/penangkap mata
air/Instalasi Pergolahan Air Sederhana (lpAS), unit pengolihan, bak
pengumpul, jaringan distribusi, dan Sambungan Rumah (SR), serta
komponen lainnya).

c. Peningkatan sPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari
sarana dan prasarana sPAM terbangun, apabila idte capacitg sudah tidak
ada lagi dan masih ada kapasitas IpA yang dapat ditingkaikan, dengan
modul:

c Uprating IPA/Penambahan sumur dalam terlinduagil broncaptering
(dilengkapi Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).

d. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SpAM Regional.
2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal

Pembangunan baru bagi Kabupaten/ kota atau daerah yang tidak dapat
dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan pilihan modul:
a. Sumur Dalam Terlindungi/Bak penampungan Air Hujan

(PAH)/ Bangunan Penangkap Mata Air Terlindungi, dilengkapi dengan
bangunan hidran umum/ kran umum.

9.4. Deskrlpsi Menu dan Rinclan Keglatan
1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungar, Rumah (SR).

2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan perpipaan

. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (lpA)/Bro ncaptering f Sumur
Dalam Terlindungi IPA.

3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Komunal - Tematik Kematian Ibu
dan Stunting

. Uprating Instalasi Pengolahan Air (lpA)/penambahan Sumur Dalam
Terlindungi / Broncapteing.
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4. Pembangunan SPAM BJP Komunal
o Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/ penampungan Air Hujan (pAH)

/Penangkap Mata Air (PMA).

5. Perluasan SPAM JP (DAK Integrasi)

. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).

6. Pembangunan Baru SPAM JP (DAK Integrasi)

o Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (lpA)/pernbangunan
Broncapteing/ Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi.

7. Peningkatan SPAM JP (DAK Integrasi)

o Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam
Terlindun gi / B roncaptering.

8. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional
o Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU).

9.5. Kriterla Lokast Prioritas
Untuk mendukung percepatan pencapaian akses air minum layak dan aman
gesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2o2o-2o24 melalui Major project Akses
Air Minum Perpipaan 10 Juta Sambungan Rumah (SR). DAK Fisik Bidang Air
Minum diperuntukkan bagi lokasi yang memenuhi salah satu kriteria sebagai
berikut:

1. Kabupaten/kota dengan gap akses air minum perpipaan untuk mencapai
target Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah
(SR));

2. Menu pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan peningkaran SpAM
jaringan perpipaan diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan kapasitas
SPAM yang belum termanfaatkan kurang dari 30% berdasarkan data
SIMSPAM per-April 202 1 ;

3. Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan SpAM Regional, antara
lain: Umbulan (Provinsi Jawa Timur), Benteng Kobema (provinsi Bengkulu),
Mebidang (Provinsi Sumatera Utara), Pasigala (provinsi Sulawesi Tengah),
Kertamantul (Provinsi D.l. Yograkarta), dan Bajarbakula (provinsi
Kalimantan Selatan);-

4. Desa/kelurahan intervensi penuruna n stunting d.an diprioritaskan bagi yang
belum pernah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat dan OeX
untuk penanganan stunting sebelumnya;
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5. Daerah Afirmasi dan Kawasan perdesaan prioritas Nasional (KppN);

6. Diprioritaskan untuk kabupaten/kota dengan akses air minum di bawah
rata-rata nasional;

7. Lokasi prioritas daerah rawan air dan rawan kekeringan, yang belum
mendapatkan intervensi;

8. Lokasi desa yang telah melaksanakan program penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (pamsimas) tahun 200g-2020 dengan kinerja
hijau (sarana dan prasarana terbangun berfungsi baik), desa baru pamsimas
yang masuk dalam longlist IMAS tahap II, dan diprioritaskan belum pernah
mendapatkan DAK untuk dukungan pamsimas sebelumnya; dan

9. Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh perkotaan dan lokasi prioritas.

9.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

semua kegiatan di DAK Bidang Air Minum dapat dikerjakan secara swakelola
atau kontraktual. Khusus menu pembangunan baru untuk desa baru program
Pamsimas diutamakan menggunakan swakelola.

1. Kontraktual

a. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang
dilakukan secara kontraktuar diawali melalui pernilihin dan penetapan
Lokasi Kegiatan, Penyusunan Detail Engineering Desen (DED) serta
Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.
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kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
struksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan
pekerjaarr kon

2

a. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang
dilaksanakan secara swakelola khusus untuk deia baru program
Pamsimas, harus sudah melaksanakan kegiatan Identifikasi MaJahh
dan Analisis Situasi. Tahap II IMAS II). IMAS II merupakan kegiatan
pengumpulan data dan reviu peta sosial masyarakat. Selanjutnya
kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Keswadayaan
Masyarakat (KKM) pembentukan dan penguatan Kelompok pemanfaatan
sistem Penyediaan Air Minum (KpspAM) dan penyusunan Rencana Kerja
Masyarakat (RKM).
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Sedangkan untuk kegiatan swakelola lainnya diawali dengan
penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TF-L), sosialisasi kepada
masyarakat, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat RKM.
Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk swakelola dilakukan dengan kontrak
kerja/Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pejabat pembuit Komitmen
(PPK) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa pengguna Anggaran
(KPA)/Kepala OPD yang membidangi air minum. Setelah kegiatan
selesai, diserahterimakan dari KKM kembali kepada ppK yang
selanjutnya aset lisik akan diserahkan kepada KPSPAMS selaku
pengelola.

9.7. Penllaiaa KlnerJa Pelaksanaan Keglatan
Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator output darr outcome
masing-masing bidang sebagai berikut:
1. Indikator output, jumlah sarana prasarana air minum (Unit SR) dan

kapasitas terbangun (liter/detik) serta jumlah rumah tangga (RT) terlayani
SPAM Bukanjaringan perpipaan; dan

2. Indikator immediate outcame, cakupan pelayanan (jiwa).

Kinerja pelaksanaan Bidang Air Minum dalam mendukung kegiatan penataan
Permukiman Kurnuh rerintegrasi Perumahan dan permukiman, ditargetkan
dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan air minum, sesuai dengan
usulan proposal Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama dengan
pemerintah pusat.

Pengaturan lebih lanjut mengena.i immediate outcome diatur pada peraturan
menteri kementerian/Lembaga teknis terkait yang mengatur mengenaipetunjuk
operasional.

b

o.I
1

1

G SANITASI

O.1. Arah Kebdakan
. Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju

target T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan (TpB) bidang sanitasi ser.ta
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal air limbah melalui dukungan
Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi;

2. Mendukung. . .
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2. Mendukung percepatan pembangunan sanitasi meialui peningkatan akses
layanan sanitasi di kabupaten/kota sesuai target RPJMN 2O2O-2O24,
serta pertumbuhan ekonomi akibat dampak COVID-19 secara nasional;

3. Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan
Pengembangarr dan Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Sampah; dan

4. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi
prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi
Sanitasi Kabupaten/ kota.

LO.2.

DAK Fisik Bidang sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi
melalui peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air limbah dan
persampahan skala permukiman untuk mendukung akses sanitasi layak
82,07% (termasuk aman 13%) dan 9, i 3% pengurangan sampah perkotaan pada
tahtn2Q22.

10.3.

1. Untuk
Ruang Liagkup Keglatan

sektor air llmbah, menu kegiatan yang disediakan adalah sebagai
berikut:

a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman, dengan rincian
kegiatan:

1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;

2l Pembangunan baru IPAL Skala permukiman kombinasi MCK
minimal 50 KK; dan

3) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang
telah memiliki SPALD-T (skala permukiman) yang masih memiliki
idle capacitg.

b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
(SPALD-S), dengan rincian kegiatan:

1) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);

2l Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50
KK;

SK No 13l362A

3) Pe:irbangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t48-

3) Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50
KK; dan

4l Pengadaan truk tinja (diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang
sudah memiliki IPLT yang berfungsi).

2. Untuk sektor persampahan, menu kegiatan yang disediakan adalah
sebagai berikut:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian
menu kegiatan:

1) Pembangunan TPS 3R.

Deskrlpsl Menu dan Rinclan Kegiatan
Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman
o Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;
o Pembangunan bani IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan

jumlah layanan minimal 50 KK; dan
r Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah

memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle
capacitA.

2. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Terintegrasi)
o Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK (DAK

Terintegrasi);

o Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan
jumlah layanan mininral 50 KK (DAK Terintegrasi); dan

r Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah
memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle
capacitg (DAK Terintegrasi).

3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-
s)

o Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);

r Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK;
o Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK;

dan

. Pengadaan truk tinja.

1

1
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4. Pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat
(SPALD-SI (DAK Terintegrasi)
o Pembangunan tangki septik skala komunal (s-10 KK) (DAK Terintegrasi).

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah

o Pembangunan TPS 3R.

6. Penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan sampah (DAK Terintegrasi)

o Pembangunan TPS 3R (DAK Terintegrasi).

O.5. Krlterla Lokast Prloritas
DAK Fisik Reguler Bidang sanitasi rA 2022 dapat diikuti oleh seluruh
kabupat6h/ kota termasuk desa/kelurahan penurunan sfunting dan
diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapitkan intervensi dari- pusat
dan DAK untuk penan ganan stunting sebelumnya, daerah afirmasi serta
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KppN);

2. Kabupaten/kota sudah menJrusun dokumen strategi Sanitasi
Kabupaten/kota (sSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupat en /kota
harus sudah masuk dalam dokumen sSk dan diprioritaskan di wiiayah
dalam zona 3 dan 4 baik untuk kegiatan air limbah maupun persampahin;

3. Rincian menu penambahan pipa pengumpul dan sR dilaksanakan pada
kabupaten/kota yang sudah memiliki SPALD-T skala permukiman yang
masih memiliki idle capacitg;

4. Rincian menu pembangunan tangkr septik skala individual perdesaan
diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah oDF selama minimal I
tahun (paling akhir'31 Jantrari 2021) berdasarkan data dari STBM, daerah
afirmasi, Kawasan Perdesaan prioritas Nasional, serta desa/kiurahan
penurunan stunting dan diprioritaskan bagr yang belum pernah
mendapatkan intervensi dari pusat dan DAK untuk penang n n it ntirrg
sebelumnya;

5. Rincian menu pembangunan tangki septik individual perkotaan dan
pengadaan truk tinja diperuntukkan bagi kabupaten/ko[a yang sudah
memiliki IPLT yang berfungsi dan/atau sedang/sudah menyrrsui sistem
pengelolaan lumpur tinja (reguler/ on-calt basisl;

6. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi rahun 2022 diprioritaskan untuk
kabupaten/kota yang sudah melakukan input data henu infrastruktur
sanitasi dalam sistem pemantauan berbasis web (Nawasis); dan

7. Dalam rangka mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh
terintegrasi .birlang perumahan dan permukiman, diperlukan dukungan
penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk iayanan sanitasi.

1

1
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1O.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan
Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Bidang
Sanitasi terdiri dari:

Dukungal ini dilakukan melalui Menu Pengembangan dan pembangunan
SPALD-T, Rincian Menu Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK)
dan Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah. Kegiatan
tersebut diperuntukkan bagi kabupaten/kota telah melalui seleksi untuk
mendukung penanganan permukiman kumuh terintegrasi.

Menu dan rincian kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan kontraktual
yaitu:
a. Pengadaan Truk Tinja; dan
b. Untuk semua menu' pada kegiatan yang dilaksarrakan pada lokasi

a-firmasi dapat dilaksanakan dengan kontraktual padat karya.
Tahapan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode kontraktual:
a. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang
dilakukan secara kontraktual diarvali melalui Pemilihan dan penetapan
Titik Lokasi Kegiatan, penyusunan dokumen lelang yang terdiri dari:
Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS); serta membentuk panitia pengadaan.

b. Pelaksanaan
Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
khusus untuk Kontraktual Padat Karya pelaksanaan kontraktual
memaksimalkan pemanlaat tenaga kerja setempat.

Semua merru dan rincian menu kegiatan DAK Bidang Sanitasi selain yang
dikerjakan secara kontraktual dapat dikerjakan secara swakelola.
Tahapan pelaksanaan kegiatan menggunakan metode swakelola:
a. Persiapan

Setelah dilakukan penJrusunan rencana kegiatan DAK Bidang Sanitasi,
kegiatan persiapan dirnulai dengan dilakukannya sosialisasi rencana
kegiatan di tirrgkat Kabupaten / kota. Selanjutnya dilakrrkan perekrutan
Tenaga Fasilitaror Lapangan (TFL) untuk mendampingi Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) dalam proses perencanaan dan pelaksanian
kegiatan di lapangan, peningkatan kapasitas bagi TFL, serta dilanjutkan
dengan mobilisasi TFL ke lapangan.

1

2
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b. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang
dilakukan secara swakerola diawali dengan sosiirisasi ,"rrl.rr"
pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa, pemetaan sanitasi dan
pelaksanaan selotif yang didampingi oleh rFL, iembuk pembentukan
KSM/KPP yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat J..,
ditetapkan melalui Surat Keputusan iSXl pengguna e"gg".."
(PA)/Kuasa Pengguna.Anggaran (KpA)/ Kepala OpD frng memb?angi

11t1!t9si' Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerfa Masyarakat
(RKM) oleh KSM bersama dengan TFL serta dilakukan ko*trak keria
antara KSM dan Pejabat pembuat Komitmen (ppK).

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan'mengacu kepada
dokumen RKM yang telah disusun serta dokume., ["trrr.yrt"operasional
penyelenggaraan dan petunjuk pelaksanaan DAK Fisik nidarrg sanitasi
di tahun berjalan.

d. Serah Terima Sarana dan prasarana

setelah kegiatan selesai, diserahterimakan dari KSM kembali kepada
PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada Kelompok
Penerima Pemanfaat (Kpp) atau' masyarakat selaku pengelola.

1O.7. Penllaian KlnerJa pelaksanaan Keglatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi

1a-ng sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yani berlaku.
Adapun indikator output dan outcome bidang sanitasi 

"d"l.h 
seu"agai E".it rt,

1. Indikator output,jumlah sarana prasarana sanitasi (Linit); dan

2. Indikator otttcame, cakupan pelayanan (iiwa)

Kinerja pelaksanaan Bidang Sanitasi dalam i,endukung kegiatan penataan
Permukirnan Kumuh rerintegrasi perumahan dan perm"ukim"an, ciitargetkan
dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan sanitasi, sesuai d-engan
rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang telah disepakati t"r."*. clengan
pemerintah pusat.

Pengaturan lebih tanjut mengenai immediate outcome diatur pada peraturan
menteri- kementerian/ Lembaga teknis terkait yang mengatur mengenai
petunjuk operasional.

11.
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11.

I 1.1. .Ienls
Bidang Irigasi termasuk dalam Jenis DAK Fisik penugasan, yang mendukung
Tematik 2 - Pengembangan Food Estate dan penguatan Kawasan Sentri
Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani Tahun Anggaran (Tttl 2022.
t1.2. Keb[iakan
1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate dan daerah

pendukungnya serta kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan
hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan
pangan dan pemulihan ekonomi nasional; dan

2. Meningkatkan ownershqp dan kapasitas daerah dalam pengembangan Food
Estate dan daerah pendukungnya serta Kawasan sentra pertanian,
Perikanan Dan Hewani.

11.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:

a. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengemb angan Food.
Estate dar. Penguatan Kawasan Sentra produksi pertanian, pirikanan
dan Hewani;

b. Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan hewani di lokasi
pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra produksi
Pertanian, Perikanan dan Hewani; dan

c. Meningkatnya kesejahteraan petani di lokasi pengembanga n Food Estate
dan Penguatan Kawasan Sentra produksi pertanian, perikanan dan
Hewani.

2. Sasaran:

a. Pembangunan jaringan irigasi seluas 2.660 Ha;
b. Peningkatan jaringan irigasi seluas 13.330 Ha;

c. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 93.330 Ha; dan
d. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang lZ Km.

11.4. Ruang Lingkup Kegiatan
11.4.1. Menu Kegiatan
1. Pembangunan Jaringan Irigasi

Merupakan seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu
yang belum ada jaringan irigasinya.
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2. Peningkatan Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang
sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan
irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi
lingkungan daerah irigasi.

3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi
dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula.

4. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
Merupakan kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali
banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir, meliputi
komponen bangunan perlindungan dan penguatan tebing sungai, dan kolam
retensi.

11.5. Krlteria Lokasi Prloritas
Kriteria lokasi prioritas DAK Bidang Irigasi mengikuti lokasi prioritas DAK
Penugasan tematik 2 - Pengemb angan Food Estate dan penguatan Sentra
Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, dengan kriteria tambahan:
1. Menu Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi:

a. Pemda yang memiliki kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru yang
sedang berjalan (on goingl; dan/atau

b. Pemda dengan produktivitas padi lebih besar dari produktivitas nasional
dan yang memenuhi 8 (delapan) Syarat Teknis pembangunan Irigasi
Baru.

2. Menu Kegiatan Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan lrigasi:
Pemda yang memiliki daerah irigasi kewenangan berdasarkan peraturan
Menteri Pekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015
tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah lrigasi.
(Lokasi untuk kegiatan ke-irigasi-an (poin 1 dan 2) diutamakan pada Daerah
Irigasi premium, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air suplesi dari
waduk/bendungan).

3. Menu Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir:
Pemda yang memiliki wilayah sungai kewenangan berdasarkan peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015
tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

11.6.Tata...
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11.6. Tata Cara Pelaksanaan Keglatan

seluruh menu kegiatan fisik/konstruksi DAK Bidang Irigasi dilakukan secara
kontraktual.
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi meliputi:
1. Perencanaan dan Pemrograman

a. Perencanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis
dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada t-2 DAK, dengan mengacu
pada kriteria perencanaan dan NSpK yang berlaku. tJntuk penyusunan
dokumen lingkungan dan LtRAp dilaksanakan oleh pemda p;Ung lambat
pada t-l DAK.

b. Pemrograman kegiatan DAK berupa pengusulan, penilaian dan
persetujuan kegiatan DAK yang diusulkan pemda oleh K/L mengacu
pada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Konstruksi
Tahap pelaksanaan konstruksi, dimulai dari persiapan pengadaan, hingga
serah terima pekerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan
berlaku.
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Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi dinilai sesuai dengan
pemenuhan spesifikasi teknis dan pemenuhan administrasi proyek sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikaior 'output 

dan
outcome sebagai berikut:
1. Menu kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi:

a. Indikator outputi panjang bangunan (meter), jumlah bangunan (buah);
dan

b. Indikator outcomei luas daerah irigasi yang ditangani (hektar).

2. Menu kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir:
a. Indikator outputi panjang saluran (meter), jumlah bangunan (buah); dan
b. Indikator outcome: luas daerah yang terlindungi banjir (kilometer).

11.7.

L2. BIDANGLINGKUNGANHIDUP

12.1. Arah Kebtjakan
1. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2022 mendukung

pencapaian isu tema lintas bidang, khususnya Tema penguatan Destinasi
Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil , dan Mene-ngah dan Tema
Pengembangan Food Estate dan penguatan Kawasan sentra produksi
Pertanian, Perikanan dan Hewani.

2.DAK.,.
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2. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2O22 mendukung
prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim melalui program prioritas peningkatan
kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan
pembangunan rendah karbon dan major project destinasi pariwisata prioritas
dan pengelolaan terpadu usaha kecil menengah serta food esiate dan
penguatan sistem peringatan dini bencana.

3. DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2022 mendukung
upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungarr hidup melalui:

pengurangan dan penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi
karakteristik masing-masing daerah yang menjadi kewenangan daerah,
dan
peningkatan earlg waming system dalam pengendalian bencana
lingkungan hidup.

a

b.

L2.2. TuJuan dan Sasaran
I

a. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah di dalam
(nendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan
sentra industri kecil dan 

. 
menengah serta kawasan pitot project

diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata ieligi.
b. Peningkat an ciranlar economy pengelolaan persampahan.
c. Peningkatan pemanfaatan data kualitas air sebagai pengambilan

kebijakan di dalam pengembangan food estate dan penguatan kawasan
sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani.

2. Sasaran
a. Peningkatan persentase capaian pengurangan sampah secara nasional

untuk mencapai target Jakstranas sebesar 260/o di dalam mendukung
penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri
kecil dan menengah serta kawasan pilot project diversifikasi wisata
budaya yang berbasis daya tarik wisata religi.

b. Peningkatan persentase penanganan sampah untuk mencapai target
Jakstranas sebesar 73% di dalam mendukung penguatan kawasan
destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah
serta kawasan pilot project diversifikasi wisata budaya yang berbasis daya
tarik wisata religi.
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c Terbangunnya earlg warning sAstem pengendalian bencana lingkungan
hidup melalui penyediaan informasi kualitas air untuk masyarakat
dalam pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra
produksi pertanian, perikanan dan hewani.

L2.3. Ruang Ltngkup
12.4.12. Deskrlpsl Menu dan Rlnclan Kegiatan

1. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung dalam upaya
peningkatan persentase capaian pengurangan sampah secara nasional
untuk mencapai target kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 267o
di dalam mendukung penguatan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan
sentra industri kecil dan menengah serta kawasan pilot project diversifikasi
wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi, melalui:

a. Pembangunan bank sampah induk kapasitas 3 ton/hari;
b. Pembangunan rumah konrpos kapasitas I ton/hari;
c. Penyediaan mesin press hidrolik; dan

d. Penyediaan mesin pencacah organik.

2. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung dalam upaya
peningkatan persentase penanganan sampah untuk mencapai target
kebi.iakan dan strategi nasional sebesar 73o/o di dalam mendukung
penguatan kawasan destinasi pariwisara prioritas dan sentra industri kecil
dan menengah serta kawasan pilot project diversifikasi wisata budaya yang
berbasis daya tarik wisata religi, melalui:

a. Pembangu.nan pusat daur ulang kapasitas 10 ton/hari;
b. Penyediaan alat angkut sampah arm roll truck;

c. Penyediaan alat angkut sampah kontainer sampah kapasitas 6 m3 (arm
roll truckl; dan

d. Penyediaan alat angkut sampah motor sampah roda 3 darr gerobak pilah.

3. Terbangunnya earlg utarning sgstenr pengendalian bencana lingkungan
hidup melalui penyediaan informasi kualitas air untuk masyarakat dalam
pengembangan Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi
pertanian, perikanan dan hewani, melalui:

a. Pengadaan alat/ sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis,
dan online; dan

b. Pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri.

L2.4.L3. Krlterla.. .
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12.4.L3. Kriterla Lokasi Prloritas
1. Menu pengelolaan persampahan serta sarana dan prasaran pendukung

dalam upaya mendukung pengembangan destinasi pariwisata prioritas dan
sentra IKM, diprioritaskan di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan
sentra industri kecil dan menengah serta kawasan pilot project diversifikasi
wisata budaya yang berbasis daya tarik wisata religi pada daerah yang
merupakan kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan
sampah dengan kriteria memiliki peraturan bupati/ peraturan wali kota
tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada).

2. Menu pengadaan earlg waming sUsrem pengendalian bencana lingkungan
hidup dalam upaya mendukung Tema Pengembangan Food Estate dan
Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani:

a. Rincian menu Pengadaan alat/sistbm pemantauan kualitas air secara
kontinu, otomatis, dan online untuk kabupaten/kota pada daerah aliran
sungai prioritas dan sungai tercemar berat.

b. Rincian menu alat lab uji kualitas air dan merkuri:

1) Kabupaten/kota pada DAS prioritas dan sungai tercemar berat;

2) Kabupaten/kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan
merkuri sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No 81 Tahun 2019; dan

3) Kabupaten/kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah
operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi.

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Ketentuan Umum

1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan
dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam petunjuk operasional
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memprioritaskan sistem padat karya dan
mendahulukan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal.

12.4,2. KetentuanKhusus
1. Pengelolaan sampah: pembangunan bank sampah induk, rumah kompos,

dan pusat daur ulang dan sarana pendukungnya, dengan persyaratan:

a. Diadakan dengan komponen utuh/tidak dipisah-pisah untuk
mendirikan bangunan dan sarana prasarananya;

t2.4.
t2,4.1.
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b. Lahan/tanah dari pemda atau hibah masyarakat dan bebas sengketa;
dan

c. Mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif dan
beberapa variahel antara lain beban rumah tangga, beban pengumpulan
dan ramah lingkungan.

2. Pembangunan sistem pemantauan kualitas air permukaan secara kontinu,
otomatis, online dan terintegrasi terdiri dari kegiatan:

a. penentuan lokasi pemantauan/pembangunan;

b. penetapan parameter yang akan dipantau;

c. pengadaan peralatan pemantauan kualitas air permukaan serta
bangunan pelindung;

d. pembangunan sistem transfer data;

e. pengelolaan data dan publikasi;

f. pengoperasian dan pemeliharaan; dan

g. monitoring dan evaluasi.

3. Sarana dan prasarana pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis,
dan online dilaksanakan dengan penentuan lokasi yang tepat dengan
mempertimbangkan kuantitas atau debit airnya dan jenis sumber pencemar
yang masuk ke badan air atau sumber pencemar setempat Qtoint sourcel.

4. PeralatAn laboratorium dan sarana pendukung laboratorium difokuskan
untuk peralatan laboratorium untuk mendukung pemantauan kualitas air
dan merkuri. Peralatan laboratorium tersebut terdiri dari peralatan utama
dan peralatan pendukung.

12.5. Penilalan KinerJa Pelaksanaan Keglatan

1. Penilaian kinerja perencanaan didasarkan atas

a. kesesuaiarr usulan daerah dengan rencana kegiatan;

b. fesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan;

c. pencapaian sasaran kegiatan yang diiaksanakan, dampak dan manfaat
pelaksanaan kegiatan; dan

d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan

2. Penilaian kinerja pelaksanaan, didasarkan pada realisasi output yarug
meliputi jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran, baku mutu
Iingkungan hidup, dan/ atau realisasi anggaran.

3.Ketentuan...
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3. Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek diatur lebih lanjut dengan
petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

13. Bldang Kehutanan
13.1. Arah Keb{akan
1. DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan tahun 2022 mendukung

pencapaian isu tema lintas bidang, khususnya Tema Pengembangan Food
Estate dar, Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan
Hewani.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok tani hutan
serta kelompok usaha perhutanan sosial dengan pemberian akses kepada
masyarakat berupa sarana dan prasarana produksi hasil hutan dalam
rangka mendukung prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing melalui program prioritas pengentasan
kemiskinan dan peningkatan produktivitas daya saing.

3. Mendukung pemulihan kesehatan dan/atau peningkatan daya dukung dan
daya tampung daerah aliran sungai dalam rangka mendukung prioritas
nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim melalui program prioritas peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon, serta prioritas
nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas melalui program prioritas peningkatan kuantitas/ketersediaan
air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai
tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

L3.2.

1. TuJuan

,)

a. Menurunnya luas lahan kritis di kawasan food estate dan kawasan
sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani;

b. Meningkatnya produksi pangan alternatif dari kawasan hutan; dan

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

a. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui
kelompok tani hutan madya serta kelompok usaha perhutanan sosial
dengan peringkat gold dan/atau silver sebanyak 703 paket.

b. Penurunan luasan lahan kritis di kawasan food estate dan kawasan
sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani di luar kawasan
hutan yg'ng menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui
pelaksanaan:
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Rehabilitasi Mangrove seluas 267 ha;

Penanaman Hutan Rakyat seluas 16.258 ha;

Dam Penahan sebanyak 1.004 unit;
Gully Plug sebanyak 1.980 unit;
Sumur Resapan 3.302 unit; dan

Pembangunan Sumber Benih Unggul (5 ha/unit) sebanyak 8 unit.

Ruang Lingkup Kegiatan13.3.

13.3.1. Deskrlpsi Menu Kegiatan
1. Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif

dan sipil teknis di luar kawasan hutan, melalui:

a. Rehabilitasi mangrove;

b. Penanaman hutan ralryat;

c. Dam penahan;

d. Gullg plug;

e. Sumur resapan; dan

f. Pembangunan sumber benih unggul.
2. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui

kelompok tani hutan madya serta kelompok usaha perhutanan sosial dengan
peringkat gold dan I atau siluer berupa alat ekonomi produktif.

13.3.2. Kriterla Lokasi Priorltas
Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan pada Tahun
2022 pada daerah-daerah :

1. Lokasi prioritas DAK Bidang kehutanan adalah daerah (provinsi) yang
termasuk dalam lokasi Food Estate (kawasan sentra. produksi pangan),
provinsi pendukung Food Estate, serta provinsi sentra produksi perikanan
yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam Satuan lanskap ekologis dan
hidrologis), on farm (keterkaitan sarana produksi), serta off farm (konektivitas
pasar); dan

2. Pada kawasan Food Estate dan kawasan sentra produksi pertarrian,
perikanan dan hewani dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan
kritis dan area yang memiliki izin perhutanan sosial.

13.4. Tata. . .
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13.4.
13.4.1. Ketentuan Umum
Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang
Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan dilaksanakan dengan
mengacu pada tata cara yang tercantum dalam petunjuk operasional yang
ditetapkan oleh rnenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan difokuskan

di daerah (provinsi) yang termasuk dalam lokasi /ood estate (kawasan sentra
produksi pangan), provinsi pendukung food estate, serta provinsi sentra
produksi perikanan yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan
lanskap ekologis dan hidrologisl, on farm (keterkaitan sarana produksi), serta
off farm (konektivitas pasar); dan

2. Fasilitasi alat ekonomi produktif untuk kelompok tani hutan dan kelompok
usaha perhutanan sosial difokuskan pada sarana dan prasarana yang
mendukung pengembangan komoditas yang akan dikembangkan pada
kawasan./ood estate darl kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan
hewani dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan kritis dan area
yang memiliki izin perhutanan sosial.

13.4.2. KetentuanTeknis
1. Rehabilitasi hutan dan lahan (vegetatif dan sipil teknis) dilaksanakan di luar

kawAsan hutan yang menjadi kewenangan Pemerinthh Daerah;
2. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan berupa

satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman,
pengkayaan, dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (P0);

3. Kegiatan rehaoilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan derrgan sistem
padat karya bersama masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola;

4. Pengembangan sarana dan prasararra usaha ekonomi produktif melalui
kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial dengan
persyaratan sebagai berikut:
a. penerima bantuan sarana prasarana adalah kelompok tani hutan

dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial yang sudah memiliki
kepengurusan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat dan
memiliki dokumen pbrencanaan pengelolaan/rencana kerja usaha;

b. pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat
dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola
dan dibuatkan berita acaia serah terima kepada kelompok masyarakat;
dan

c. kelompok masyarakat penerinra bantuan wajib mengelola aset yang
diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lahr.
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13.5. Penllalan KinerJa Pelaksanaau Kegiatan
1. Penilaian kinerja perencanaan didasarkan atas

a. kesesuaian usulan daerah dengan rencana kegiatan;
b. kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan;
c. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak, dan manfaat

pelaksanaan kegiatan; serta

d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

2. Penilaian kinerja pelaksanaan, didasarkan pada realisasi output yang
meliputi luasan penanaman dalam hektare, jumlah urrit yang terbangun,
jumlah alat ekonomi produktif yang tersedia dan realisasi anggaran.

3. Ketentuan mengenai capaian hasil jangka pendek diatur lebih lanjut dengan
petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

14.

14.1.

t4.2.

TRANSPORTASI PERDESAAN

Arah Keb[iakan
DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 merupakan
bagian dalam DAK Penugasan Tematik 3 dengan tema "peningkatan
Konektivitas Kawasan r.rntuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua" yang diarahkan untuk mendukung prioritas Nasional Ke-
2 yaitu upengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan" dan Prioritas Nasional Ke-S yaitu "memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. melalui
penyediaan sarana dan prasarana transportasi perdesaan. Dengan demikian
diharapkan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan
pembangunan nasional. Kebijakan penggunaan DAK Fisik Bidang Transportasi
Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitai, dan
mobilitas penumpang dan barang terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan
perekonomian di kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua yang merupakan daerah tertinggal, kawasan perbatztsan negara, pulau-
pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh
kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Bidang Transportasi perdesaan Tahun Anggaran
2022 yaittt untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang
dan barang yang menghubungkan:
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1. Desa-desa di daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat
kegiatan perekonomian wilayah;

2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan
perekonomian wilayah;

3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar
termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk, Pos Lintas Batas
Negara (PLBN), serta pusat produksi di Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) menuju fasilitas pelayanan dasar dan pr.lsat kegiatan perekonomian
wilayah; dan

4. Desa-desa di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju
fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

14.3. Ruang Ltngkup Kegiatan
14.3.1. Deskrlpsl Menu Keglatan
Menu DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022 terdiri
dari:
1. Pembangurran dan peningkatan jalan desa strategis;
2. Pengadaan sarana transportasi darat;
3. Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT (gross tonnagel

dan/ atau maksimal kapasitas 25 penumpang;
4. Pembangunan dan rehabilitasi dermaga ralryat (sungai/danau) untuk orang

dan barang; dan
5. Penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 meter).

L4.3.2. Krlterla Lokast Priorltas
Lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022
meliputi 83 kabupaten/ kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan papua
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2O2O-2O24, dan daerah
tertiirggal yang terentaskan sesuai Keputusan lvlenteri Desa pDT'I Nomor 79
Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang
Terentaskan Tahun 2OI5-2OL9, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal yang menetapkan perlunya pembinaan
terhadap daerah tertinggal yang terentaskan paling lama 3 (tiga) tatrun
setelah terentaskan;

2. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar
berpenduduk berdasarkan RPJMN 2O2O-2O24;

3. Kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RpJMN 2O2O-2O24; dan
4. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

14.4. Tata. . .
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Peningkatan Jalan Desa StrategisL4.4.1. Pern

1. Jalan desa strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai jalan
nasional, jaian provinsi maupun jalan kabupaten/kota yang berfungsi
sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang
memiliki nilai strategis dalam pel cepatan pembangunan daerah untuk
membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan yang
masuk di dalam perencanaan ruas jalan kabupaten.

2. Prioritas pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis adalah ruas-
ruas jalan sebagai berikut:

a. Ruas jalan antar desa/ kawasan yang menghubungkan ke fasilitas
pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan;

b. Ruas jalan yang menghubungkan jaian paralel perbatasan, jalan sabuk
perbatasan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

c. Ruas jalan lingkar di dalam pulau-pulau kecil terluar;
d. Ruas jalan menuju atau penghubung ke kawasan transmigrasi;
e. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan pusat-pusat

produksi menuju pusat distribusi; dan
f. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke kawasan

pariwisata.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dan peningkatan
jalan desa strategis, antara lain:
l. Ruas jalan yang akan dibangun/ditingka*an tidak termasuk dalam ruas

jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota;
2. Tersedianya Surat Keputusan/ Surat Penetapan Kepala Daerah yang

menetapkan ruas jalan yang diusulkan sebagai jalan desa strategis yang
merupakan calon jaian kabupaten tahun 2O2O-2O24;

3. Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis hams dilengkapi dengan
dokumen perencanaan meliputi studi kelayak an I feasibititg Strtdg, Detait
Engineering Design (DED), dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);

4. Dalam pen5rusunan rancang bangun pembangunan dan peningkatan jalan
desa strategis harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalarrr peraturan
perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang
berwenang; dan

5. Ruas jalan desa strategis yang telah selesai dibangun paling lambat dalam
jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum
Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
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Transportasl Darat
Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan
orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh OPD Pelaksana
kabupaten/kota dan kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMDes/BUMDes
Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan untuk pengembangan wilayah dan
menunjang kegiatan masyarakat.

Pengadaan sarana transportasi darat dilaksanakan dengan memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
I . l,okasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk

mendukung pengembangan perekonomian daerah;

2. Rencana induk jaringan trayek untuk angkutan penumpang;

3. Komoditas/produk unggulan daerah yang membutuhkan dukungan sarana
transportasi angkutan barang;

4. Kebutuhan transportasi masyarakat di lokasi kegiatan;
5. Kemampuan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan

sarana trasnportasi;

6. Karakteristik wilayah setempat;

7. Standar kelayakan angkutan darat untuk penumpang/barang; dan
8. Sarana transportasi darat wajib menggunakan plat kuning.
Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diizinkan, yaitu:
1 . Kendaraan Tipe Hck Up (Single Cabin 4x2/ 4x4)

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal
untuk angkutan barang serta penumpang dengan 4 (empat) roda dengan
penggerak 2 (dua) roda (2x4)/single gardan atau 4 (empat) roda (4x41/doubte
gardan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima
bantuan.

2. Kendaraan Tipe Minibus / Microbus
Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan penumpang dan
barang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak 2 (dua) roda (2x4) atau
4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik u'ilayah
penerima bantuan.

t4.4.2.

SK No 131380A

14.4.3. Pengadaan



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

_ 166_

14.4.3. Pengadaan Sarana Transportasl Perairan Dl Bawah 2O GT (Gross
Tonnagel Dan/Atau Makslmal Kapasltas 25 Pen

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana tranpsortasi perairan untuk
angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh OpD
Pengelola Kabupaten/ kota dan kemudian diserahkan dan dikelola oleh
BUMDes/BUMDes Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan untuk menunjang
kegiatan masyarakat.
Pengadaan sarana transportasi perairan dilaksanakan dengan memperhatikan:
1 . Lokasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk

mendukung pengembangan perekonomian daerah terutama bagi daerah
dengan transportasi utama perairan laut/ sungai/danau;

2. Komoditas/produk unggulan daerah yang membutuhkan dukungan sarana
transportasi perairan;

3. Kebutuhan transportasi masyarakat di lokasi kegiatan;
4. Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan

sarana transportasi;
5. Karakteristik perairan setempat; dan
6. Standar keselamata5r pelayaran angkutan laut/danau/ sungai.
Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang
dan/ atau barang dengan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dibawah 20 GT
(gross tonnage) dan/atau kapasitas maksimal 25 penrrmpang.

L4.4.4. Pembangunan dan Rehabllitasl Dermaga Rakyat (Sungal/Danauf
untuk Orang dan Barang

Dermaga ra}ryat adalah suatu bangunan dermaga skala kecil yang mela;,ani
transportasi lokal antar desa/kecamatan/kawasan di dalam kabupaten/kota
digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar
muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya di perairan
sungai/danau. Dermaga rakyat (sungai/danau) berperan .Sebagai tempat
pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyhrakat di daeiah
tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, pulau kecil terltiar berpenduduk,
kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di provinsi papua dan papua
Barat yang berfungsi sebagai pengumpan/ strb pengumpan bagi
dermaga/pelabuhan yang lebih besar, melalui:
1. Pelayanan tambat dan labuh kapal berukuran kecil;
2. Pela]ranan bongkar muat barang skala kecil;
3. PelaVanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal; dan
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam . . .

SK No 131381A



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-L67-

Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat (sungai/danau) untuk
orang dan barang harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundangarr yang berlaku dan mendapat pengesaharr dari instansi
yang berwenang, selanjutnya dikelola oleh OPD yang menangani bidang
perhubungan.

Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pembangunan dermaga rakyat
(sungai/danau) dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau). Beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/rehabilitasi dermaga ralqrat
(sungai/danau), sebagai berikut:
1. Pembangunan dermaga rakyat

a. Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan berupa lanjutan atau
perluasan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;

b. Lokasi dermaga'rakyat yang dibangun tidak tercatat dalam Rencana
Iirduk Peiabuhan Nasional (RIPN);

c. Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus merupakan bagian
dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun untuk mendukung
jaringan transportasi sungai/danau;

d. Pembangunan dermaga ralryat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan
dokumen perencarraan meliputi studi kelayak an I feasibilitg Studg, Detail
Engineering Design (DED), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL);

e. Tipe dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun harus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi tebing sungai,
perbedaan muka air pasang dan surut; dan

f. Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan
dermaga ralryat (sungaii danau).

2. Rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau)

a. Status kepemi.likan dermaga ralryat (sungai/danau) .vang direhabilitasi
rnerupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

b. Dermaga rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan dernraga
yang memiliki fungsi strategis daiam mendukung aktifitas masyarakat
dan mendukung jaringan transportasi strngai/ danau;

c. Kegiatan rehabilitasi hanya diizinkan untuk merehabilitasi fasilitas
perairan berupa dermagaljettg, causewaA, trestle, dan kelengkapan
pendukung dermaga;

d.Kegiatan...
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d. Kegiatan rehabilitasi tidak diizinkan untuk fasilitas darat antara lain
berupa rehabilitasi gedung kantor pengelola dermaga, gudang, lalan
parkrr, dan jalan lingkungan di dalam dermaga;

e. Dermaga rakyat yang direhabilitasi tidak tercatat dalam Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN); dan

f. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harr.s dilengkapi dengan
dokumen perencanaan meliputi:

1) Detail Engineering Design (DED) dan Rancangan Anggaran Biaya
(RAB);

2l Dokumentasi kondisi dermaga;

3) Data kerusakan dermaga; dan

4l Data jumlah kapal sandar.

14.4.5. tlan dan Renovasl Jembataa Gantung (Be
12O Meterl

1. Penggantian dan renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan
gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai
strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan
akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan
menunjang kegiatan perekonomian.

2. Jernbatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk
direnovasi dapat dilakukan penggantian dengan dibangun jembatan gantung
baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggantian dan renovasi jembatan
gantung, antara lain:

1. Penggantian dan renovasi jembatan gantung harus dilengkapi dengan bukti
dokumentasi kondisi jembatan gantung yang rusak;

2. Penggantian dan renovasi jembatan gantung harus dilengkapi dengan
dokumen perencanaan meliputi studi kelayakanlfeasibilitg Study (FS), Detail
Engineeing Design (DED), dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);

3. Penyusunan rancang bangun penggantian dan renovasi jembatan gantung
mengacu pada desain Jembatan Untuk Desa (Judesa) yang dikeluarkan oleh
Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR atau referensi lain
denga4 desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari instansi
yang berwenang; dan

4. Tersedia akses jalan menuju jembatan gantung

;l

14.5. Ketentuan. . .
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14.5. Ketentuan Khueus
1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan

oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan ruang
lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan;

2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk
membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak
berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangu.n;

3. Sarana transportasi darat/perairan dilarang dipergunakan sebagai
kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah;

4. Setiap sarana transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan
kegiatan, yaitu: DAK Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran berkenaan
dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;.

5. Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis, pembangunan dan
rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/darrau), penggantian dan renovasi
jembatarr gantung harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran,
tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (multi gears);

6. Pada lokasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jahn desa strategis,
pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau), penggantian
dan renovasi jembatan gantung wajib diletakkan paparr informasi kegiatan
yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak,
sumber dana, lokasi. waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan;

7. Penggantian dan renovasi jembatan gantung tidak diizinkan berupa
pembangunan di lokasi baru, harus berada di lokasi yang sebelumnya sudah
terbangun jembatan dan dibuktikan dengan hasil dokumentasi kondisi
kerusakan jembatan gantung yang akan direnovasi/ diganti;

8. Hasil output DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang disiciiakan atau
dibangun Pemerintah Daerah harus dipastikan dapat dimanfaatkan oleh
seluruh masyarakat dan tidak dikuasai untuk kepentingan
individu/ kelompok tertentu; dan

9. Lokasi yang mehjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang
Transportasi Perdesaan harus dipastikan berstatus bebas sengketa
berdasarkan aspek regulasi.

L4.6. Ketentuan Tambahan
Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan, dan pemeliharaan terhadap
output DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaa.n dijelaskan melalur peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah .Tertinggal dan Transmigraqi tentang
Petunjuk operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportisi perdesaan
pada tahun anggaran berkenaan.
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\4.7.
L4.7.1. Penllalan Output
Output kegiatan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
1. Panjang jalan desa strategis yang dibangun / ditingkatkan sehingga

meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, kawasan
perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan
transmigrasi. dan seluruh kabupaten di provinsi papua dan papua Barat;

2. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan
yang tersedia sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam
mengakses fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian
wilayah;

3. Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun atau direhabilitasi
sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan
sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan' barang/orang di daerah
tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar
berpenduduk, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di provinsi
Papua dan Papua Barat;

4. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi atau diganti sehingga
meningkatkan aksesibilitas de5a-desa di daerah tertinggal, kawasan
perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan
transmigrasi, dan seluruh kabupaten di provinsi papua dan papua Barat;

5. Jumlah kabupaten/kota yang realisasi output dar, keuangan tercapai sesuai
dengan rencana kegiatan yang disepakati;

6. Jumlah kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan
dengan lengkap dan tepat waktu;

7. Jumlah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan DAK
Fisik Bidang Transportasi Perdesaan;

8. Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh
DAK Fisik Bidang Transportasi perdesaan dengan sumber-sumber
pembiayaan lainnya seperti (ternrasuk DAK Fisik bidang lain); dan '

9. Jumlah kabupaten/kota yang rrrenerapkan prinsip-prinsip Eooci govemance
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK f,isik Bidang
Transpoitasi Perdesaan.

14.7.2. Penllaian Outcome.
Dampak yang diharapkan dengan dilaksanakannya DAK Fisik Bidang
Transportasi Perdesaan adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan
pergerakan penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk,
kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan desa-
desa di seluruh kabupaten di Provinsi -papira dan papua -Barat 

menuju
pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah. Dampak tersebut
dinilai berdasarxan indikator dampak jangka pendek sebagai berikut:

Indikator . . .
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Indikator Penilaian Immediate Outcome Kegiatan

ll.rb Menu Keglatan

I

Pembangunan
dan
peningkatan
jalan desa
strategis

Meningkatnya
dengan jalan
diperkeras

persentase desa
antar desa terluas Persen

Meningkatnya
dengan jalan
aspal

persentase
antar desa

desa
terluas Persen

2

Pengadaan
sarana
transportasi
darat dan
perairan
dibawah 20 cT
(gross tonnagel
dan/atau
maksimal
kapasitas 25
penumpang

Meningkatnya persentase desa yang
terlayani oleh sarana transportasi
publik

Rata-rata jumlah penumpang yang
memanfaatkan moda transportasi
darat dan perairan

Persen

Orang/bularr

3

Pembangunan
dan rehabilitasi
dermaga rakyat
(sungai/danau)
untqk orang
dan barang

Penggantran
darr renovasi
jembatan
gantung
(bentang
nraksimal l2O
meter)

Rata-rata frekuensi sandar kapal
yang memanfaatkan dermaga hasil
DAK Fisik Bidang Transoortasi
Perdesaan

jumlah penumpang
lokasi dermaga yang

Rata-rata
di setiap
terlayani

Menurunnya persentase rata-rata
waktu tempuh dengan
menggunakan jembatan gantung

Jumlah desa yang memanfaatkan
jembatan gantung sebagai Sarana
penyeberangan

Unit/bulan

Orang/bulan

Persen

Desa

4

14.8.Tata...
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14.8. Tata Cara Pelaporan
Mengenai ketentuan tata cara pelaporan dan indikator penilain output dar.
outcome kegiatan akan dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk
Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan pada tahun
anggaran berkenaan.

15.

15.1.

I

2

3

Arah KebtJakan

Pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam
mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas
'penumpang dan barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan
prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama.
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jaringan sistem transportasi
perairan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis prioritas
nasional.

Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas perrumpang dan
barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan
negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan
dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

Ls.2.

1

a. Meningkatkan konektivitas transportasi perairan melalui rehabilitasi
fasilitas pelabuhan.

b. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan
barang melalui pengadaan sarana (moda) transportasi perairan. 

.

2.

a. Meningkatnya kualitas pelayanan cian konektivitas transportasi perairan
di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.

b. Meningkatnya pelayanan transportasi perairan pada daerah-daerah
yang masuk ke dalam kawasan inklusif di Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua dan daerah yang mendukung konektivitas jaringan di Kawasan
tersebut.
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15.3. Ruang Lingkup Kegiataa
15.3.1. Deskrlpsl Menu dan Rinclan Keglatan
Kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan terdiii:

3rtu.n
Ot tput

Rp.2,5
Mily€r

I{o Uclu Ngglrtan t ub ucnu
Kegl,rts!

Rlncl.u Mcru
Ilcglat.tr

Targrt
2022

Konponcn
(oprtoarl!

I{lhl U.uls!
uln (Rp)

Peket Rp. 250 Jt

Paket Rp. 250 Jt

Paket Rp. 500 Jt

Paket Rp. 250 Jt

Rehabilitasi Gudang

Rehabilitasi Gedung
Korrtor

Rehabilitasi Ja.lan
Lingkunga dan
Areal Parki!

Rehab
fasilitas
Derat

Rehablitasi
Lapangan
Penumpukafl

Paket l.Perkerasan
Jelan
Lingkungsn
Pelabuhanl

2.Perkerasan
Areal Parkir
Siap Muat
Kendaraen:
Pengadaan
rambui
3,Pengadaan
lampu
p€nerangan
di areal
Pelabuhan:
4.Rehab
Pagar
pelsbuhan.

Rp. I Milyar

I fasilitas

Rehabilitasi
Fasilitas
Perairsn

Rehabilitasi
Dermaga

Rehabilitasi Oedung
Terminal

Paket

'1.Rehab

Dermaga
(tipe Ponton,
tlowable
BtWe,
Plensengan
dat' platrorm).

2.Rehab
Breasting
Dolphin.

3.Rehab
Mooring
Dolphin.

4.Rehab
catwalk dan
railing
dermaga.
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Rehabilitesi ?|esfle

Rehabilitasi Cause
wdg

Rehabilitasi
Kelengkapan
Delmaga

5.Rshab
'laludlRewd
ment

Paket

l.Rehab
Struktur
Bswah
I/est e.

2.Rehab
Skuktur atas
I/pstle.

3.Rehab
Pagar
Raiting.

4.Psngadaan
lampu
pEnerangan.

Rp. I Milya,

Paket l.Rehab
Struktur atas.

2.Rehab
Revedment
Causcwdv.

Rp. 1 Milyar

3.Rehab
Pagat Railihg

Paket l.Rehab/Pen
gadaan
bolldrd.

2 Rehab/pen
gadaan
iender.

3.Rehab/pen
gadaan
lantal fnme,

4.Pengadaan
lampu
pen9rbngan
didermaga.

5.Pengadran
Sign Posl di
pelabuhan.

2 Pengadasn Sarana
(Moda) Transportasi
Perairan

Pembangu
nen Bus Air
Roro

Pembangu
nan Bus Air

Unit Rp.7 M

Unit Rp. 3,5 M

Rp. 250 Jt
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Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuharr Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk
melayani Angkutan Sungai dan Danau, sedangkan pelabuhan penyeberangan
adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan.

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani
kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) sesuai
dengan tingkat kerusakannya, yaitu :

1. Rehabilitasi Berat adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan
dengan memperbaiki/ mengganti keseluruhan fasilitas tersebut;

2. Rehabilitasi Sedang adalah pekedaan rehabilitasi sebuah fasilitas
pelabuhan dengan memperbaiki/ mengganti sebagian fasilitas tersebut; dan

3. Rehabilitasi Ringan adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan
dengan memperbaiki tanpa mengganti fasilitas tersebut.

Menu Keglatan Rehabilltasl Fasilltas Pelabuhan mellputl rinclan kegiatan:
1. Rehabilitasi Gedung Terminal;

2. Rehabilitasi Gudang;

3. Rehabilitasi Gedung Kantor;

4. Rehabilitasi Lapangan Penumpukan;

5. Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir;

a. Rehab Jalan Lingkungan Pelabuhan;

b. Rehab Areal Parkir Siap Muat Kendaraan;
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c. Pengadaan dan pemasangan Rambu;

d. Pengadaaan dan Pemasangan lampu penerangan; dan

e. Rehab Pagar Pelabuhan.

6. Rehabilitasi Dermaga;

a. Rehab Dermaga (tipe Ponton, Moueable Bridge, Plensengan dan Platforml;

b. Rehab Breasting Dolphin;

c. Rehab Mooing Dolphin;

d. Rehab Catualk; dan
e. Rehab Talid I Reuertment.

7. Rehabilitasi TYestle;

a. Rehab Struktur Bawah Ttestle;
b. Rehab Struktur Atas TYestle,.

c. Rehab Pagar Railing; dan
d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.

8. Rehabilitasi Cause Way; dan
a. Rehab Struktur Atas;
b. Rehab Revertment Causeway;
c. Rehab Pagar Keliling; dan
d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.

9. Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga.
a. Pengadaan dan pemas angan Frontal frame;
b. Pengadaan dan pemas angat Rubber Fender;
c. Pengadaan dan pemasarrgar, Bollard;
d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan; dan
e. Pengadaan Sign Post di Pelabuhan.

Menu Keglatan Pengadaan Sarana lModal Transportasl Perairan meliputi
tan antara laln :

1. Pembangunan Bus Air RoRo
Bus Air RoRo adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut kendaraan
dan penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi masyarakat,
dilengkapi pintu rampa untuk naik dan turun kendaraan. Hal-hal yang
harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air RoRo adalah antara lain:
a. Bus Air RoRo direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laur

untuk dioperasikan di perairan Indonesia dengan daerah perairan
maksimal 6 mil laut dari bibir pantai, mempunyai konstruksi kuat dan
dengan kemampuan olah gerak yang baik;
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b. Desain mengikuti persyaratan klas baik dari Klasifikasi Indonesia (KI)

ltay dari klas anggota lntemational Assoaation of classification socieiies
(IACS) dan aturan lainnya yang berlaku se-bagai ieferensi dalam
perencanaan serta dalam pembangunannya diawasi oleh Klas dengan
notasi Klas untuk lambung + A 100 (l);

c. Bus Air RoRo direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional
dan dermaga/ pelabuhan eksisting;

d. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus
air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam
pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang;

e. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok
untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan
penggunaan di bidang maritim;

f. Bus Air RoRo dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen
kapal sesuai dengan persyaratan/peraturan yang berlaku;

g. Bus Air RoRo dirancang dengan persyaratan:

1) Lambung berbahan alumunium standar marine dan seluruh
permukaan alumunium di cat dengan maine paint, dan dilengkapi
dengan lapisan pelindung tahan api;

2) Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akodasi penumpang dengan
kapasitas penumpang sekurang-kurangnya untuk 30 Renuripani;

3) Dilengkapi dengan 2 (dua) buah pintu rampa yang terletak di haluan
dan buritan kapal yang mampu mengangliut kendaraan roda 2
sekurang-kurangnya 10 unit;

4) Memiliki peralatan keselamatan sesuai dengan jumlah pelayar,
minimal berupa inflatable life raft, lift jacket, life-boug, dli sesuai
dengan regulasi kapal penumpang;

5) Memiliki peralatan navigasi dan komtrnikasi sesuai dengan wilayah
operasi dengan jarak pelayaran 12 mil tebih;

6) Memiliki mesin ind,k yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan
operasional yang diinginkan; dan

7) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan
sertifikat lain yang diperlukan dalam pengoperaiian kapal, antara
lain meliputi: sertifikat pembangunan, sertifi kat krasifi kaii rambung,
sertifikat garis muat, Surat Ukur, Gross Akta, dan Surat Tanda
Kebangsaan, sertifikat keselamatan, dll.
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h. Pembangunan Bus Air RoRo harus dapat diselesaikan dalam waktu 1
(satu) tahun anggaran.

2. Pembangunan Bus Air
Bus Air adalah kapal yang dioperasikan di sungai dan danau dan digunakan
untuk mengangkut penumpang sebagai sarana angkutan umum bagi
masyarakat.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Bus Air adalah
antara lain:

a. Bus Air direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk
dioperasikan di perairan pedalaman (sungai dan danau) Indonesia
(inland u.tateruag sl, mempunyai konstruksi kuat dan kemampuan olah
gerak yang baik;

b. Desain mengikuti persyaratan klas baik dari Klasifikasi Indonesia (KI)
atau dari klas ar, ggota International Association of Classification Societies
(IACS) dan aturan lainnya yang berlaku dalam perencanaan serta dalam
pembangunannya diawasi oleh Klas dengan notasi Klas untuk lambung
+ A 100;

c. Bus Air direncanakan sesuai dengan kondisi perairan operasional dan
dermaga/ pelabuhan eksisting;

d. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus
air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam
pemeliharaan, dan kemudahan rnendapatkan suku cadang;

e. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok
untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan
penggunaan di bidang maritim;

f. Bus Air dirancang dengan persyaratan:

1) Lambung berbahan alumunium standar marine dan seluruh
permukaan alumunium di cat dengan maine paint dengan ukuran
minimum 7 GT;

2l Memiliki geladak tertutup sebagai ruang akomodasi penumpang
dengan kapasitas penumpang minimal 12 penumpang;

3) Dilengkapi dengan akses untuk naik dan turun penumpang, serta
ruang untuk pemuetan barang;

4l Memiliki peralatan keselamatan, peralatan navigasi dan komunikasi
sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik berdasarkan jumlah
pelayar, area pelayaran dan tonase kapal;

5) Memiliki mesin induk yang sesuai untuk menghasilkan kecepatan
operasional yang diinginkan; dan

6) Pada ...
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6) Pada akhir pembangunan kapal dilengkapi dengan dokumen dan
sertifikat kapal yang diperlukan dalam pengoperasian kapal, antara
lain meliputi: sertifikat pembangunan, sertifikat klasifikasi
Iambung, sertifikat garis muat, Surat Ukur, Gross Akta, dan Surat
Tanda Kebangsaan, sertifikat keselamatan, dan lain-lain.

g. Pembangunan Bus Air harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
tahun anggaran.

15.4. Krlterla Teknls/Penllaian
15.4.1. Menu Rehabtlttast Fasilitas Pelabuhau
1. status aset dan pengelolaan Dermaga/pelabuhan milik pemerintah Daerah.
2. Rehabilitasi Pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang eksisting sesuai

dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

3. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan
operasional dan pemeliharaan aset.

4. Tidak dibiayai melalui anggaran K/L (pusat) pada tahun anggaran yang
sama.

5. Pelabuhan yang diusulkan harus dilengkapi dengan:
a. kesiapan dokumen perencanaan, yaitu DED Rehabilitasi (RAB, Gambar

Teknis dan Spesifikasi Teknis) yang telah mendapat
pengesahan/legalitas dari Pejabat Pemerintah Daerah yang Berwenang;

b. Kerangka Kerja Acuan (kl\K) yang telah mendapat pengesahan/ legalitas
dari Pejabat Pemerintah Daerah yang Berwenang; dan

c. gambar/foto eksisting fasilitas pelabuhan yang akan dilakukan
rehabilitasi.

6. Pelabuhan yang melayani angkutan penumpang, barang darr kendaraan
beserta muatan untuk mendukung sistem transportasi dan logistik
nasional.

7. Kondisi Pelabuhan (baik, rusak ringan, rusak berat).
8. Jumlah/frekuensi dan kondisi/ spesilikasi kapal yang sandar.
9. Jumlah penumpang transportasi air per tahun kabupaten perdaerah.
10. Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD - nya untuk sektor

Transportasi Perairan..

11. Pernyataan . . .
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11. Pernyataan kesanggupan dari Kepala Daerah untuk pengalokasian
anggaran pengoperasian/pemeliharaan aset yang telah didanai melatui DAK
Fisik.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1 . Dalam pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan khusr:snya pada sisi
darat berupa bangunan dan gedung harus dilakukan penilaian tingkat
kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari
Dinas Pekerjaan umum Provinsi/Kabupaten/kota.

2. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
daerah Kabupaten/kota penerima. Setelah pelabuhan diserah terimakan ke
Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/ Kota penerima, Dinas
Perhuburrgan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam
pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan
pelabuhan.

15.4.2. Menu Pengadaan Sarana (Modaf Transportasl Peralran
Kriteria Teknis/Penilaian Pembangunan Bus Air dan Bus Air RoRo adalah:

(Moda) . . .
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No 
Kriteria 
Umum 

Kriteria Khusus Keterangan 

1. Data 
Perencanaan 

Teknis Kapal 

Kesiapan Data Perencanaan 
Teknis Pengadaan Sarana (Moda) 

Transportasi Perairan, berupa : 

a. TOR; 

b. RAB; 

c. Gambar Rencana Umum; 

d. Spesifikasi Teknis; 

e. Pernyataan kesanggupan 

dari Kepala Daerah untuk 
pengalokasian anggaran 

pengoperasian/pemelihara
an aset yang telah didanai 
melalui DAK Fisik. 

i. TOR dan RAB yang 
ditandatangani oleh 

pejabat berwenang; 

ii. Gambar Rencana 
Umum dan 

Spesifikasi Teknis 
yang di tanda 
tangani oleh 

konsultan perencana 
yang disetujui oleh 

Kepala Dinas. 

 

2. Data 
dukung 

teknis Sub 
Bidang 
Pengadaan 

Sarana 

a. Surat penyataan bahwa kapal 
akan di bangun dengan 

regulasi Klas dan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
(konstruksi, permesinan dan 

perlistrikan, perlengkapan 

iii. Ditandatangani oleh 
Kepala Dinas 
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(Moda)
Transportasi
Perairan

keselamatan,
komunikasi)

navigasi dan

b. Kesiapan operator kapal
(kelembagaan dalam
mengoperasikan kapal)

iv. Dioperasikan oleh
BUMD, dibuktikan
dengan: akta
perusahaan BUMD,
NPWP, izin usaha
BUMD (Surat izin
usaha Angkutan
Penyeberangan
/SIUAP), neraca
keuangan, memiliki
kinerja baik. Atau

v. Dioperasikan oleh
Perusahaan
Pelayaran,
dibuktikan dengan
MOU (perjanjian
kerjasama
pengelolaan dan
operasional kapal
sebagai sarana
angkutan umum
antara Pemerintah
Daerah dan
perusahaan
pelayaran untuk
jangka waktu
sekurang-kurangnya
3 tahun dan dapat
diperpanjang
kembali), akta
perusahaan, NPWP,
izin usaha, neraca
keuangan, memiliki
kinerja baik. Atau

vi.Dicperasikan oleh
UP,TD yang
mempunyai tugas
pokok dan fungsi
untuk mengelola dan
mengoperasikan
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moda/sarana
transportasi
perairan, dibuktikan
dengan Peraturan
Gubernur atau
Peraturan
Bupati/Walikota
terkait Pembentukan
UPTD.

c. Kesiapan SDM vii. Memiliki SDM
dengan kompetensi
kecakapan nautika
(ANT) dan teknika
(ATT} sesuai dengan
ukuran kapal.

d. Kesiapan anggaran untuk
operasional dan perawatan
moda/ sarana

viii.Dibuktikan dengan
Surat Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan Aset
dan Pengalokasian
Anggaran Dalam
APBD Setiap Tahun
untuk Operasional
dan Perawatan
Moda/ Sarana.

(ditandatangani diatas
materai oleh Kepala
Daerah)

e. Data supplg and demand,
serta perhitungan keuangan
(financial analysisl

ix. SK
lintas/trayek/ rute.

x. Rata-rata harian
penumpang dan
barang yang
diangkut.

xi. Data jumlah kapal
eksisting yang
beroperasi.

xii. Perhitungan
potensi muatan/
penumpanq

tertradap . . .
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f. Data kondisi perairan

g. Ketersediaan Dermaga/
Prasarana untuk sandar
kapal dan fasilitas.

(Khusus untuk Bus Air RoRo,
dermaga harus bisa untuk
naik dan turun kendaraan)

xviii. Data lagout
dermaga.

xix. Data konstruksi
dermaga.

xx. Data
disekitar
dermaga.

xxi. Data
' Surut.

peralran
kolam

xxii. Data/ informasi
ketersediaan
supplg bahan
bakar (bensin)

(ditandatangani oleh
Kepala Dinas)

Pasang

terhadap biaya
operasional

(ditandatangani oleh
Kepala Dinas)

Data jarak
Iintas/ trayek/rute.
Data kondisi
perairan (tinggr
gelombang rata-
rata dan tertinggi).

xv. Data kondisi cuaca
ekstrim yang
pernah terjadi fiika
ada).

. Laporan gangguan
alur pelayaran fiika
ada).

.Laporan
kecelakaan yang
pernah terjadi (iika
ada).

(ditandatangani oleh
Kepala Dinas)
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15.5. IGlteria Lokast Prioritas

Lokasi prioritas Transportasi Perairan, adalah kabupaten/kota yang merupakan
daerah di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki dan mengandalkan
Transportasi Perairan sebagai transportasi utama orang dan barang serta
menjadi outlet dan inlet bagi komoditas pada DAK Penugasan Tematik 3
peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah
Nusa lenggara, Maluku, dan Papua dan merupakan Pelabuhan dengan Status
Operasi tercatat dalam RIPN dan Aset merupakan Kewenangan Daerah.

15.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

15.6.1. KetentuarKhusus
1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan ditentukan oleh

Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan ruang
lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan'

2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan tidak boleh dipergunakan untuk
membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang' tidak
berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.

3. Rehabilitasi dan Pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak

lMulti Y e ar s C ontr a ctl.

4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipasdkan berstatus bebas

sengketa berdasarkan aspek regulasi.

5. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l Terrtang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta
peraturan PerubahannYa.

6. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip efektivitas dan efisiensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan, seperti dalam penentuan pelaksanaan lelang dan pemaketan
kegiatan.

15..6.2, Penllalan KlnerJa Pelaksanaan Keglatan Output

1 . Jumlah Fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang di rehabilitasi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan
laut,. sungai, danau dan penyeberangan.

2. Jumlah Bus Air dan Bus Air Roro yang dibangun untuk meningkatkan
kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai, danau dan
penyeberaqgan.

3.Jumlah...
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3. Jumlah provinsi/ kabupaten/ kota yang melakukan sinergi kegiatan yang
didanai ot.n Oaf Fisik Bidang Transportasi Perairan dengan sumber-
sumber pembiayaan lainnya (temasuk DAK Fisik bidang lain).

4. Jumlah provinsi/ kabupaten/ kota yang menerapkan prinsip-prinsip good
goue*aie dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik
Bidang Transportasi Perairan.

5. Jumlah provinsi/ kabupaten/ kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan
kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

15.7.

1.M
di

eningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi perairan
daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara OPD
pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dengan pemangku
kepentingan terkait di provinsi & kabupaten/kota.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan di
tingkat provinsi & kabupaten/ kota.

Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perhubungan.

2

3

4

15.8. Penyampalan Laporan Immcdlate Otttcome

1. Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang
Traniportasi Perairan, gubernur, bupati, atau wali kota diminta untuk
menyampaikan laporan Immediate Outcome (capaian jangka pendek) dari
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Trarrsportasi
Perairan kepada Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Direktur Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris
Jenderal Kementerian Perhubungan.

2. Laporan Immediate Outccme yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah,
memuat penjelasan atau informasi umum tentang pelaksanaan kegiatan
dengan memperhatikan dan menampilkan indikator capaian sebagai
berikut:
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RIITCINT
XEGIATAIf

3. Immediate Outcome disampaikan paling lambat pada Bulan Juni di tahun
berikutnya setelah peiaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan dan
dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Negara/ Lembaga dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dalam proses penilaian terhadap usulan daerah untuk kegiatan
DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan Tahun selanjutnya.

15.9. Pemantauan Dan Evaluasl Pelaksanaan DAK Ftsik Tahun 2O21

Dalam mendukung pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perairan Tahun
2022, Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja/balai yang ada
di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan unit Pelaksana Teknis/ satuan
Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Tahun 2022 :untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

T\rjuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK:

1. Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran
sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis masing masing
bidang DAK;

FiEriirjlrd
trIItr IIIDII<ATOR CAPNAIT

OIlTPW ti,1ildiJ7l9l -.n lAEl ?[fitqntl:l

Transportasi
Pcratan

Rehabilitasi
fasilitas
Pelabuhan

Jumlah
Dermaga/
Pelabuhan
yang
direhabilitasi

Meningkatkar Pelayanan di
Pelabuhgr dengan
memperhatikdl produktivitas
pelabuhan sebelum dar!
sesudah dilo.kukan kegiata!
rehabilitasi Pelabuhan:

a) Jumlah Trip/Trayek yang
dilayani

b) Jult ah Ship Call

cl Jumlah Penumpang

d) Jumlah Kendaraan.

Pengadaan
Sarana
(Moda)
Tlansportasi
Perairan

- Bus Air

- Bus Atu
RORO

Jumlah unit
Kapal yang
terbangun
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2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan
dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan; dan

3. Memastikan pelaksanaan DAK bermanfaat bagi masJrarakat di daerah sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan nasional.

Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK
yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan
pemanfaatan DAK Fisik ke dePan.
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Bidang Usaha Mlkro Kecll dan Meneagah

Arah Keb{akan
1

16.

16.1.

16.2.

Sesuai dengan amanat Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan' Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa Pemerintah Pusat
mengalokasikan DAK untuk mendanai program/ kegiatan kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil di
daerah.

Dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian saat ini, masih
dibutuhkan pendampingan layanan usaha yang inklusif untuk mendorong
penguatan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), penumbuhan
wirausaha melalui peningkatan nilai tambah produk, serta perluasan akses
pasar dan pembiayaan.

Oleh karena itu, diperlukan pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
Koperasi, UMK dan Wirausaha.

Mempercepat peningkatan produktivitas, meningkatkan kualitas produk,
memperluas jangkauan pasar dan kemitraan Koperasi, UMK dan Wirausaha,
serta- industri kecil dan menengah. dalam mendukung peningkatan nilai
tamtrah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan
pengembangan ekonomi lokal pada 19 Destinasi Pariwisata Prioritas sesuai
amanat RPJMN 2O2O-2O24.

DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM diarahkan untuk mendukung
pemulihan perekonomian di daerah dalam rangka penanganan dampak
COVID-19.

2

3

1

Tujuan pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM untuk:

SK No 131402A
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a. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja,
daya saing dan pemulihan usaha Koperasi, UMK dan Wirausaha;

b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendamprngan bagi
Koperasi, UMK dan Wirausaha;

c. Meningkatkan jumlah Koperasi, UMK dan Wirausaha yang didampingi;

d. Mendorong percep?rtan digitalisasi Koperasi, UMK dan Wirausaha;

e. Menumbuhkembangkan wirausaha; dan
f. Mendorong peran serta Koperasi, UMK dan Wirausaha dalam

pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas.

a. Pembangunan PLUT
1) Sasaran Keluaran

Terbangunnya PLUT di lokasi Destinasi Pariwisata Prioritaa.

2l Sasaran Outcome
a) Terwujudnya pelayanan PLUT yang berkualitas bagi Koperasi,

UMK dan wirausaha;
b) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendampingan bagi

Koperasi, UMK dan Wirausaha;
c) Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, UMK dan

Wirausaha;
d) Meningkatnya pertumbuhan wirausaha pemula dan UMK naik

' kelas; dan
e) Mendorong peran serta Koperasi, UMK dan Wirausaha dalam

pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas.
b. Revitalisasi PLUT

1) Sasaran Keluaran
PLUT yang direvital.isasi di lokasi Destirrasi Pariwisata Prioritas.

2l Sasaran Outcome
a) Meningkatnya pelayanan PI.UT yang berkualitas bagi Koperasi,

UMK dan wirausaha;
b) Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendampingan bagi

Koperasi, UMK dan Wirausaha;
c) Meningkatnya kuaiitas dan daya saing Koperasi, UMK dan

Wirausaha; dan
d) Meningkatnya pertumbuhan wirausaha pemula dan UMK naik

kelas.

SK No 131403 A
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Deskrlpsi Menu Keglatan
1. PLUT merupakan unit teknis yang memberikan layanan pendampingan

usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, UMK dan
wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan
produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan
pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.

2. Kegiatan PLUT dilaksanakan untuk mendukung layanan usaha bagi
koperasi, UMK dan wirausaha, meliputi:

a. Konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para
konsultan/pendamping kepada pelaku koperasi, UMK dan wirausaha;

b. Pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik;

c. Pelatihaii teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai
bidangnya;

d. Pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi koperasi, UMK dan
Wirausaha;

e. Promosi dan pemasaran produk;

f. Inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk naik
kelas;

g. Pelaksanaan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk
Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk yang akan melakukan usaha di
lokasi infrastruktur publik; dan

h. Pdningkatan sinergi dengan kernenterian/lembaga, OPD, perguruan
tinggi, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka
pindampingan dan peningkatan kemitraan usaha.

3. DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM terdiri dari:
a. Pembangunan PLUT; darr

b. Revitalisasi PLUT.

4. Pembangunan PLUT merupakan kegiatan pembangunan gedung dengan
kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bag:i kabupaten/kota yang
didasarkan atas suatu perencanaan terpadu (bg designl, meliputi:
a. Tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para

konsultan/pendamping kepada pelaku koperasi, UMK dan rvirausaha;
b. Ruang kerja bersamalcoworking space yang dimanfaatkan sebagai

wadah bertemunya pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk
. mendiskusikan ide bisnis dan pengembangan usaha;

c. Sarana . . .
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c. Sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai
bidangnya;

d. Sarana promosi dan pemasaran produk melalui galeri;
e. Tempat inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirarrsaha untuk

naik kelas; dan
f. Penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung penumbuhkembangan

kewirausahaan.
5. Revitalisasi PLUT merupakan kegiatan perbaikan gedung, pembaruan

ruangan, dan penambahan sarana dan prasarana penunjang bagi
kabupaten/kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu (bg
designl, meliputi:
a. Revitalisasi tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha

dari para konsultan/pendamping kepada koperasi, UMK dan wirausaha;
b. Revitalisasi sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon

wirausaha sesuai bidangnya;
c. Revitalisasi sarana promosi dan pemasaran produk melalui galeri

produkt

d. Penyediaan ruang inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan
wirausaha untuk naik kelas;

e. Penyediaan ruang kerja bersamaf coworking space yang dimanfaatkan
sebagai wadah bertemunya pelaku koperasi, UMK dan wirausaha untuk
mendiskusikan ide bisnis dan pengembangan usaha; dan

f. Penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung penumbuhkembangan
kewirausahaan.

16.3.2. Krlterla Lokasi Prlorltas
DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM diprioritaskan untuk mendukung
penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan
Menengah pada lO (sepuluh) . Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 (delapan)
Destinasi Pariwisata Pengembangan dan I (satu) Destinasi Pariwisata
Revitalisasi sesuai dengan amanat RPJMN 2O2O-2O24 terkait pengembangan
pariwisata.
Pada l9 (sembilan belas) Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut, ditetapkan 93
(sembilan puluh tiga) kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan Kawasan Inti
Destinasi Pariwisata Prioritas, status dan pencapaian internasional atau
nasional (World Heitage, UNESCO Global (kopark), relevansi dengan kawasan
inti (pintu masuk, pintu keluar, dan atraksi utama) dan rangkaian pola
perj alanan (trauel p atteml.

16.4.Tata...
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L6.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM dituangkan
dalarn rencana kegiatan pada aplikasi KRISNA yang telah drsepakati oleh
OPD yang membidangi Koperasi, UMK dan Wirausaha kabupaten/kota.

2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah
termasuk DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM mengikuti ketentuan yang
telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri
Keuangan.

3. Pembiayaan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM didasarkan atas usulan
kabupaten/ kota pada rincian menu kegiatan yang disesuaikan dengan
ketersediaan pagu anggaran.

4. Dalam hal kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM
namun tidak diusulkan dan/atau tidak mencukupi dalam penyelesaian
kegiatan sesuai dengan perencanaan, pemerintah kabupaten/kota
menyiapkan dana yang bersumber dari APBD untuk membia,vai kegiatan
dimaksud.

5. Kegiatarr penunjang DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM tidak dapat
digunakan untuk kegiatan perencanaan berupa Studi Kelayak an I Feasibilitg
Studg, Detail Engineering Design (DED), Studi AMDAL/dokumen lingkungan
hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peratura'n perundang-undangan.

6. Pemerintah kabupaten/kota dapat menyiapkan dana pendukung yang
bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukurrg
pemoangunan dan revitalisasi serta kelengkapan sarana. prasaraira
pendukung PLUT sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan
mengacu pada harga yang terdapat di katalog elektronik (E-Katalog) Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Apabila harga tidak
tercantum dalam E-Katalog LKPP, maka dapat diguna-kan mekanisme
peraturan yang berlaku.

16.4.1. Pelaksanaaa Keglatan DAK Fistk Pembanguhan PLUT

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pembangunan PLUT melipr'.ti:

a. iematangan lahan;

b. Pembangunan gedung PLUT; dan

c. Fasilitasi sarana dan prasarana.

SK No 131406A
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2. Ketentuan khusus:

Pembangunan PLUT dialokasikan untuk kabupaten/kota yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Surat pernyataan yang ditandatangani bupati/walikota yang
menyatakan kesanggupan :

l) menyediakan lahan minimal 2.000 m2 yang diperuntukan untuk
PLUT dengan status milik pemerintah daerah yang dilengkapi
dengan titik koordinat, sertilikat kepemilikan yang sah/ surat
pernyataan kepemilikan lahan dan surat pernyataan yang
menyatakan lahan dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;

2l menyediakan dana APBD untuk membiayai operasional PLUT
berupa pengeluaran nrtin kantor, honorariurn konsultan
pendamping minimal 5 (lima) orang dan kegiatan teknis yang
mendukung konsultasi dan pendampingan bagi koperasi, UMK dan' Wirausaha yang ditandatangani juga oleh ketua DPRD
kabupaten/kota;

3) Menyediakan dana APBD untuk membiayai peinatangan lahan/
pembangunan gedung/ fasititasi sarana dan piasarana yang tidak
diusulkan oleh pemerintah kabupaten/ kota
Membentuk kelembagaan pengelola PLUT berupa Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
di bawah koordinasi OPD yang membidangi Koperasi, UMK dan
Wiradsaha kabupaten/kota paling lambat 3iDesember 2022;

4l

5) Mengoptimalkan fungsi dan peran PLUT dalam melakukan
pendampingan kepada Koperasi, UMK dan Wirausaha termasuk
pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Koperasi clan Usaha Mikro,
Kecil (PK2UMK);

6) Tidak akan rnengalihfungsikan gedung PLUT menjadi kantor
pemerintahar, dan/ atau kepentingan lainnya;

7l Menyedialan layanan pusat panggilan/call enter pada PLUT; dan
8) Menjarnin kelayakan dari lokasi PLUT yang dibangun diahtaranya

meliputi:

a) Adanya infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT;

b) Ketersediaan pasokan listrik untuk PLUT; dan

c) Ketersedian jaringan komunikasi di lokasi PLUT.

b. Salinan sertifirat/ sr-rrat yang menyatakan milik pemerirrtah daerah yang
disertai dengan dbkumentasi berupa foto dan vrdeo lokasi yang
diusulkan;

c. Dokumen . . .
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c. Dokumen Feasibilty Study (FS), Detailed Engineenng Design (DED) dan
Studi AMDAL/dokumen lingkungan hidup lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas
PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah
serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung;

e. Desain Gedung PLUT perlu mendapat persetujuan dari Kementerian
Koperasi dan UKM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaaq Pembangunan Nasional;

f. ilencana aksi pengembangan Koperasi, UMK dan Wirausaha
Kabupaten/ kota; dan

g. Kerangka Acuan Kerja (KAK)lTerm of Reference (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB).

3. Perencanaan

a. Kegiatan perencanaan berpedoman pada:

1) Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas
PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap

. daerah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umurn dan Penrmahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang

. Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

2l Tata ruang gedung PLUT Lerdiri dari ruang pelatihan tlengan
kapasitas 25 orang, aula, idea room priuate, idea room open space,
idea room fun space, sarana literasi bisnis, ruang inkubator (metiputi
inkubator agribisnis i kuliner/ kriya/ digitall, cowork.ing space, studio
foto/video produk, musala, toilet laki-laki, toilet perempuan, ruang
laktasi, jalur disabilitas, media @nter, ruan:g pameran, ruang
pengelola, lahan parkir, ruang keamanan. dan kantin;

3) Daerah dapat memenuhi 4 (empat) jenis ruang inkubator
sebagaimana dimaksud di atas, dar:/atau memilih ruang inkubator
yang ada, dan/atau menambahkan. ruang inkubator yang sesuai
dengan potensi atau prioritas pemerintah daerah;

4l Penambahan ruang inkubator sestrai potensi atau prioritas daerah
dapat dilaksanakan apabila direrah telah memenuhi 4 (empat) jenis
ruang inkubatot;

5) Warna bangunan sesuai dengan konsep desain yang mengusung
tema skandinavia;

SK No 131408 A
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6) dalanr hal terdapat perubahan aters desain yang telah disetujui,
perubahan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Kementerian
Koperasi dan UKM; dan

Gambar I Tampak Depan Gedung PLUT (Bagian dalam kotal A merupakan
ciri khas PLUTI

b. Perrgadaan sarana dan prasarana antara lain komputer, mebel, proyektor
beserta layar, kamera foto, kamera video, LCD/ smart TV minimal 32 inch,
instalasi listrik dan genset, kitclen set dan peralatan kuliner, peralatan
agribisnis, dan peralatan kerajinan.

c. Pengadaan sarana darr prasarana yang berkaitan dengan inkubator,
harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang inkubator.

d. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan atau menambahkan dana
yang bersumber dari APBD untuk membiayai pematangan lahan,
pembangunan gedung PLUT clan penyediaan sarana dan prasarana serta
komponen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

e. Proses pelaksanaan pembangunan PLUT dan pertanggungjawaban
penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/ kota dan
merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.,

SK No 131409A
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4. Pelaksanaan Pembangunan Fisik

a. Kegiatan pembangunan fisik gedung yang menggunakan DAK Fisik
penugasan bidang UMKM terdiri dari:

1) Pematangan lahan;

2l Pembangunan fisik gedung dengan standar desain gedung dan tata
ruang gedung PLUT merujuk pada perencanaan huruf c angka 1;

dan

3) Fasilitas sarana dan prasarana pendukung PLUT merujuk pada
perencanaan huruf c angka 2.

b. Kegiatan pembangunan fisik gedung dilakukan dengarr berpedoman
pada hasil kegiatan perencanaan, melengkapi izin mendirikan bangun:rn,
dan kewajiban perizinan lainnya, serta melibatkan masyarakat sekitar
sebagai tenaga kerja.

c. Proses penyediaan kelengkapan sarana prasarana dan pengadaan
barang/jasa dalam rangka pembangunan PLUT, wajib menggunakan
barang/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi
dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
pagu anggaran rincian menu fasilitas sarana dan prasarana PLUT pada
rencana kegiatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Proses penunjukan pelaksana pembangunan fisik den
pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

5. Pengawasan

a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik gedung
PLUT dilakukan oleh konsultan pengawas dengan mengevaluasi
kesesuaian kernajuan pekerjaan dan realisasi pembayaran serta hasil
akhir pekerjaan dengan desain perencanaan yang dibuat oleh konsultan
perencana.

b. Proses penunjukan konsultan pengawas dan pertanggungjawaban
penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan
merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.4.2. Pelaksaaaan Kegiatan DAK Fistk Revltalisasi PLUT

. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi PLUT meliputi:

a. Pematangan lahan;

I
1
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b. Revrtalisasi gedung PLUT; dan

c. Fasilitasi sarana dan prasarana.

2. Ketentuan khusus:

Revitalisasi PLUT dialokasikan untuk kabupaten/kota yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Surat pernyataan ditandatangani bupati/walikota yang menyatakan
kesanggupan:

1) Menyediakan lahan yang diperuntukan untuk revitalisasi PLUT
dengan status milik pemerintah daerah yang dilengkapi dengan titik

- . koordrnat, sertifikat kepemilikan yang sah/surat pernyataan
kepemilikan lahan dan surat pernyataan yang menyatakan lahan
dimaksud tidak dalam keadaan sengketa;

2l Menyediakan dana APBD untuk membiayai operasional PLUT
berupa pengeluarpn rutin kantor, honorarium konsultan
pendamping minimal 5 (lima) orang dan kegiatan teknis yang
mendukung konsultasi dan pendampingan bagi koperasi, UMK dan
Wirausaha yang ditandatangani juga oleh ketua DPRD
kabupaten/kota;

3) Menyediakan dana APBD untuk membiayai pematangan
lahan/ pembangunan gedung/ fasilitasi sarana dan prasarana yang
tidak diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

4l Membentuk kelembagaan pengelola PLUT berupa Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
di bawah koordinasi OPD yang membidangi Koperasi, UMK dan
Wirausaha kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2022;

5) Mengoptirnalkan fungsi dan peran PLUT dalam melakukan
pendampingan kepada Koperasi, UMK dan Wirausaha termasuk
pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil (PK2UMK);

6) Tidak akan mengalihfungsikan gedung PLUT menjadi kantor
pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya;

7l Menyediakan layanan pusat panggilanlcall center pada PLUT; dan

8) Menjamin kelayakan dari lokasi PLUT yang dibangun diantaranya

a) Adanya infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT;

b) Ketersediaan pasokan iistrik untuk PLUT; darr

c) Ketersedian jaringan komunikasi di lokasi PLUT.
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b. Salinan sertifrkat/ surat yang menyatakan milik pemerintah daerah yang
disertai dengan foto dan video lokasi yang diusulkan;

c. Dokumen Feasibilty Study (FS), Detailed Engineering Design (DED) dan
Studi AMDAL/dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas
PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah
serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ral<yat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung;

e. Rencana aksi pengembangan KUMK kabupaten/kota; dan
f. Iterangka Acuan Kerja (\<AKllTerm of Reference (TOR) dan Rincian

Anggaran Biaya (RAB).

3. Perencanaan

Kegiatan perencanaan berpedoman pada:

1) Desain gedung PLUT yang secara hsik tidak menghilangkan ciri khas
PLUT yang ada, mengandung nilai kearifan ilokal dari tiap-tiap
daerah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang

. Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

2l Tata ruang gedung PLUT terdiri dari ruang pelatihan dengan
kapasitas 25 orang, aula, id.ea room priuate, idea room open space,
idea room fun space, sarana literasi bisnis, ruang inkubator (meliputi
inkubator agribisnis / kulinerl kriya/ d igitall, cow o rking spoce, studio
foto/video produk, musala, toilet laki-laki, toilet perempuan, ruang
laktasi, jalur disabilitas, media center, ruang pameran, ruang
pengelola, lahan.parkir, ruang keamanan, dan kantin;

3) Dalam hal pemenuhan ruang inkubator sebagaimana dimaksud
pada huruf b, daerah dapat memenuhi 4 (empat) jenis ruang
inkubator dimaksud dan,/atau memilih ruang inkubator'yang ada
dan/atau menambahkan ruang inkubator yang sesuai dengan

. potensi dan/atau prioritas Pemerintah Daerah;

4l Penambahan ruang inkubator sebagaimana dimaksud pada huruf
c, dapat dilaksanakan apabila daerah telah memenuhi 4 (eimpat)
jenis ruang inkubator sebagaimana dimaksud pada huruf b;

5) Warna bangunan sesuai dengan konsep desain yang mengusung
tema skandinavia; dan

a
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6) Dalam hal terdapat perubahan atas desain yang telah disetujui,
perubahan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Kementerian
Koperasi dan UKM.

b. Pengadaan sarana dan prasarana antara lain komputer, mebel, proyektor
beserta layar, kamera foto, kamera video, LCD/smart 'IV minimal 32
inch, instalasi listrik dan genset, kitchen set dan peralatan kuliner,
peralatan agribisnis, dan peralatan kerajinan.

c. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peralatan
inkubator, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang inkubator.

d. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan atau menambahkan dana
yang bersumber dari APBD untuk membiayai pematangan lahan,
pembangunan gedung PLUT dan penyediaan sarana dan prasarana serta
komponen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

e. Proses pelaksanaan revitalisasi PLUT dan pertanggungiawaban
penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan
merupakan tanggun g jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4. Pelaksanaan Revitalisasi PLUT

a. Kegiatan revitalisasi PLUT yang menggunakan DAK Fisik penugasan
bidang UMKM terdiri dari:

1) Pematangan lahan;

2l Revitalisasi gedung dengan standar desain gedung dan tata ruang
gedung PLUT merujuk pada perencanaan huruf c angka 1; dan

3) Fasilitas sarana dan prasarana pendrrkung PLUT merujuk pada
perencanaan huruf c angka 2.

b. Kegiatan revitalisasi PLUT sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b
dilakukan dengan memedomani hasil kegiatan perencanaan, melengkapi
izin mendirikan bangunan, dan kewajiban perizinan lainnya, serta
melibatkan masyarakat sekitar sebaghi tbnaga kerja.

c. Proses penyediaan kelengkapan sararia prasarana dan perrgadaan
barang/jasa dalam rangka revitalisasi PLUT, wajib menggunakan
barangTjasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi
dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
pagu anggararr rincian menu fasilitas sarana dan prasarana PLUT pada
rencana kegiatan dan dilaksanakan sbsuai ketentuan peraturan
perundang-undangarr.
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d. Proses penunjukan pelaksana revitalisasi PLUT dan pertanggungiawaban
penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

5. Pengawasan

a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi PLUT dilakukan
oleh konsultan pengawas dengan mengevaluasi kesesuaian kemajuan
pekerjaan dan realisasi pembayaran serta hasil akhir pekerjaan dengan
desain perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana;

b. Proses penunjukan konsultan pengawas dan pertanggrnglawaban
penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan
merrrpakan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16,5. Penilalan Klnerja Pelaksanaaa Keglatan
Kinerja pelaksanaan reknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik penugasan
Bidang UMKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan
perundangan yang berlaku. Hasil penilaian kinerja pelakSanaan kegiatan berupa
indikator capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek digunakan sebagai
salah satu kriteria dalam pengalokasian DAK Nonfisik PK2UMK.bagi daerah

iyang mendapatkan DAK Fisik.

Adapun keluaran dan capaian hasil jangka pendek adalah sebagai berikut:
1. Keluaran

a. Indikator Keluaran:
' Jumlah PLUT yang dibangun atau direvitalisasi.
b. Aspek kinerja keluaran yang diukur

1) Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik penugasan
Bidang UMKM; dan

2l Laporan realisasi pembangunan/revitalisasi PLUT.

2. Capaian Hasil Jangka Pendek

a. Indikator Capaian Hasil Jangka Perrdek:

1) Persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UMK dan
wirausaha yarrg dilayani.

Target: 2OVo dart target tahunan yang disusun oleh pLUT

Sasaran: Koperasi, UMK dan wirausaha

Tata...
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Tata cara penghitungan:

i. Bulan Januari 2023 dilakukan penetapan target tahunan
masing - masing PLUT yang telah mendapat persetujuan
Kementerian Koperasi dan UKM.

ii. Target ketercapaian indikator I adalah 20% (mulai Januari-Juni
20231 dari target tahunan (mulai Januari-Desember 2023).

iii. Bulan Juni 2023 Pemerintah Daerah melaporkan realisasi
capaian target melalui KRISNA .

iv. Rumus penghitungan capaian indikator 1:

Realisasi s. d. Iuni 2023' Capaian indikator l = Tar X t00o/o

2l Persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UMK dan
wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan.

Target: 15% dari target tahunan yang disusun oleh PLUT

Sasaran : Koperasi, UMK dan wirausaha

Tata cara penghitungan:

i. Bulan Januari 2023 dilakukan penetapan target tahunan
masing - masing PLUT yang telah mendapat persetujuan
Kementerian Koperasi dan UKM.

ii. Target ketercapaian indikator 2 adalah 15% dari target tahunan.
iii. Bulan Juni 2023 Pemerintah Daerah melaporkan realisasi

capaian target melalui KRISNA.

iv. Rumus penghitungan capaian indicator 2:

Realisasi s. d. Iuni 2023
Capaian indikator 2 = --Target ta;- X 1000/o

3) Jumiah layanan PLUT yang tersedia

Target: 6 layanan dari seluruh layanan yang tercantum dalam
Deskripsi Menu Kegiatan angka 2.

Sasaran: Koperasi, UMK dan wirausaha.

b. Aspek kinerja Capaian Hasil Jangka Pendek yang diukur
1) Laporan pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha

yang dilayani

2) Laporan . . .
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2l Laporan pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha
yang didampingi mernperoleh perizinan.

3) Laporan jumlah jenis layanan PLUT yang tersedia.

16.6. Teknls Pelaporan

1. Forma,t dan mekanisme laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik
dan laporan realisasi pembangunan/revitalisasi PLUT sebagaimana diatur
pada penilaian kinerja pelaksana4n kegiatan pada sub bab 1..5 huruf a
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. L-aporan pencapaian target jumlah kcperasi, UMK dan wirausaha yang
dilayani, pencapaian target jumlah koperasi, UMK dan wirausaha yang
didampingi memperoleh perizinan dan jumlah jenis layanan PLUT yang
tersedia sebagaimana diatur pada penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan
pada sub bab 1.5 huruf b angka 2 beserta kendala dan data dukungnya,
disampaikan melalui aplikasi KRISNA dan sistem pemantauan dan evaluasi
PLUT yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM;

3. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhitung
setelah operasrbnalnya PLUT dan pelaporan awal dilakukan pada bulan Juhi
2O2!, serta pelaporan akhir pada bulan Desember 2023; dan

4. Sepanjang sistem pemantauan dan evaluasi dimaksud belum selesai
dibangun, maka Kementerian Koperasi dan UKM dapat menentukan
instrumen lainnya yang dipergunakan oleh pemerintah kabupaten/ kota
untuk melakukan pelaporan pengelolaan PLUT

16.7. Fungsl dan Peran Kementerlan Koperasl dan UKM
kabupaten/kota, Pe Pendamping, I

16.7. -. Fungsl dan Peran Kementerlan Koperasl dan UKM

1. Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM adalah mengkoordinasikan dan
memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan program PLUT secara
nasional.

2. Peran Kementerian Koperasi dan UKM:

a. menyusun arah kebijakan PLUT;

b. menetapkan penerima program PLUT;

c. menetapkan Standar Operasional Prosedur dan pedoman pengelolaan
PLUT serta standar minimal kompetensi konsultan pendamping;

d. memberikan rekomendasi calor, konsulta.n pendamping yang diusulkan
oleh Pemerintah Daerah;
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e. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi serta publikasi; dan

f. pemantauan dan eval'uasi terhadap penyelenggaraan PLUT.

L6.7.2. f,'uagsl dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
1. Fungsi Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan, mengoordinasikan, dan

memfasilitasi pengembangan program PLUT di wilayah kabupaten/kota;
2. Peran Pernerintah Kabupaten/ kota:

a. Mengidentifikasi, men)rusun, dan mengajukan program PLUT tingkat
kabttpaten/kota sesuai persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan;

b. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari
Kementerian Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam rencana
strategis dan rnenjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah f)aerair pada kabupaten/kota;

c. \ilelaksanakan kegia.tan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan fisik gedung PLUT sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari
Kementerian Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam rencana
strdtegis dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan
Jangla Menengah Daerah pada ka-bupaten/kota;

e. Menyediakan APBD untuk operasioflal PLUT tingkat kabupaten/kota;
f. Menetapkan kelembagaan PLUT berupa UPTD atau BLUD dan perangkat

pengelola PLUT tingkat kabupaten/ kota;
g. Mengangkat pimpinan dan tenaga adrninistrasi PLUT tingkat

kabupaten / kota yang diusulkan oleh dinas l<abupaten / kota;
h. Melaksanakan rekrutmen konsultan/pendamping secara adil, jujur dan

transparan sesuai dengan arah kebijakan dan standar yang ditetapkan
oleh Kementerian Koperasi dan UKM;

i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
baik pengelola dan konsultan pendamping secara berjenjang dan
berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan
bersertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi pengelola dan konsultan
pendamping;

j. Membina, mengarahkan, memberdayakan dan melakukan koordinasi
dengan pemangku kepentingan lain dalam rnehgoptinlalkan pelaksanaan
tugas pendampingan PLTIT;

k. Melakukan koordinasi dengan Kementerian, Perangkat Daerah
kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam
melaksanakan kegiatan operasional yang dibiayai dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dahrah (nPBD) dan/atau iumber lain yang sah
sesuai den$an ketentuan peraruran perundang-undangan; dan
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l. Melakukan pemantauan cian pelaporan terkait:
l) Realisasi penggu aan keuangan DAK Fisik;
2) Realisasi pembangunan/ revitalisasi pLUT;

3) Jangkauan dan kualitas pendampingan bagi koperasi, UMK dan
wirausaha; dan

4l Laporan pertumbuhan koperasi, UMK dan Wirausaha naik kelas
yang didampingi.

L6.7.3.

1. Fungsi Pengelola PLUT adalah memberikan layanan dan fasilitasi
pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, perragangan, kurasi
produk dan inkubasi oleh konsultan/pendamping kepada Koperasi, UMK
dan wirausaha.

2. Peran Pengelola PLUT:

a. IVlenyusun program kerja tahunan pLUT secara kelembagaan yang
mencakup program kerja lembaga maupun program klr;a para
konsultan/pendamping dalam rangka mencapai indikator kinerja jangka
pendek;

b. Mengusulkan -ienis pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan
konsultan pendanrping khususnya pendidika.n dar, pelatihan berbasis
kompetensi kepada perangkat daerah kabupaten/kota;

c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga, perangkat daerah
kabupaten/kota serta pemangku kepentingan r.rtuk *e.ryinergikan
program kerja tahunan pLUT;

d. Memfasilitasi pelaksanaan program kerja tahunan pLUT;

e. Melakukan evaluasi atas kinerja konsultan/pendamping pLUT; dan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja pLUT kepada perangkat

daerah kabupaten/kota.

16.7,4. Fungsl dan Peran Konsultaa/pendamplng pLUT

1. Fungsi konsultan/pendamping pLUT memberikan dukungan layanan
pendampingan dan Secara terpadu dibidang kelembagaan, iumbei daya
manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran kepada loperasi, UMK dan
wirausaha sekaligus memfasilitasi pengembangan telinologi informasi
dan/atau pengembangan jaringan kerjasarna antara kelemo-agaan pLUT
dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah dan pemangku
kepentingan.
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2. Peran Konsultan/Pendamping:

a. Melakukan pendataan koperasi, UMK dan wirausaha yang terdapat di
v,rilayah kerja PLUT;

b. Menyusun program kerja pendampingannya untuk masa waktu selama
ptu tahr.rn yang dilakukan secara bersama-sama oleh para
konsultan/pendamping sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Melaksanakan pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;
d. Merekomendasikan skema yang harus ditindaklanjuti oleh masing-

masing Koperasi, UMK dan wirausaha;
e. Melakukan inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMK dan wirausaha

untuk naik kelas;

f. Melakukan pendampingan dalam rangka pendaftaran legalitas usaha,
pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi koperasi, UMK dan
wirausaha;.

g. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya datam
menyinergikan program pendampingan bagi koperasi, UMK dan
wirausaha; dan

h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
konsultan/pendamping kepada pengelola pLUT.

17.

t7.L.
l:l

maslng-maslng

(G

1. Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui
peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan
sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat np.luN zozo-
2024, dengan pembangunan pasar rakyat tematik wisata.

2. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan food estate (kawasan sentra
produksi pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi
pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan
pangan dan pemulihan ekonomi nasional. selain itu meningkatkan
ownership dan kapasitas daerah dalam pengembangan food. estate (kiwasan

. sentr:a produksi) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi
pangan.
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L7.2. TuJuan dan Sasaran

1. Tematik 1 Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil
Menengah.

a. Meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata
pada 19 Destinasi Pariwisata sesuai amanat RPJMN 2O2O-2O24 dalam
mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; dan

b. Meningkatkan produktivitas, kualitas produk, jangkauan pasar, dan
kemitraan industri kecil dan menengah pada 19 Destinasi Pariwisata
Prioritas dalam mendukung peningkatan nilai tambah industri,
penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan
ekonomi lokal.

2. Tematik 2 Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra
Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani.

a. I\{eningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan
di lokasi Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan sentra
produksi pertanian dan perikanan; dan

b. Meningkatnya cadangan pangan nasional.

17.3. Ruang Lingkup Keglatan
Pembangunan / revitalisasi pasar rak5rat tematik wisata yang mendukung
amenitas dan atraksi pariwisata di kawasan daya tarik wisata.

Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) yang mendukung
penyimpanan dan pemasaran kornoditas unggulan di kawasan food estate
Humbarrg Hasundutan yang pengelolaannya didukung oleh korporasi petani.

L7.4. Menu Keglatan
Dukungan DAK Bidang Sarana dan Prashrana Perdagangan TA 2022 pada
Tematik I Penguatan Destinasi Pariwrsata Prioritas dan Sentra Industri Kecil
Menengah terdiri dari 2 (dua) menu kegiatan yaitu:

1. Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata; dan

2. Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata di Bali.

Rincian dan komponen kegiatan pada kedua menu Tematik I sama, hanya
dibedakan lokasi pembangunannya yaitu di wilayah Bali dan di luar wilayah
Bali.

Dukungan DAK Bidang Sarana dan Prasara.na Perdagangan TA 2022 pada
Tematik 2. Pengembangan Food Estate darr Penguatan Kawasan Sentra Produksi
Pertania.n, Perikanan dan Hewani .dilaksanakan melalui menu kegiatan
Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani).

17.5.Krlteria...
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L7.5. Krlteria
I . Tematik 1

Pemilihan lokasi Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata dan
Pembangunan Pasar Ralryat Tematik Wisata di Bali berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
a. Akumulasi nilai kriteria teknis.
b. Kesiapan daerah dalam melakukan pengembangan konsep pasar rak5rat

tematik wisata yang meliputi:
1) Proyeksi outcome yang akan diperoleh dari pembangunan pasar

rakyat tematik wisata;
2l Usulan gagasan narasi wisata yang diusulkan;
3) Menjadi bagian dari pola perjalanan wisatawan;
4l Lokasi strategis terhadap ekosistem wisata;
5) Kesesuaian desain awal pasar yang diusulkan, dengan bentuk

bangunan pasar tidak menyerupai mall dan mengadopsi konsep dari
wisata yang ada atau kearifan lokal daerah tersebut;

6) Variasi produk dan kearifan lokal yang diusulkan; dan
7l Rencana pengelolaan pasar ralqrat tema.tik u'isata termasuk

kapasitas pengelola pasar. Pasar yang dibangun akan dikelola oleh
pihak yang merniliki kompetensi yang sesuai dan mumpuni dalam
hal pengelolaarr, baik secara flsik bangunan maupun manajemen.

2. Tematik 2
Pemilihan lokasi pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani)
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Terletak di kawasan /ood estate yaitlr kawasan yang telah beroperasi atau

ditanami komoditi saat perencanaan pembangunan Gudang non SRG
(Korporasi Petani):

b. Lahan merupakan milik pemda dan tidar dalam keadaan sengketa
(dibuktikan dengan surat pernyataan kepala daerah yang selanjutnya
akan disertifikatkan/ dokumen kepemilikan oleh Pemerintah Daerah
dalam bentuk sertifikat);

c. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membentuk cian
mernberdayakan korporasi petani sebagai pengelola Gudang; dan

d. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membangun kerjdsama dengan
pemerintah pusat, pemerintah Prbvinsi dan pemerintah Kabupate n I kota
lainnya dalam membangun jaringan pemasaran yang meliputi
BUMN/BUMD/Swasta/pasar ralgrat dan lainnya sebagai
offiaker I katalisator pengelolaan Gudang.

17.6. Tata. . .
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17.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembangunan Pasar Ralryat Tematik Wisata dan Pembangunan Pasar
Rakyat Tematik Wisata di Bali.

Pembangunari pasar ralryat tematik wisata dan pembangunan pasar rakyat
tematik wisata di Bali dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
a. 'I'eknis Bangunan

1) Memenuhi persyaratan keandalan bangr.inan yang mencakup
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan
bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2L dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006;

2l Menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2l Tahun
2Q2l tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;

3) Memdnuhi standar Pasar Sehat sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Pasar Sehat;

4l Memenuhi kaidah SNI Pasar Rakyat 8L52:2O21 dan berorientasi
menjadi pasar tertib ukur;

5) Desain bangunan rvaj ib menjadi, physical marketing presence yar,g
kehadirannya diharapkan dapat menjadi atribut pemasaran dan
penguat narasi pasar wisata. Oleh karenanya, tiap pasar rakyat
tematik wisata yang dibangun di masing-masing lokasi akan
berbeda sesuai dengan narasi wisata yang diangkat;

6) Aksentuasi pada struktur bangunan mengadopsi kebudayaan
. setempat seperti ornamen khas daerah pada pintu masuk/gapura

atau bentuk bangunan yang diadaptasi dari bangunan khas daerah
ataupun penempatan aksen kebudayaan lokal pada sisi bangunan
lainnya;

7l Mengakomodir kebutuhan wisata kekinian melalui desain
bangunan serta ketersediaan infrastruktur penunjang sehingga
dimungkinkan rrntuk dilakukan pengadaan fasilitas pendukung lain
serta karya seni guna menambah estetika pasar rakyat tematik
wisata;

8) Terdapat pembagian zenasi yang jelas untuk setiap barang/jasa
yang diperdagangkan, mernperhatikan kebutuhan teknis di masirrg-
masing zona serta dilengkapi dengan sarana pendukung meliputi:
a) Zona pedagang utama yang terdiri dari zona pedaganq bahan

kebutuhan pokok, zona pedagang kuliner, dan zona pedagang
souvenir;
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b) Zonajasa lainnya sepertijasa potong rambut/salon, refleksi, dan
lainnya;

cl Zona galeri dan tempat pertunjukan;

dl Zona ruang tunggu dan plag ground;

e) Toilet;

f) Tempat Ibadah;

g) Ruang menyusui;

h) Kantor Pengelola;

i) Lahan parkir;

jl Loading dock;

k) Pengolahan sampah/limbah; dan

l) Penyediaan peralatan kemetrologian (peralatan UTTp).

Zona/fasilitas di atas merupakan zona/fasilitas minimal yang harus
ada dalam pasar rakyat tematik wisata, namun demitian
Pemerintah Daerah dapat menambahkan zona/fasilitas lainnya
sesuai kebutuhan seperti marketing poinf, fasilitas Kesehatan,
Ruang Terbuka Hijau dan zona lainnya yang clibutuhkan sesuai
dengan narasi wisata yang diangkat.

9) Dilengkapi infrastruktur dasar berupa air bersih, listrik dan koneksi
internetl utifi.

10) Pra Desain Pasar disampaikan kepada Kementerian perdagangan
pada saat pen5rusunan rencana kegiatan DAK.

b. Administrasi

Pemerintah Daerah meiengkapi seluruh rlokumen administrasi
persyaratan peinbangunan yang dibutuhkan antara lain meliputi kajian
AMDAL, andal: in, rencana kerja syarat serta persyaratan administiasi
terkait lokasi pembangr-rnien serta ketentuan tain daiam mekanisme DAK.

Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, pemerintah Daerah
diharapkan menjalin kerjasama 

^ 
dengan" aparat penegak hukum

(kejaksaan dan kepolisian) serta BpK dalam proses perencanaan dan
pembangunan pasar ralryat tematik wisata.dan didokumentasikan dalam
bentuk MoU. Dukungan APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya
diperkenankan guna menyiapkan tempat relokasi pedagang sementara
bagi pasar yang direvitalisasi ataupun kegiatan lain yang di.pat berupa
perencanaan / operasionalisasi / kolaborasi pengelolaan pasar rakyat
tematik wisata.

c. Strategi . . .
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c. Strategi Pengadaan

Pemerintah Daerah agar mempersiapkan perencanaan dengan efektif dan
efisien sehingga pembangunarr dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam
hal ini, dukungan APBD dapat dialokasikan apabila diperlukan guna
kelancaran kegiatan dimaksud. Adapun metode dalam pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa dilakukan sesuai dengan peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Penrerintah.

d. Manajerial

Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat tematik
wisata, Pemerintah Daerah memperhatikan 4 hal terkait aspek
rnanajerial yang meliputi:
1) ManajemenOperasional

Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada pengelola
pasar dalam mengelola pasar rakyat tematik wisata. pengelola pasar
ralgrat tematik wisata yang ditunjuk agar dapat mengelola dan
memelihara lisik bangunan pasar, mengatur operasionalisasi pasar
dan pedagang dengan SOP yangjelas.

2l Manajemen Relasi

Pemerintah Daerah dan pengelola pasar diharapkan dapat menjalirr
Kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pusat, instansl
daerah, swasta maupun BUMN atau BUMD dan lainnya dalam
pengelolaan dan operasionalisasi pasar rakyat tematik wisata.

3) Manajemen Pemasaran

Pengelola pasar menciptakan dan mengembangkan inovasi untuk
menarik pengunjung datang dan berbelanja di pasar ralq/at tematik
wisata serta'nrampu menangkap peluang.atas perubahan perilaku
korrsumen yang dinamis. Pada aspek pemasaran ini juga
menekankan agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian
khusus pada branding yang diangkat pada masing-masing pasar
rakyat tematik u,isata.

4l Manajemen Atraksi

Pemerintah Daerah rhempertimbangkan kearitan lokal, kebudayaan
setempat dan keunggularr kompetitif lainnya sebagar aspek utama
dalam pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat tematik wisata.
Pengelola pasar dapat nlemfasilitasi penyediaan rempat bagi pengisi
aftaksi yang menarik bagi pengunjung.

e.Lain-lain...
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e. Lain-lain

Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pembangunan fisik pasar
dapat berkolaborasi dengan dinas teknis sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan. Terkait dengan pertanggungjawaban kinerja outcome akan
tetap dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan.

2. Pemoangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani)

Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) dilakukan dengan
memperhatikan hal sebagai beriku:

a. Teknis Bangunan

l) Bangunan fisik Gudang mengikuti ketentuan SNI Gudang.

2l Pembangunan Gudang Non SRG (Korporasi Petani) dan
. kelengkapannya mencakup pendirian zona/ stasiun sebagai berikut:
a) Stasiun Penerimaarr;

. b) Stasiun Pembersihan;

c) Stasiun Pengeringan;

d) Stasiun Pengemasan;

e) Stasiun Penyimpanan;

f) Stasiun Distribusi;
g) Gudang Bibit;
h) Gudang Alat Produksi Pertanian;

i) Gudang Pupuk;
j) Stasiun Limbah;

k) Kantor Pengelola; dan

1) Parkir.

3) Penyediaan lahan lainnya untuk kebutuhan drainase, zona hijau
dan lainnya sebagai bagian pendukung Gudang non SRG (korporasi
petani).

4) Setiap stasiun atau zona di Gudang harus dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan yang memadai baik dari segi kualitas
maupun jumlah.

5) Dilengkapi infrastmktur dasar berupa air bersih, listrik cran koneksi
internetlwifi.
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6) Desain awal bangunan mencakup semua stasiun dan fasilitas yang
mengangkat arsitektur humanis dan modern dan selanjutnya desain
dimaksud dipaparkan terlebih dahulu sebelum penyusunan RK
kepada pemerintah pusat.

7l Pemerintah Daerah menJrusun estimasi pembiayaan pembangunan
dan fasilitas pendukung lainnya sebagai syarat penyusunan RK
menu kegiatan Pembangunan Gudang Non SRG (korporasi petani).

b. Administrasi

Pemerintah Daerah melengkapi seluruh dokumen administrasi
persyaratan pembangunan yang dibutuhkan antara lain meliputi kajian
AMDAL, rencana kerja syarat serta persyaratan administrasi terkait
lokasi pembangunan serta. ketentuan lairr dalam mekanisme DAK Fisik.
Dokumen kepemilikan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan
Gudang non SRG (korporasi petani) disampaikan sebelum penyusunan
RK dilaksanakan. Adapun untuk optimalisasi persiaparr, kawasan
Gudang korporasi, sebelum penyusunan RK dilakukan, Pemerintah
Daerah agar menyiapkan lahan penunjang (satelit) yang menjadi
pendukung seluas 15 - 20 hektar. Selain itu, Pemerintah Daerah
mempersiapkan dan memberdayakan korporasi petani sebagai pengelola
Gudang. Pemerirrtah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi lain
atau swasta sebagai pendamping yang memiliki kompetensi dalam upaya
pemberdayaan korporasi petani.

Alokasi DAK Fisik pembangunan Gudang non SRG (Korporasi Petani)
sebesar Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah) hanya
dipenrntukan bagi pembangunan fisik guclang ,dan . fa.silitas
pendukungnya, sedangkan dana penunjang dan biaya .lain agar
disediakan melalui APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Lintuk kelancaran pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah
diharapkan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum
(kejaksaan dar: kepolisian) serta BPK dalam proses perencanaan dan
pembarrgunan Gudang non SRG (korporasi petani) dan
didokumdntasikan dalam bentuk MoU.

Sebagai persyaratan pen5rusunan RK, Pemerintah Daerah
menyampaikan (1) daftar data petani yang akan terlibat dalam
pengelolaan dan pemanfaatan Oudang non SRG (korporasi petani,
(2) 'surat rekomendasi <iari dinas yang membiiangi perdagangan
di Provinsi terkait kesiapan lahan, kesiapan pengelolaan Gudang serta
strategi pemasaran dan distribusi; serta (3) surat rekomendasi dari dinas
yhng membidangi pertaniarr di Provinsi terkait dengan kesiapan
korporasi petani.
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c. Strategi Pengadaan

Pemerintah Daerah agar mempersiapkan perencanaan dengan efektif dan
efisien sehingga pembangunan Gudang Non SRG (korporasi petani) dan
pengadaan peralatan serta perlengkapan pendukung dapat diselesaikan
tepat waktu. Adapun metode dalam pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor l2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. Manajerial

Dalam pengelolaan Gudang Non SRG (korporasi petani), Pemerintah
Daerah dapa! memperhatikan 5 hal terkait aspek manajerial guna
tercapainya kondisi utilisasi gudang yang berkesinambungan yaitu
meliputi:

1) Manajemen korporasi petani

Pemerintah Daerah memastikan kesediaan petani untuk menerapkan
konsep pengaturan pola tanam, integrasi antar petani/ kelompok
tani, keefektifan utilisasi fasilitas yang disediakan serta keterpaduan
pen5rimpanan hasil panen. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama
dengan instansi lain atau swasta untuk memberikan pendampingan
melekat oleh tenaga professional cli level manajerial dengan tujuan
untuk trans;fer knowledge.

2) Manajemen sistem mutu
Pengelola gudang memastikan seluruh rangkaian proses on;farm dan
off farm sesuai dengan standard operating procedures (SOP) guna
menjaga kualitas produk yang mencakup ketepatan junrlah, mutu
dan waktu yang disimpan di dalam Gudang Non SRG (Korporasi
petani). Sebagai persyaratan pen5rusunan RK, Pemerintah Daerah
agar mempersiapkan SOP pengelolaan Gudang oleh korporasi petani
dimaksud dengan melibatkan bertlagai irrstansi/OPD

3) Man4jemen pernasaran dan distribusi ,

Pemerintah Daerah bersama korporasi petani dapat memetakan
potensi pasar, men5rusun mekanisme distribusi, skenario mitigasi
kendala dan merancang branding produk korporasi.

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan
BUMD/BUMN/Swasta atau instansi lain sebagai offiaker serta
dukungan APBD dalam tahapan awal operasionalisasi Gudang Non
SRG (korporasi petani).
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4) Manajemen Keuangan dan SRG

Pemerintah Daerah dan pengelola Gudang dalam rangka menjaga
kestabilan pasokan dan ketersediaan rnodat usaha dalam
pemanfaatannya dapat melakukan Kerjasama dengan perbankan
melalui mekanisme Sistem Resi Gudang.

5) Manajemen Sistem Informasi

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penerapan sistem informasi
Gudang yang dapat memberikan informasi realtime segala proses dan
transaksi kepada pihak terkait.

I7.7. PENILAJAN I(INER.'A
Penilaian kinerja pada DAK Bidang Perclagangan Tahun 2022 didasarkan atas
aspek sebagai berikut:

1. Aspek kinerja dilihat dari terbangunnya pasar ralqrat tematik wisata dan
Gudang non SRG (Korporasi Petani) yang pembangunannya sesuai dengan
petunjuk teknis, Pemerintah Daerah memberikan laporan perkembangan
kemajuan pembangunan Iisik dan persiapan pengelolaan secara berkala.

2. Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Perdagangan Tahun 2022 adalah:

a. Pasar rakyat tematik wisata yang mendukung amenitas pariwisata di
kawasan daya tarik wisata dengan indikator ketuntasan:
I ) Memenuhi ketentuarr SNI Pasar Ralcyat.

2l Memenuhi kesesuaian prinsip pengelolaan pariwisata alam.

3) Penyelesaian pembangunan pasar pada bulan Desember 2022 darr
beroperasi pada awal tahun 2O23.

Capaian jangka pendek (Immediate outcame) dari Pembangunan
Pasar Ralryat Tematik Wisata yaitu:

Meningkatn-va nilai wisata niagd di daerah daya tarik wisata dengan
indikator sebagai berikut:

a) Tingkat kepuasan dan kenyarnanan pedagang dan
pembeli/ pengunjung di pasar.

b) Rata-rata jurnlah penguni r-rng ke pasar rakyat tematik wisata.

c) Rata-rata pengeluaran belanja warga. dan wisatawan di pasar
rakyat tematik wisata.

Adapun. . .
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Adapun target dan cara penghitungan nrasing-masing indikator
immediate outcome dari pembangunan pasar ralgrat tematik wisata
mengikuti tabel berikut:

Indikator I

Pedagang

Cara
Pencapaian

- Pembangunan
pasar sesuai
standar SNI

- Mengimplementasi
kan prinsip pasar
sehat

- Pasar drlengkapi
infrastruktur dasar
yang baik
(ketersediaan air
bersih, listrik dan
jaringan wifi)

- Produk yang dijual
di pasar wisata
beragam dan
berkualitas baik

Sejak .

beroperasi
Mei2023

pasar
hingga

- Pasar dikemas
secara
atraktif,
dipromosikan
secara massif
dan menjadi
bagian . dari
pola
perjalanan
wisata

- Meningkatkan
aksesibilitas
dari dan ke
pasar wisata

Sejak pa.sar
beroperasi
hingga Mei 2023

Produk yang
dijual
beragam,
harga
terjangkau,
kualitas
produk baik,
dikemas
secara
menarik,
menjual
prodr.rk khas
daerah
seternpat dan
dilengkapi
jasa packing
r,lan
pengiriman

Sejak pasar
beroperasi
hingga Mei
2023

Cara...

Indikator 2 Indlkator 3

Rata-rata
jumlah
pengrrnjung ke
pasar rakyat
tematik wisata

Rata-rata
pengeluaran
belanja warga
dan
wisatawan di
pasar rakyat
tematik wisata

Tingkat kepuasan
dan kenyamanan
pedagang dan
pembeli/pengunjung
di pasar

Indikator

Puas dan nyarnanTarget 1500 orang/hari Rp
50.000/orang

Pengunjung/pembeliSasaran Pedagang

Waktu
Pelaksanaan
Pengukuran
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Cara
Perhitungan
dan Sumber
Data

Dilakukan melalui
survey kuesioner
dengan rensponden
pedagang dan
pengrinjung masing-
masing minimal 30
orang

Melakukan
pencatatan
jumlah
pengunjung
setiap harinva di
pintu masuk
pasaf
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b. Gudang non SRG yang mendukung penyimpanan dan pemasaran
komoditas urrggulan di food estate yang.pengelolaannya didukung oleh
korporasi petani dengan indikator ketuntasan penyelesaian
penibangunan Gudang non SRG (korporasi petani) pada bulan Desember
2022 dan beroperasi pada awal Tahun 2023.

Capaian jangka pendek ('Immediate outcorrue)dari Pembangunan Gudang
non SRG (korporasi Petani) yaitu:

Terwujudnya fasiiitasi korporasi petani dalam hal penyimpanan dan
pemasaran komoditas unggulan, dengan indikator sebagai berikut:

1) Jumlah penerima manfaat;

2) Jumlah total hasil petani yang disimpan di Gudang; dan

3) Totat komoditi yang dipasarkan dari kapasitas Gudang dalam kurun
' waktu tertentu.

Melakukan
survey kepada
pengunjung
terkait jumlah
pengeluaran
beserta item
belanja

Adapun target dan cara penghitungan masing-masing indikator
immediate outconrc dari pembangunan Gudang non SRG (korporasi
petani) mengikuti tabel berikut.

Irrdikator

Uraian Indlkator 1 Indlkator 2 Indikatot 3

Jumlah
penerima
manfaat

Jumlah total
hasil petani yang
disimpan di
Gudang

Total t<onroditi yang
dipasarkan dari
kapasitas Gudang
dalam kurun waktu
tdrterrtu
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Uraian Indikator I Indikator 2 Indikator 3

Target 1 - 600 orang
petani

30 % dari total
produksi

70 o/o dari total
produksi

Sasaran Petani Petani Petani
Masyarakat

dan

Cara
Pencapaian

Melakukan
sosialisasi
mekanisme
pengelolaan
Gudang dan
potensi
keuntungan
kepada
petani

Disepakatinya
jumlah yang
disimpan
digudang oleh
para anggota
korporasi

Disepakatinya
mekanisme
simpan/ lepas oleh
anggota korporasi

Waktu
Pelaksanaan
Pengukuran

Sejak
Gudang
beroperasi
Mei 2023

Sejak Gudang
beroperasi
hingga Mei 2023

Sejak
beroperasi
Mei 2023

Gudang
hingga

Cara
Perhitungan
dan Sumber
Data

Pengelola
Gudang
mencatat
jumlah
petani
anggota
korporasi
yang terlibat

Pencatatan oleh
pengelola
Gudang
mencakup
jumlah komoditi
yang dipanen,
masuk ke
Gudang,
didistribusikan/
dijual, serta
yang tersedia di
dalam gudang

Pencatatan oleh
pengelola Gudang
mencakup jumlah
komoditi yang
dipanen, masuk ke
Gudang,
didistribusikan/diju
al, serta yang
tersedia di dalam
gudang

Batas . . .
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Batas waktu penyampaian capaian jangka pendek (immediate outam.el
dari pembangunan pasar raLyat tematik wisata dan pembangunan
Gudang non SRG (korporasi petani) paling lambat minggu pertama bulan
Juni 2023 serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
undangan dan

strasi Hukum,

sil Djaman

ttd
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LAPIORAN I(EMIL'U,AN PELAXSANAAN IIEBIATAN
DANA /ILOI{ASI XIIUSUS IDAXI FISIK REOI'LER,/PEIIUGAfIAN *I

BTDANG / SITBAIDANG ..........

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

l-ill!
srrB BrDArrc / IEMA,[I( /

IIEiGIATAT

iIfi r{'JTfi7fi IilTqqrSfSJ
r.riI]7llllFllirriE.rs.rrI rII

Pagu DAK
Fisik

Swekelole Kontrsktual

(Rp. Dalam
ribuan)

(Rp.
Dalam
ribuan)

Volume
(Rp.

Dalam
ribuan)

Volumc Satuan
JuElah

Penerima
Manfeet

VoluEe

Metode
Pembayaran

tirr,rt-Fff:n

Ibdefkasi/
IGteralgatr/

PerEasalahan
Keuangan Fisik

(Rp.
Dalala
ribuan)

e/.1 Volume (e6)
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Ucau Kcgt t !...

2) Rlnct ! KogLtra ...

t.

b.

TclIa ....

ll Rhcl,rr Xctirtr!

U.!u llcglrt.n

U RtltcLn X.gtrtE ...
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2l Rtrchr Xcgt ta! ...

b. Ucnu Ncairtu ...
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2l Rtttcl8 Xcdrtr.!
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2l Rhctr[ f.gt t r ...
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Kolom (1) : l(o. diisi Nomor Subbidang

Kolom (2) Subbtdarg/Kegirter diisi Nama Sub Bidang, T€matik, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan

Kolom (3) VoluEG KcglrtrD diisi besaran masing-masing rincian kegiatan

Kolom (4) Srtuar K.glrtaE diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

Tempat, tanggal
pelaporan

it-ffJII]TJfirIIi
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Kolom (5) ; JuEl-h PcleriEa [aafart diisi besaran penerima manfaat atas pela5ranan publik yang didanai dari DAK Fisik

Kolom (6) : Pegu Alolert DAK Fl.lt diisi besaran alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang/tematik

volunre Keglet n Strrkclol. diisi besaran oulput masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)Kolom (7)

Kolom (8) : Ifllal Daaa Swahelole diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakeloLa (tidak perlu diisijika secara kontraktual)

Kolom (9) voluE Kcgleten Kotrtr.ttld diisi besaran ou@ut masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanal€n secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)

Kolom (l1l : Uctodc Pcmbryrarl diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap

Kolom (12) : Rcrlfu..I Kcuargaa dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah

Kolom (13) : Reel.Lerl Kcuengltt drlan PGncltrEG diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase

Kolom (14) : Rcau.ul tri.ll d.rrn Ruplah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume ou@u,

Kolom (15) : Rcallc.st Ftslt debm Pcr.ent rc diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentas€ volume ouPu,

SK No 053030 C
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Kolom (16) Kodcfllesl Pctmasalahen diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangar terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodellkasl Ua3alah

Kode Maealah . (dibei penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peratura! peruadalgan

Permasalahan terkait dengan Petuqlul TeLafu

Permasalahan terkait dengan Rencana KerJa dan Aaggara! SI{PD

Permasalahan terkait dengan DPA-8I|PD

Permasalahan terkait dengan SK Peretapa! Pelatsane Leglataa

Permasalahan terkait dengan Pelatsanaaa Telrder Petcdaar Xorrtralr

Permasalahan terkait dengan Perslapetr PcLcrJaaa Ssatelola

Permasalahan terkait dengan Pcrcrbltr! 8P2D

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SK No 053031 C
9. Permasalahan
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9. Permasaliahan terkait dengan Pclakrenaaa PchcrJaaa Kontsrt

10. Fermasalahan terkait dengan PelalEanran PelcrJaan StrrLclotr

11. PermasalahanLeil-latn

*l coret yarg tldak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBUK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Hukum,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

SK t',*o 053039 C

Djaman


